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Dari Kami

Salam Perencanal!

Manajemen talenta dalam dunia profesional Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diadopsi
sebagailangkah pengelolaan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Upaya ini tidak

lepas untuk senantiasa mencari, mengelola, mengembangkan, dan mempertahankan
pegawai terbaik untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan strategi organisasi jangka
panjang. SDM aparatur menjadi aset berharga, sehingga peningkatan kompetensinya

pun menjadi krusial untuk dilakukan secara sistematis dan berdampak, tak terkecuali
bagiperencana. Kompetensi perencana, yakniinti, manajerial, dan teknis, berpengaruh
terhadap kualitas perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang berorientasi hasil.
Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah melalui metode non-klasikal yang lepas dari pola
pembelajaran konvensional seperti kuliah, diskusi, dan penugasan. Metode non-klasikal
lebih menekankan pada pengalaman, kreativitas, dan kolaborasi antara peserta didik dan
fasilitator.

Pada tahunini, Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas mencanangkan program
On the Job Training (OJT) atau magang bagi ASN yang bekerja dibidang perencanaan
pembangunan atau bidang lain terkait perencanaan pembangunan. Magang merupakan
salah satu sampel pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui metode non-klasikal.
Pusbindiklatren bekerja sama denganinstitusi-institusi dari kementerian/lembaga,
pemerintah daerah, lembaga riset/kajian, hingga institusi swasta sebagailokasi OJT/
Magang. Berkaitan dengan hal tersebut, Majalah Simpul Perencana (SIMPUL) Volume

46 mencoba mengangkat tema, “Pengembangan Kompetensi ASN Perencana Melalui
Metode Non-Klasikal”. Dalam rubrik Cakrawala, mitra program OJT Pusbindiklatren
bercerita mengenai urgensi peningkatan kapasitas ASN Perencana melalui program
tersebut, serta tantangan danrencana ke depannya. Mitra tersebut di antaranya Kepala
BKPSDM Kota Malang, Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan (P2KP)
Universitas Hasanuddin, Peniliti Institute for Development of Economics and Finance
(INDEF), dan Chairman Vocasia.id.

Pada rubrik Opini, beberapa perencana dan fungsional lainnya menyampaikan gagasan
serta pemikirannya terkait peningkatan kompetensi melaluimetode non-klasikal. Salah
satu opini menyebutkan bahwa pelatihan non-klasikal merupakan upaya pembentukan
karakter danintegritas. Beberapa opinilain menyoroti mengenai peluang dan tantangan
dalam pelaksanaan peningkatan kompetensi melaluimetode non-klasikal, misalnya
adanya kesenjangan infrastruktur internet, hilangnya hubungan emosional antara pengajar
dan peserta, serta kurangnya keterikatan dalam metode belajar tersebut. Selain rubrik
Cakrawala dan Opini, SIMPUL Volume 46 juga menghadirkan Liputan dan Sorot, Sosok
Alumni, Profil Mitra, serta Ulasan Program dihadirkan untuk menambah insight bagi para
perencana. Dirubrik Selingan, diulas bagaimana menemukan ide dan gagasan untuk
menulis jurnal artikel ilmiah.

SIMPUL Volume 46 diharapkan dapat menjadi bacaan yang bermanfaat bagi seluruh
perencana dilndonesia, terutama untuk memahami perkembangan isu-isu terkini seputar
perencanaan pembangunan. Pusbindiklatren akan selalu berkomitmen menjadiinstansi
pembina bagi seluruh perencana dilndonesia yang selalu menumbuhkan, kredibel, dan
berkualitas.

Selamat membaca,

Jelita Wiedoko
Pemimpin Redaksi

Redaksi menerima tulisan yang berhubungan dengan perencanaan sesuai tema yang telah ditentukan. Tema setiap edisi akan dipublikasikan melalui situs web
pusbindiklatren.bappenas.go.id dan media sosial Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas.
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INOVASI DAN KOLABORASI:
KUNCI SUKSES MEMASIFKAN PELATIHAN NON-KLASIKAL

Sebagainegara yang memiliki cita-
cita keluar dari Middle Income Trap
(MIT), Indonesia kini mencanangkan
pendekatan transformatif dalamtiga
area perubahan, yakni transformasi
ekonomi, sosial, dan tatakelola
yang diejawantahkan melalui Visi
Indonesia Emas 2045 sebagai
Negara Nusantara Berdaulat, Maju,
dan Berkelanjutan. Dalam tahapan
pembangunan RPJPN 2025—2045,
telah dibuat empatrencanatahapan
pembangunan yaitu
1. Tahap1(Tahun2025-2029) untuk
Perkuatan Fondasi Transformasi;
2. Tahap2(Tahun2030 -2034)
untuk Akselerasi Transformasi;
3. Tahap 3(Tahun2035-2039)
untuk Ekspansi Global; dan
4. Tahap 4 (Tahun2040 -2044)
untuk Perwujudan Indonesia
Emas.

Untuk mewujudkannya, dibutuhkan
SDM aparaturyang berkualitas.
Kebutuhan peningkatan kualitas SDM
aparaturini harus dibarengi dengan
komitmen peningkatan kompetensi.
Ditiap tahapan, telah dibuat strategi
untuk mengembangkan kualitas ASN,
terutama pada aspek transformasi
tata kelola. Beberapa upayanya,
yaitu peningkatan kualitas ASN
berbasis merit; penjaminan SDM

ASN sejahtera; menuju SDM ASN
kompetitif; melaksanakan regulasi
yang adaptif dan taat asas; serta tata
kelolayang berintegritas, tangkas,
dan kolaboratif.

Kondisi saat ini, jika dilihat dari salah
satuindikator yang menunjukkan
keberhasilan reformasi birokrasi,
yakni Government Effectiveness
Index yang dikeluarkan World Bank,
Indonesia menunjukkan peningkatan
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yang cukup signifikan. Pada tahun
2022, Indonesia meraih nilai 64,76
yang meningkat menjadi 66,04

pada tahun 2023. Dari 214 negara,
Indonesia berhasil menduduki
peringkat 73. Tentu masih jauh dari
ideal. Oleh karenaitu, perlu dilakukan
upaya lebih masif dan komprehensif
untuk meningkatkan kualitas dan
kompetensi ASN dilndonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2023 tentang Aparatur Sipil Negara
pada pasal 21telah mengamanatkan
bahwa pegawai ASN berhak
memperoleh penghargaandan
pengakuan berupa material dan/
atau non-material. Komponen
penghargaan dan pengakuanyang
dimaksud terdiri atas penghasilan,
penghargaan yang bersifat motivasi,
tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial,
lingkungan kerja, pengembangan
diri, serta bantuan hukum. Pada poin
pengembangan diri, disebutkan
bahwa dapat dilakukan melalui
pengembangan talenta dan karier
serta pengembangan kompetensi.

Poinini dikembangkan pada pasal
49 yang membahas lebih detail
terkait pengembangan kompetensi.
Disebutkan bahwa setiap ASN

wajib melakukan pengembangan
kompetensi melalui pembelajaran

v i
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terus menerus, agar tetap relevan
dengan tuntutan organisasi.
Pembelajaran dilaksanakan melalui
sistem pembelajaran terintegrasi
yang merupakan pendekatan secara
komprehensif, menempatkan proses
pembelajaran ASN terintegrasi
dengan pekerjaan, sebagaibagian
penting dan saling terkait dengan
komponen manajemen ASN, dan
terhubung dengan pegawai ASN lain
lintas instansi pemerintah, maupun
dengan pihak terkait.

Dalam lampiran Peraturan Lembaga
Administrasi Negara Nomor 5 Tahun
2018 tentang Pengembangan
KompetensiAparatur Sipil Negara,
telah disebutkan berbagaijenis dan
jalurpengembangan kompetensi
pegawai seperti pendidikan

dan pelatihan. Pelatihan, dapat
dilaksanakan melalui dua metode,
yakniklasikal atau pembelajaran
tatap muka di dalam kelas dengan
mengacu pada kurikulum, serta non-
klasikal yang berarti proses praktik
kerja dan/atau pembelajaran diluar
kelas. Pelatihan non-klasikal dapat
dilaksanakan melaluijalur pertukaran
PNS dengan pegawai swasta,
magang/praktik kerja, benchmarking
atau study visit, pelatihanjarakjauh,
coaching, mentoring, detasering,
penugasan terkait program prioritas,

201% ot 034
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e-learning, belajar mandiri/self-
development, team building, danlain
sebagainya.

Seiring dengan perkembangan
teknologi serta adaptasi pasca-
pandemi Covid-19, pelatihan non-
klasikal perlu diperbanyak. Ini karena
pelatihan non-klasikal cenderung
lebih variatif, memicu keaktifan
peserta, dan lebih menyenangkan
dalam penyampaian materi
dibandingkan pelatihan klasikal.
Penyelenggaraan pelatihan non-
klasikal ini, terbukti akan efektif

jika ada kolaborasidaninovasi
darisemua pihak yang terlibat,

baik penyelenggara, fasilitator,
maupun peserta. Kolaborasi

dapat meningkatkan kualitas dan
efektivitas pelatihan, karena dapat
memanfaatkan kekuatan dan
keahlian masing-masing pihak,
sertamengurangihambatan dan
kesalahpahaman. Di sisilain, inovasi
dapat meningkatkan relevansi

dan daya tarik pelatihan, karena
dapat menyesuaikan dengan
perkembangan zaman, teknologi, dan
tantangan yang dihadapi peserta.

Pusbindiklatren Kementerian PPN/
Bappenas di 2023 ini secara aktif
berkolaborasi dan menginisiasi
berbagaipelaksanaan program
pelatihan non-klasikal guna mencetak
perencanayang andal dilndonesia
untuk menyongsong cita-cita
Indonesia Emas 2045. Selainiitu,
upaya ini dilakukan untuk memberikan
kompetensibagi perencana tingkat
pusat dan daerah untuk selalu
adaptif dalam meresponsisu dan
perkembangan pembangunan
nasional. Pusbindiklatren telah
menginisiasi pelaksanaan OJT
dalam danluar negeriyang bekerja
sama dengan banyak pihak, baik
pemerintah pusat dan daerah,
universitas di dalam maupun luar
negeri, serta pihak swasta dan
lembagariset. =
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paratur Sipil Negara
(ASN) berhak dan
wajib mendapatkan

program pengembangan
kompetensi. Sebagai tulang
punggung birokrasi, ASN
dituntut untuk mampu
beradaptasi dengan zaman
dan memiliki daya saing

tinggi.

Pasal 21 Ayat (8) Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN
menyebutkan bahwa pengembangan
kompetensi merupakan salah satu
jenis pengembangan diri. Itu adalah
hak yang melekat pada setiap ASN.
Lebihlanjut, pasal 49 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2023
menegaskan bahwa pengembangan
kompetensitidak hanya menjadi hak,
tetapijuga sebuah kewajibanyang
perlu ditunaikan agar ASN senantiasa
relevan dengan tuntutan organisasi.

Pengembangan kompetensiuntuk
ASN dapat dilaksanakan melalui
program pendidikan maupun
pelatihan. Untuk program pelatihan,
Peraturan Lembaga Administrasi
Negara (PerLAN) Nomor 5 Tahun 2018
tentang Pengembangan Kompetensi
Pegawai ASN menyebutkan dua jenis
pelatihan, yaitu pelatihan klasikal dan
non-klasikal.

Pelatihan klasikal dan non-klasikal
memiliki hubungan komplementer
dan sama-sama penting. Sebab,
ASN kini tidak hanya dituntut untuk
menguasai pengetahuan teoretis,
tetapijuga pengetahuan praktis.

SIMPUL PERENCANA

Pokja Renbang Pusbindiklatren
Kementerian FFN/Bappenas

Berbeda dengan pengetahuan
teoretis yang umumnya bersifat
eksplisit tekstual, pengetahuan
praktis bersifat implisit (tacit
knowledge) tidak bisa didapatkan
melalui metode pelatihan klasikal.

Raymond Noe et al., dalam

bukunya berjudul Human Resource
Management: Gaining a Competitive
Advantage, berargumen bahwa tacit
knowledge hanya dapat diserap
melaluiinteraksilangsung dengan
rekan sejawat, kolega, dan ahli. Tidak
seperti pelatihanklasikal, pelatihan
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non-klasikal dengan pendekatan
praktik kerja mampu membuat
seorang pegawai memperoleh
pengalaman kerja nyata.

Sejak 2000-an, Pusbindiklatren telah
melaksanakan program pelatihan
non-klasikal dengan metode
experiential learning melalui program
Magang di Kementerian PPN/
Bappenas dan Staff Enhancement
disejumlah universitas diJepang.
Program tersebut dinilai sukses
dalam meningkatkan kompetensidan

Qs @g/
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o

memperluas jejaring ASN Perencana.
Akan tetapi, Pusbindiklatren tidak
berhentiuntuk mengembangkan
desain program magang agar

dapat memenuhi tuntutanzaman
dankebutuhan pengembangan
organisasi.

Pertimbangan itulah yang kemudian
melahirkan terobosan berupa

On the Job Training (OJT) atau
Magang. Berbeda dengan program
magang sebelumnya, program OJT/
Magang Pusbindiklatren terbaru

e

_
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memiliki topik/tema serta jenis
pelaksanaanyang lebih variatif.
Tidak hanya itu, Pusbindiklatren juga
memperluas kerja sama dengan
institusi pemerintah, universitas,
lembagariset, BUMN, hingga
sektor privat sebagaiinstitusi

mitra OJT. Pusbindiklatren mulai
menyelenggarakan pilot project
untuk program OJT/Magang pada
tahun 2023 ini. Tidak hanya di dalam
negeri, program OJT/Magangjuga
diselenggarakan di tiga institusi
berbedadilepang.
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TRANSFORMASI
MANAJEMEN SDM

CAKRAWALA

TOTOK KASIANTO
KEPALA BKPSDM KOTA MALANG

di pemerintahan daerah. SIMPUL mewawancarai Drs. Totok Kasianto, Kepala Badan Kepegawaian dan

M anajemen SDM ASN selalu berubah. Akan ada tantangan dalam mengembangkan kompetensi ASN, bahkan

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang, untuk membahas pengembangan kompetensi
ASN khususnya menggunakan metode non-klasikal.

Dalam wawancara, turut hadir Dr. Bambang Nugroho, Sekretaris BKPSDM Kota Malang, dan Hendro Martono, S.A.P.,
Kepala Bidang Mutasi BKPSDM Kota Malang. Totok bersama tim memaparkan bagaimana Pemerintah Kota Malang
berhasil mengatasiindeks profesionalitas yang buruk dan fokus pada kebijakan baru terkait produktivitas.

SIMPUL (S): Bagaimana kondisi
peningkatan kompetensi SDM para
ASN di BKPSDM Kota Malang?

Totok Kasianto (T): Dalam dua tahun
terakhir, BKPSDM Kota Malang
mengalami perubahan signifikan.
Awalnya, indeks profesionalitas

ASN kami dinilai sangat buruk oleh
KemenPANRB. Namun, melalui
terobosan manajemen dan penilaian
kompetensi ASN, kamiberhasil
meningkatkannya. Peningkatan
inijuga berdampak pada jenjang
karier yang semakin membaik.
Kamijuga telah menerapkan
kebijakan baru terkait indeks
produktivitas ASN. Ini merupakan
bagian dari upaya BKPSDM Kota
Malang dalam manajemen talenta

dan pengembangan karier, yang

dianggap sebagaiterobosan penting.

Bambang Nugroho (B): Kamimelihat
peluang di bidang pendidikan,

315

KAMIJUGA TELAH
MENERAPKAN

KEBIJAKAN BARU
TERKAIT INDEKS
PRODUKTIVITAS
ASN.”

terutama untuk studi S-2 bagi

ASN di Pemkot Malang. Fokusnya
pada potensiyang dimiliki ASN,
terutama dalam meningkatkan
indeks profesionalitas. Izin belajar
juga dapat memanfaatkan media
yang digunakan oleh Kementerian
PPN/Bappenas. ASN diimbau untuk
mengejar pendidikan lanjutan
khususnya padajenjang S-2.

S: Bagaimana tindak lanjut BKPSDM
tentang penyetaraan jabatan di
Pemkot Malang?

Hendro Martono (H): Pasca-
penyetaraan jabatan, sebagian
instansi pembina tidak aktif
melakukan uji kompetensiatau
langkah lanjutan. Sosialisasi dilakukan
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TIM PENILAI
LEBIH MUDAH
DENGAN
ADANYA

SKP, TETAPI
TIDAK SEMUA
INSTANSI
AKTIF.”

untuk mendorong keaktifan
instansi pembina dan memfasilitasi
komunikasi dengan OPD (Organisasi
Perangkat Daerah) terkait. Tim
penilailebih mudah dengan adanya
SKP, tetapitidak semuainstansi

aktif. Sosialisasi dan dorongan
aktivitas terus dilakukan. Kamijuga
memberikan informasi kepada setiap
ASN di Pemkot Malang yang bertanya
terkait peningkatan jabatan. BKPSDM
Kota Malang juga aktif memantau
hasil dan mendapatkan informasi dari
kunjunganinstansi pembina.
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T: Didaerah, proses penambahan
pegawai melaluireformasi birokrasi,
penyederhanaan, penyetaraan,

dan pengembangan kompetensi
cukup panjang. Setelah penyetaraan
jabatan fungsional, banyak pensiunan
dipemerintah kabupaten/kota

yang belum dapat digantikan oleh
PNS baru karena belum memenuhi
standarkompetensi. Sebagai contoh,
jabatan di Dinas PU atau Bappeda
sulit diisi karena kekurangan kandidat
yang memenuhi persyaratan.
Permintaan untuk lebih fleksibel
dalam persyaratan di daerah yang
kosong tidak dapat diisi, terutama
jika kandidat tidak memiliki standar
kompetensi atau sertifikat. Seiring
banyaknya pensiunan dan kurangnya
kesesuaian kualifikasi, banyak
jabatan fungsional di daerah yang
tetap kosong dan sulit diisi. Kendala
ini menjadi permasalahan utama,
terutama dalam situasi dimana
proses penggantian pegawaibaru
sangat lambat dan tidak pasti.

10 =

S: Terkait SIMAS (Sistem Informasi
Manajemen ASN) yang digunakan
oleh BKPSDM Kota Malang, siapakah
yang mengembangkannya?

T, B, H: SIMAS dimulai sebagai
biodata pegawai dan berkembang
menjadi penyimpanan data digital,
terintegrasi dengan SIASN dan BKN.
SIMAS mencakup informasi seperti
pangkat, pensiun, cuti, dan tugas
belajar. Proses legalisasiijazah yang
dulunya manual kini terintegrasi
dalam SIMAS. Pengembangan SIMAS
dilakuan secara bertahap danada
rencana untuk mengintegrasikannya
dengan manajemen talenta.

Prakom (Pranata Komputer), yang
terlibat dalam pengembangan,
fokus pada pengembangan
kompetensi. Para Prakom belajar
secara otodidak. Prakom diharapkan
terus berkembang dan diberikan
pendidikan terkait sistem dengan
metode non-klasikal. Pendekatan
non-klasikal dianggap lebih cocok,

terutama karena bidang Tl (teknologi
daninformasi) dapat disesuaikan
dengan kebutuhan pengguna.

S: Apakah tidak pernah ada
permintaan untuk mempelajari
keterampilan tertentu untuk
mendukung SIMAS?

T, B: Dasarutamanya adalah TI.

Namun, penerapan Tl dapat dilakukan
dari divergen menjadi konvergen.

(5

PROSES
LEGALISASI

IJAZAH YANG
DULUNYA MANUAL
KINI TERINTEGRASI
DALAMSIMAS.”
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Contoh dariJawa Barat, yang

memiliki hampir 250 aplikasi smart
city, menunjukkan bahwa koordinasi
dengan Kementerian Kominfo penting
untuk memastikan kesinambungan
program. Penerapan aplikasi Prakom
dibeberapa daerah, sepertiBandung,
Banyuwangi, dan Kota Malang, sudah
dibangun, tetapibelum sepenuhnya
diimplementasikan. Implementasi
yang efektif dan simulasiyang baik
diharapkan dapat meningkatkan
penerimaan dan penggunaan aplikasi
tersebut.

S: Apakah ada tantangan dari
internal Pemkot Malang?

T: Semua pihak mendukung, terutama
dengan komitmen dari Sekretaris
Daerah. Semua ASN diharapkan

aktif dalam pengisian data dan
pengunggahan dokumen dalam
aplikasi dan berkomitmen melakukan
penerapan data dilapangan. Wali
Kotajuga kamiingatkan akan

VOL. 46 - TAHUN 20 - AGUSTUS 2023

pentingnya semangat dalam
pengembangan kompetensi.

Dalam konteks pengajuan kegiatan
atau pelatihan, kendala terkadang
muncul dalam persetujuan dari
atasan. Sering kaliada beberapa
tahapan persetujuanyang harus

diikuti, bahkan setelah sudah disetujui
oleh pejabatyang tepat. Beberapa
masalah yang muncul terkait risiko
dalam perjalanan dinas, terutamajika
terjadi musibah.

Untuk pengembangan kompetensi,
keterlibatan institusilebih
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(5

SETELAH
PENYETARAAN,
MENTERI PANRB

MEMBERIKAN
KESEMPATAN BAGI
MEREKA YANG BELUM
MEMENUHI STANDAR
KOMPETENSI.”

diutamakan daripada pendekatan
individual. Pertimbangan moral dan
integritas sangatlah penting dalam
pengembangan kompetensi ASN.

S: Pasca-penyetaraan jabatan,
kualitas ASN perencana dinilai
memadai. Namun, masih terdapat
formasiyang kosong akibat pensiun
atau promosi. Mayoritas ASN
perencana berasal dari struktural
yang disetarakan menjadi pejabat
fungsional, sehingga memiliki
keilmuan yang beragam dan belum
tentu sesuai dengan spesifikasi
keilmuan yang dibutuhkan.
Bagaimana menyikapinya?

T, B, H: Saatitu, penyetaraan jabatan
dilakukan tanpa mempertimbangkan
latar belakang atau kompetensi
individu secaramendalam. Oleh
karenaitu, beberapa orang dianggap
tidak sesuai dengan kompetensinya
ketika diangkat. Setelah penyetaraan,
Menteri PANRB memberikan
kesempatan bagi mereka yang belum
memenuhi standar kompetensi,
dengan durasi waktu tertentu, untuk
memenuhi persyaratan tersebut.

Contoh kasus, ada seorang ASN
berpendidikan psikologi di Dinas
Pendidikan kamiyang memiliki
tanggung jawab administrasi
keuangan, iniyang memunculkan

=13
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hambatan. Untuk pengembangan

ke depan, perlu difokuskan pada
pelatihan teknis yang sesuai dengan
bidang pekerjaan, terutama dalam hal
perencanaan. Diperlukan peningkatan
kompetensi dan kapasitas untuk
mengatasi tantangan tersebut.

S: Apayang mendorong Bapak
bersemangat approach ke semua
instansi pembina?

T: Ini pentingnya bekerja keras,
cerdas, dan berintegritas, serta
menghindari terjebak dalamrutinitas.
Contohinovasinya terkait dengan
penggunaan CSR (Corporate Social
Responsibility) untuk mendukung
pembangunan di Kota Malang.
Keberhasilan inimemperlihatkan
pentingnya berusaha mendapatkan
SDMyang sesuai dengan kebutuhan,
terutama dalam meningkatkan PAD
(Pendapatan Asli Daerah). Salah satu
caranya, yaitu mengirimkan orang ke
STAN dan sekolah kedinasan.

S: Apakah dorongannya hanya
dari BKPSDM atau semua
perencana di Pemerintah Kota
Malang bersemangat untuk
mengembangkan dirinya?

T: Hampir semua OPD di Kota Malang
memiliki kerja sama dengan BPKP,
KPK, dan APIP. Kami membuat
terobosan-terobosan baru, seperti
penggabungan tiga dinas menjadi
satu. Terdapat pula bantuan CSR dari
Bank Jatim di bidang pendidikan,
sepertimemberikan hibah bagi siswa
tidak mampu dan beasiswa bagi
mahasiswa dari masyarakat Kota
Malang. Terobosan lainnya termasuk
memberikan kesempatan bagi
masyarakat Kota Malang untuk kuliah
diperguruan tinggi dengan biaya
yang terjangkau.

S: Apakah Pemkot Malang sudah

mengirim atau menerima ASN yang
magang?

14 -

T: Untuk mengirim magang,
sementarainibelum. Namun, kami
sudah menerima magang dari UB

(Universitas Brawijaya). Ada beberapa
mahasiswa magang afirmasi sekitar 10

orang dan disebar ke BKD, BKPSDM,
dan Bappeda. Mereka berasal dari
Kalimantan Barat, Nusa Tenggara
Timur, dan Papua.

S: Bagaimana sambutan rekan-
rekan di Pemerintah Kota Malang
terhadap program-program yang
diinisiasi LAN dan Kementerian PPN/
Bappenas, khususnya program
magang ASN? Apa yang diajarkan
kepada rekan magang?

T: Magang selama satu bulan

di BKPSDM diharapkan dapat
memberikan pemahamanyang lebih
mendalam tentang mekanisme
dan proses di berbagai bidang,
seperti proses perencanaan,
pengadaan, pengangkatan,
penilaian, dan pemberian reward.
Kamiberharap durasi magang
dapat diperpanjang menjaditiga
bulan, agar peserta memiliki waktu
yang cukup untuk memahamidan
mengimplementasikan program.

Salah satu tantangan yang dihadapi,
yaitu ada ketertinggalan dalam
pelayanan diBKPSDM, contohnya
terkait penggunaan berkas dan
legalisir. Level pemahaman peserta
magang masih tergolong baru.
Meskipun mereka semangat, untuk
implementasi menjadilebih sulit
karena membutuhkan waktu.

S: Apa peluang dan tantangan
magang untuk peserta daninstansi?

H: Pihak pemerintah daerah
menyambut baik adanya tenaga
tambahan dan berharap dapat
mentransfer pengetahuan kepada
pesertamagang. Meskipun
demikian, terdapat kendala dalam
mengimplementasikan proses
secaralangsung, terutama ketika

CAKRAWALA

tamuingin langsung bergabung
dalam pelaksanaan. Ada kesenjangan
pemahaman terkait proses teknis
dan mereka berharap dapat
menerima bantuan atau koreksi

untuk pemahaman lebih lanjut.
Meskipun terdapat kesulitan dalam
mendapatkan gambaran umum, pihak
pemerintah daerah tetap senang
mendengar cerita dari peserta
magang mengenai pengalaman
mereka di daerah masing-masing.

S: Apakah sisi positif dan negatif
metode non-klasikal?

T, H: Kami sangat mendukung konsep
pelatihan yang menggabungkan
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teori dan praktik secaralangsung.
Pengalaman di Dinas Pendidikan
menunjukkan bahwa pembelajaran
daring tidak selalu efektif untuk
mendidik karakter dan kebiasaan.
Dukungan sebesar 60% untuk
pelatihanlangsung di tempat kerja
dan 40% untuk pembelajaran
non-klasikal diharapkan dapat
memberikan pemahaman yang lebih
baik.

Selainitu, CPNS sebaiknya memiliki
pemahaman langsung tentang proses
dilapangan sebelum menjadi auditor.
Kamijuga berharap agar pelatihan
tidak hanya fokus pada keterampilan
teknis, tetapijuga pada penguasaan

VOL. 46 - TAHUN 20 - AGUSTUS 2023

IT. Meskipun terdapat kendala
mengubah mindset dan kebiasaan,
terutama terkait dengan penggunaan
teknologi, kami selalumemberikan
pendampingan dan bimbingan.

S: Menurut Bapak, metode apakah
yang lebih efektif manakah yang
lebih efektif dalam peningkatan
kompetensi perencana, klasikal atau
nonklasikal?

T: Perpaduan antara metode klasikal
dan metode non-klasikal adalah
yang lebih efektif, pada saat klasikal
peserta diklat dapat memperoleh
ilmu atau teori secaralangsung dari
pemateri, kemudian dipadukan
dengan pelaksanaan praktikal

= SIMPUL PERENCANA
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untuk memperoleh gambaran nyata
bagaimana teoriyang disampaikan
dapat diterapkan dalam tugas
kedinasan.

S: Apa sajakah harapan BKPSDM
Kota Malang atas upaya yang telah
dilakukan dalam hal peningkatan
kompetensi?

T: Harapan kami, setiap ASN
menguasai empat kompetensi dasar,
yaitu kompetensi teknis, kompetensi
manajerial, kompetensi sosial kultural,
dan kompetensi pemerintahan.
Khusus untuk ASN perencana, mereka
juga perlu menguasai kompetensidi
bidang perencanaan. =

=15



SIMPUL PERENCANA =

EVALUASI
PELATIHAN DARING

CAKRAWALA

SULTAN SUHAB
KEPALA P2KP UNIVERSITAS HASANUDDIN

memastikan manfaatnya bagi daerah. Sultan Suhab Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan

M eski telah menunjukkan hasil yang baik, efektivitas pelatihan daring perlu dievaluasi lebih lanjut untuk

Universitas Hasanuddin (P2KP Unhas) memandang pelaksanaan perencanaan dalam metaverse bisa lebih
efisien. Simak penjelasan lengkapnya dalam wawancara bersama SIMPUL berikut ini.

SIMPUL (SP): Bagaimana pendapat
Anda mengenai pelatihan daring
yang sudah berjalan? Apa tantangan
yang telah dihadapi?

Sultan Suhab (SS): Sejak 2021/2022,
kita telah beralih ke pelatihan daring
karena pandemi. Terdapat beberapa
pencapaian, terutama dalam efisiensi
pelaksanaan dan hubungan antara
pembiayaan dan hasil yang dicapai.

Disisilain, efektivitas pelaksanaan
perlu dievaluasilebih lanjut. Apakah
jumlah peserta yang besar ini
benar-benar memberikan manfaat
bagidaerahnya? Apakah hasilnya
sudah sesuai harapan? Kami (P2KP
Unhas) terus berinovasi dalam
penyelenggaraan pelatihan untuk
mencapai hasil yang diharapkan.
Kamijuga melakukan pemantauan
dan evaluasiinternal dan berusaha

16 =

33

KAMI (P2KP
UNHAS) TERUS
BERINOVASI DALAM

PENYELENGGARAAN
PELATIHAN UNTUK
MENCAPAI HASIL
YANG DIHARAPKAN.”

memperbaiki kendala yang kami
temui.

Sepertinya metode pembelajaran
hybrid perlu dikembangkan lebih
lanjut. Artinya, menggabungkan
elemen klasikal dan non-klasikal
dalam kurikulum pelatihan sehingga
dapat menyesuaikan pelatihan

dengan kebutuhan masyarakat dan
daerahyang berbeda.

SP: Bagaimana dengan alumniyang
telah mengikuti pelatihan daring ini?
Apakah terlihat perubahan dalam
kinerja mereka?

SS: Belum ada evaluasi formal
terhadap hasil alumni pelatihan
daring. Namun, telah terbentuk
jaringan yang berasal dari pelatihan.
Para alumniyang terlibat dalam
penyusunan dokumen perencanaandi
daerah mereka, sering menghubungi
instruktur yang dikenal saat pelatihan
untuk meminta bantuan sebagai
narasumber dalam penyusunan
dokumen perencanaan.

Kolaborasi antara merekayang
memiliki wawasan lapangan dengan
perspektif akademik sangat penting.
Pelatihan inimengembangkan
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kapasitas dan kompetensi mereka.
Meskipun belum ada evaluasi formal,
kami melihat perubahan positif dalam
kinerjamereka selamaini.

SP: Bagaimana dengan model
pelatihan yang telah diterapkan?

SS: Model pelatihanyang telah
kami terapkan mencakup berbagai
pendekatan, termasuk pendekatan
eksperimental dalam pelatihan
ekonomi. Kamijuga sedang
mengeksplorasi pelatihan dalam
bentuk metaverse, dimana peserta
dapat berpartisipasi dalam simulasi
perencanaan. Kamiberharapini
dapat membantu peserta memahami
perencanaan dengan lebih baik.
Durasi pelatihan dimetaverse
mungkin berbeda dengan pelatihan
konvensional yang berlangsung
selama dua minggu. Kami berpikir
bahwa pelatihan metaverse dapat
berfokus pada pengalaman praktis,
dan penjelasan teoritis mungkin
diberikan setelahnya.

SP: Apakah tujuannya adalah untuk
menunjukkan bagaimana output
dari pelatihan yang diterapkan di
metaverse akan berkontribusi pada
peningkatan Indeks Reformasi
Birokrasi?

(5

KAMIJUGA
SEDANG
MENGEKSPLORASI
PELATIHAN
DALAM BENTUK
METAVERSE,
DIMANA
PESERTA DAPAT
BERPARTISIPASI
DALAM SIMULASI
PERENCANAAN.”

= SIMPUL PERENCANA

SS: Benar. Perencanaan di

daerah sering kali dijalankan

tanpa memahamibagaimana
semua elemennya saling terkait.
Misalnya, dalam metaverse, jika

kita menetapkan mereka sebagai
produsen dan konsumen, serta
memainkan harga dan perilaku,
mereka akan mulai memahami
bagaimanainteraksiini bekerja.
Begitu perilaku terbentuk, kita
dapat menjelaskan teori dibaliknya,
sepertimengapa penurunan harga
akan meningkatkan permintaan
konsumen. Inimemungkinkan mereka
untuk lebih memahamikonsep dan
menghubungkannya dengan Indeks
Reformasi Birokrasi yang menjadi
tujuan akhir.

Indeks tersebut memilikiindikator
besaryang berlaku didaerah. Di
bawahnya ada program pelatihan
dengan output terbesar. Bagaimana
program pelatihan ini berkontribusi
pada peningkatanindeks reformasi
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(5

DALAM METAVERSE,
VISI BESAR, ARAH
KEBIJAKAN,
PROGRAM,

DAN KEGIATAN
SEBENARNYA
SUDAHADA DALAM
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN.”

birokrasi, harus dijelaskan dan

dibuat model. Metaverse dapat
membantu dalam proses ini karena
konsep-konsep dasarnya telah
dijelaskan. Selanjutnya, tinggal
menjelaskan justifikasi teoretis
mengenaibagaimana pelatihan dapat
berkontribusi padaindeks reformasi
birokrasi.

SP: Apakahiniberarti bahwa
pelaksanaan perencanaan dalam
metaverse akan lebih efisien?

SS: Dalam metaverse, visi besar,

arah kebijakan, program, dan
kegiatan sebenarnya sudah ada
dalam peraturan perundang-
undangan. Tugas berikutnya adalah
mengalokasikan mereka ke unit
organisasi yang relevan, menentukan
anggaran, dan mengidentifikasi
indikator kinerja. Dalam pendekatan
konvensional, sering kali pelaksanaan
perencanaan memerlukan waktu yang
lebih lama karena harus merumuskan
semuanya dari awal.
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Dalam metaverse, konsep dasar dan
kerangka dasar sudah ada, sehingga
pelaksanaan perencanaan dapat
menjadilebih efisien. Ini seharusnya
memangkas waktu karena mereka
hanya perlu menjelaskan konsep-
konsep dasarnya dan kemudian
menerapkannya dalam konteks
praktis. Peserta dapatlebih fokus
pada aspek praktis danimplementasi
rencana, yang seharusnya lebih
efisien.

SP: Apakah ada masalah terkait
dengan pelaksanaan perencanaan
di daerah yang perlu diatasi melalui
metaverse atau pelatihan di
dalamnya?

SS: Ada. Misalnya, kurangnya
pemahaman konsep dasar. Sering
kali, pelaksanaan perencanaan di
daerahterhambat oleh kurangnya
pemahaman konsep dasar
perencanaan dan perundang-
undanganyang mengaturnya.
Metaverse dapat membantu dalam

20 =
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METAVERSE MEMUNGKINKAN
INTERAKSI DAN KETERLIBATAN

STAKEHOLDERS DALAM SIMULASI,
SEHINGGA MEREKA DAPAT LEBIH
MEMAHAMI PROSESNYA.”

memahaminya dengan menyediakan
simulasi dan praktik langsung.

Kemudian, kurangnya keterlibatan
stakeholders sehingga menghambat
pelaksanaan. Metaverse
memungkinkan interaksi dan
keterlibatan stakeholders dalam
simulasi, sehingga mereka dapat
lebih memahami prosesnya. Untuk
kesulitan dalam alokasi sumber

daya, metaverse dapat membantu
pesertauntuk memahamibagaimana
mengalokasikan sumber daya secara
efisien dalam konteks praktis.

Terakhir masalah ketidakjelasan peran
dantanggung jawab. Pemahaman
yang buruk tentang peran dan
tanggung jawab dalam perencanaan
daerah dapat menyebabkan
ketidakjelasan. Metaverse dapat
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membantu dalam menjelaskan peran
dan tanggung jawab melalui simulasi
peran.

SP: Mengenai On The Job Training
(OJT), bagaimana menentukan
pesertanya? Apakah mereka harus
memilikilatar belakang sesuai dengan
matriks yang sudah disiapkan?

SS: Peserta OJT harus memiliki minat
disalah satu daritiga bidang yang
ditentukan, seperti kebijakan publik
ataureformasibirokrasi. Matriks
digunakan untuk perencanaan
kegiatan kajian pembangunan
daerah. Selama OJT, peserta akan
terlibat dalam evaluasi dokumen
perencanaan, merumuskan visi,

misi, dan indikator berdasarkan
data. Hal ini penting karena masalah
pembangunan terkait dengan
kesenjangan antararencana dan
pencapaian. Potensi daerah juga akan
dievaluasi untuk mencari solusijika
terjadimasalah.
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PESERTA OJT HARUS MEMILIKI
MINAT DI SALAH SATU DARITIGA

BIDANG YANG DITENTUKAN,
SEPERTI KEBIJAKAN PUBLIK ATAU
REFORMASI BIROKRASI.”

SP: Haruskah OJT melibatkan
berbagai bidang atau cukup satu
orang dari Bappeda sebagai
perwakilan?

SS: Masalah utama didaerah adalah
kurangnya kapasitas dan kompetensi
paratenaga perencana di perangkat
daerah. Pelatihan OJT adalah upaya
untuk mengatasinya. Kami mengajak

semua perangkat daerah terlibat
dalam pelatihan, meskipun mungkin
adahambatan dari atasannya.
Tujuannya adalah agar mereka yang
terlibat dalam pengambilan kebijakan
dimasa depan memiliki pengetahuan
yang komprehensif. Jadi, pelatihan
harus melibatkan semua perangkat
daerah, dan Bappedajuga belajar dari
pengalamanini. =
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MENGEMBANGKAN
KEAHLIAN ASN

CAKRAWALA

DHENNY YUARTHA JUNIFTA

PENELITI INDEF

efektivitas pelaksanaan kebijakan. On The Job Training (OJT) merupakan langkah awal yang efektif untuk

Kompetensi ASN dalam pemahaman, pemetaan, dan analisis permasalahan menjadi faktor krusial dalam

memutus kesenjangan keterampilan ASN di daerah. Dhenny Yuartha Junifta, Peneliti dari Institute for
Development of Economics and Finance (INDEF) menyampaikan pandangan mengenai hal ini kepada SIMPUL.

SIMPUL (S): Apa tantanganyang
dihadapi para pembuat kebijakan
terkait? Apa kompetensiyang
harus dimiliki ASN dalam rangka
merumuskan kebijakan?

DHENNY YUARTHA JUNIFTA (D):
Tantangan saat ini cukup besar. ASN
merupakan jangkar utama untuk
pelaksanaan kebijakan publik.
Persoalannya, seberapa besar
efektivitas pelaksanaan kebijakan
publik, tentu akan dipengaruhi
seberapakomprehensif, seberapa
kuat pemetaan persoalan. Satu
persoalan memilikibeberapa cabang
atau kompleksitas penyebab. Karena
itu penting untuk bisa memetakan.

Riset menjadi salah satu alat bantu
diINDEF. Riset tersebut bisa
menguatkan atau melemahkan
argumentasi. Karenaitu, biasanya
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akan sering melakukan diskusiyang
mungkin berujung perdebatan diawal
proses.

ASN dituntut untuk memiliki
pengetahuanyang kuat dan
komprehensif. Penyebab persoalan
harus bisa dipetakan, sehingga satu

315

ASN MERUPAKAN
JANGKAR

UTAMA UNTUK
PELAKSANAAN
KEBIJAKAN
PUBLIK.”

persoalan bisa dipecahkan secara
efektif. Harapannya kebijakan publik
bisa tersampaikan dengan baik dan
mencapai dampak yang diharapkan.

S: INDEF mampu mengidentifikasi
kemampuan birokrasi dalam
membuat keputusan dan kebijakan
berdasarkan penelitian atau dasar
bukti. Beberapa kementerian telah
melibatkan INDEF dalam pelatihan
dan pengembangan alat-alat
penelitian, tetapi seringkali orang
yang mendapat pelatihan tersebut
dipindahkan ke posisi lain, sehingga
pengetahuan tersebut terkadang
tidak tersosialisasikan dengan baik.
Apakah ini bisa menjadi hambatan
untuk perbaikan kebijakan?

D: Rotasi pejabat dalam birokrasi
adalah masalah nyata, tetapi INDEF
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melihatnya sebagailangkah yang
baik untuk menyebarluaskan

pengetahuan. Pengetahuan yang kuat

akan tetap ada diinstitusi meskipun
ada perubahan pejabat. OJT adalah
pendekatan yang diapresiasi, tetapi
penekanan perlu diberikan pada
pengayaan dan pemetaan persoalan
yang komprehensif.

Penguatan alat analisis juga penting
dan biasanya terbentuk melalui
penggunaan alat analisis dalam
lingkungan yang sama. Meskipun

ada perubahan posisi pejabat,
pengetahuan ini masih berdampak
dan mungkin akan kembali ke institusi
tersebut pada masa depan.

S: OJT sangat membantu upskilling
di sektor publik, terutama di daerah
dengan kesenjangan keterampilan
yang lebar. Seberapa efektif OJT?

D: OJT efektif karena membantu para
birokrat belajar, dengan langsung
terlibat dalamriset dan diskusi

yang memperkuat keterampilan
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FLAAT LA AL,
P I A
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analisis. Iniadalah carayanglebih
efektif daripada pelatihanin-

house. Harapannya OJT dapat terus
ditingkatkan dan diperluas. Itu adalah
langkah penting menuju kualitas
kebijakanyanglebih baik.

S: Bagaimana INDEF terlibat dalam
pengembangan kompetensi di
sektor publik untuk meningkatkan
kualitas kebijakan publik?

= SIMPUL PERENCANA

R —

FULAT Pl AR
e ]
G L T

D: INDEF fokus pada program
berkelanjutan dan kolaborasi dengan
pemerintah untuk OJT. OJT di daerah
dengan kesenjangan keterampilan
yang lebar merupakanlangkah awal
yang baik. INDEF juga melaksanakan
program magang untuk fresh
graduates dan mahasiswa dengan
hasilyangluar biasa.
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S: Bagaimana proses penentuan
temariset saat magang di INDEF?

D: Pesertamagang menerima
panduan mengenaiisu-isuyang
sedang ditangani INDEF. Penentuan
topik riset dimulai dengan beberapa
kali diskusi, diikuti dengan mandatori
riset yang harus dilakukan oleh

(5

PESERTA MAGANG
MUNGKIN
MENGHADAPI
KESULITAN DALAM
MENGADOPSI

PERSPEKTIF
YANG BERBEDA
DARI YANG
MEREKA PELAJARI
SEBELUMNYA.”
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PUSAT PEMBINAAN,
PENDEDIKAN,

DAM PELATIHAN
PERENCANA

pesertamagang. Mereka harus
memilih topik berdasarkan minat awal
dan INDEF memberikan alat bantu
untuk mengembangkan struktur dan
kerangka penelitian. Peserta magang
harus menyelesaikanriset sebelum
lulus.

S: Apa potensi tantanganyang
mungkin muncul dalam OJT bagi ASN
dan bagaimana menghadapinya?

D: Tantangan dalam OJT bisa
termasuk pemahamanisu, alat-alat,
dan penulisan opini. Kami memiliki
milestone yang memperkuat
pemahamanisu, mendirikan sekolah
ekonomi politik, dan melatih penulisan
opinidiawal. Peserta magang
mungkin menghadapi kesulitan
dalam mengadopsi perspektif

yang berbeda dariyang mereka
pelajari sebelumnya. Ini bisa menjadi
tantangan, tetapijuga peluang
pertumbuhan pribadi dan profesional.
INDEF memberikan dukungan selama
proses OJT.

CAKRAWALA

S: Bagaimana INDEF menangani
keterbatasan sumber daya dan
kolaborasi dengan peserta magang?

D: Kami mengintegrasikan

peserta magang dalam riset kami.
Tantangannya bagaimana membuat
mereka berpartisipasi efektif, karena
mereka mungkin belum terbiasa
dengan analisis. Namun, kami
memiliki struktur yang mendukung
kolaborasi dan diskusi di INDEF. Salah
satunya, INDEF memiliki pendekatan
egaliter dimana penelitijunior, senior,
dan direksibekerja bersama. Ini
mendukung kolaborasi, meskipun
bisa menjaditantangan dalam hal
sumber daya.

S: Apayang dimaksud denganriset
yang di “belakang”?

D: Riset sebaiknya tidak menghasilkan
kesimpulan terlalu dini. Kami
membangun alasan dan pemikiran
kuat terlebih dahulu, lalu melakukan
riset yang mengikutialasan dan
pemikiran tersebut.
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S: Bagaimana pengalaman
Anda dengan konsep “spillover
pengetahuan” dilembaga
pemerintah? Bagaimana hal ini
diterapkan dalam INDEF?

D: Konsep “spillover pengetahuan”
diterapkan dengan membentuk
kelompok kerja berdasarkan minat
danisuriset dilembaga pemerintah.
Pembentukan kelompok kerja

dan laboratorium pengetahuan
memungkinkan pertukaran
pengetahuan yang kuat.

Kami telah berkolaborasi dengan
lembaga pemerintah untuk
mengakumulasi pengetahuan dalam
kelompok kerja. Terkadang ada
kesenjangan dalam sumber daya dan
kemampuan yang perlu diatasi.

S: Bagaimana INDEF merencanakan
OJT untuk ASN dan apa tantangan

yang mungkin muncul?

D: OJT direncanakan untuk dijalankan
bersamaan dengan mahasiswa
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PUSAT PEMEINAAN,
FENDIDIL AN,

DAMN PELATIHAMN
PERENCAMA

= SIMPUL PERENCANA

KAMITELAH BERKOLABORASI
DENGAN LEMBAGA PEMERINTAH

UNTUK MENGAKUMULASI
PENGETAHUAN DALAM KELOMPOK

KERJA.”

internasional, dengan kurikulumyang
berbeda. Kurikulum dalam negeri
telah teruji selama empat tahun,
sedangkan kurikuluminternasional
masih dalam pengembangan.
Tantangan utama mungkin terkait
dengan sumber daya.

S: Apa harapan INDEF untuk peserta
magang dan apa yang perlu mereka
tingkatkan sebelum memulai OJT?

D: INDEF mengharapkan motivasi dan
inisiatif peserta magang. Kemampuan
dasair, kritis, analitis, komunikasi, dan
adaptasisangat penting. Peserta
magang juga perlumengembangkan
kemampuan melihatisu dari berbagai
sudut pandang. =

=25



SIMPUL PERENCANA =

CAKRAWALA

TANTANGAN
UNTUK MENINGKATKAN

FARID SUBKHAN
CHAIRMAN VOCASIA.ID

dan value. Sementara perannya dalam perubahan teknologi dan integrasi Al di sektor publik sangat penting.

P engembangan kompetensi SDM di Indonesia menghadapi tantangan berat, khususnya dalam aspek attitude

Bagaimana peran Vocasia.id untuk memberikan nilai tambah tak hanya bagi ASN, tetapijuga para pemuda
Indonesia? Simak wawancara SIMPUL dengan Farid Subkhan, Chairman Vocasia Indonesia.

SIMPUL (S): Saatini, pengembangan
kompetensi dilakukan secara non
principle. Beberapa waktu lalu ada
COVID-19 yang membatasi aktivitas
fisik. Apa saja tantangandan
kendala dalam upaya peningkatan
sumber daya manusia (SDM) di masa
mendatang?

Farid Subkhan (F): Tantangan
kompetensi SDM diIndonesia berat
sekali. Ini dikarenakan Indonesia
merupakan negara middle income
country sejak tahun 90-an sampai
sekarang. Tidak bisa meningkat
menjadi negara maju. Persoalan
utamanya adalah SDM, baik di sektor
publik ASN, maupun di sektor privat,
sepertiinstitusi perusahaan, UMKM
danlain sebagainya. Oleh karenaiitu,
pengembangan kompetensi SDM
sangat penting.

26"

Selamaiini, proses edukasidalam
membangun kompetensi SDM
hanya fokus pada pengetahuan
dan keterampilan. Namun, belum
mengembangkan sikap dan nilai.
Bagaimana SDM yang memiliki
knowledge dan skill, juga punya
attitude untuk tumbuh maju dan
menghasilkan sebuah karya.

35

KOMPETENSI SDM
DI PEMERINTAHAN

DIBANGUN

DARI TRANSFER
KNOWLEDGE DAN
SKILL.”

Setiap individu juga harus punya
value. Kontribusi apa yang dia berikan
setelah menempuh pendidikan dasar
hingga perguruan tinggi. Jika semua
terpenuhi, proses edukasiakan
menghasilkan SDM yang memahami
peran dan kontribusinya dalam
masyarakat.

S: Siapa saja yang seharusnya
terlibat dalam proses peningkatan
kemampuan SDM di sektor publik
Indonesia?

F: Kompetensi SDM di pemerintahan
dibangun dari transfer knowledge
dan skill. Sementara permintaan dari
semua market, baik ASN maupun
swasta, diperlukan attitude dan
value. Dengan sistem pendidikan
kita, celahnya masih lebar. Karenanya,
sekarang di Bappenas memiliki
program bagaimana ASN bisa
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memahami pasar. Misalnya, dengan
melakukan on the job training (OJT).

Kalau berkaitan dengan pendidikan,
bisa ke kampus. Kalau tentang
pelayanan, bisa ke yayasan. Kalau
bicara tentang swasta, datang ke
sektor swasta. Ini supaya pada saat
membuat kebijakan akan tepat
sasaran dan sesuaidenganyang
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dirasakan masyarakat atau pihak yang
dilayani.

S: Saatinilapangan pekerjaan
semakin dipengaruhi oleh
perkembangan teknologi, khususnya
kecerdasan buatan (artificial
intelligence/Al). Bagaimana

Anda melihat peran sektor publik,
khususnya ASN, dalam menghadapi

= SIMPUL PERENCANA

perubahan ini dan mengintegrasikan
teknologi yang lebih canggih ke
dalam operasional mereka?

F: Initermasukisu kekinian tentang
teknologidankaitannya dengan
pemerintah. Kalau kita bicara
implementasi dengan teknologi,
terutama berkaitan dengan
Information and Technology (IT),

(5

SEKARANG
DIBAPPENAS
MEMILIKI
PROGRAM

BAGAIMANA
ASN BISA
MEMAHAMI
PASAR.”
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FUSAT PEMBINAAN,
UMD AN,

AR PELA TTHAN
PIRTHTANA

PUTAT PEMBIHAAN,
FEHDHDH AN,

DAM FULATIHAN
FIRTHTANA

Internet of Things (loT), Al, drone,
tentu membutuhkan investasiyang
besar. Digitalisasi harus dijalankan
oleh ASN yang kompeten dan

(5

PERAN VOCASIA.ID
ADALAH MELATIH

PEMUDA MENJADI
PROFESIONAL HEBAT
DAN SIAP BEKERJA DI
BERBAGAIBIDANG.”

sayangnya masih terbatas. Tantangan
Indonesia berat sekali untuk terus
mengikuti perkembangan teknologi
yang semakin cepat dan canggih.
Bagaimana agar literasi dan fasilitas
digital bisa merata.

28 =

S: Mengenai Vocasia.id, apa saja
peran dan program yang ditawarkan
dalam upaya meningkatkan
kompetensi SDM diIndonesia,
terutama melalui pelatihan peserta
magang?

F: Kami adalah perusahaan
technopreneurship public service
foundation. Artinya bisnis yang
melayani. Dalam artian melayani
ASN, para pemuda, melayanibangsa
melalui pendidikan, pendeknya
berbisnis untuk membangun bangsa.

Banyak orang berasumsi tidak suka
ASN. Padahal tidak ada yang salah jika
SDM berkualitas mendudukijabatan
penting sebagai ASN. Artinya, ASN
adalah SDMyang bisa memberikan
perubahan, sehingga menjadi elite
yang canggih.

Peran Vocasia.id adalah melatih
pemuda menjadi profesional hebat
dan siap bekerja diberbagai bidang.

CAKRAWALA

Siap menjadi entrepreneur, baik yang
mengejar kontrak lelang sektor publik
maupun pebisnis startup yang profit.

Vocasia.id menyelenggarakan
program pelatihan diberbagai
bidang, misalnya Smart City, digital
marketing, daninovasi produk.
Program-programinidirancang
secara techno futuristic yang sangat
berorientasi pada masa depandan
tepat waktu.

Sebagai contoh, inovasi produk.

lImu ini belum muncul di kebanyakan
universitas karena baru diciptakan dua
tahun, bahkan pengembangannya
belum sampai setahun. Namun, ini
adalahilmuyang berkaitan dengan
penggunaan material berbasis
teknologitinggi untuk mendukung
kehidupan manusia. Kami memahami
bahwa pengetahuanitu bisa berubah
secaradrastis.
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B Foom Mooting

S: Apa misi Vocasia.id ke depan?

F: Vocasia.id merupakan media
peningkatan SDM, calon tenaga kerja,
entrepreneur, atau sektor swasta
yang membutuhkan tenaga kerja
yang mumpuni. Kami membangun
SDMuntuk dapat masuk ke sektor

ini sebagai pesaing berkemampuan
tinggi untuk membawa perubahan
pembangunan dan keadilan.

Jika selamaini kita selalu berbicara
bagaimana pemerintah, non-
govermental organization (NGO),
serta dunia usaha berkaitan dengan
pembangunan, jangan lupa SDM
merupakan bagian terpenting. Oleh
karena itu, kami selalu berkomunikasi
dengan pihak-pihak yang terlibat,
seperti Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas,
Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, juga berkomunikasi dengan
lembaga-lembaga pendidikan
seperti Kementerian Pendidikan
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Andari Pushindi..

dan Kebudayaan atau dengan
asosiasi seperti APINDO, Kadin, dan
sejenisnya.

Vocasia.id sebagai pelaku pendidikan
berhubungan erat dengan pihak-
pihak yang kita butuhkan dalam
mewujudkan misi bahwa ASN

adalah potensibesarbangsa.

= SIMPUL PERENCANA

pomy

Dalam menjalankan peran dan misi
ini, Vocasia,id selalu membuka diri
bagi mereka yangingin bermitra,
berkolaborasi, dan berkembang
bersama. Kamibersama-sama bisa
menghadirkan ASN yang bukan hanya
pintar, tetapijuga berkarakter dan
bersikap baik. =

=29



Bappenas

PUSBINDIKLATREN

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN PERENCANA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

%@ Kementerian PPN/ | Pusbinc?i(latren

PROGRAM BEASISWA PROGRAM PEMBINAAN
PENDIDIKAN DAN JABATAN FUNGSIONAL
PELATIHAN PERENCANAAN PERENCANA
¢ PENDIDIKAN S-2 (DALAM NEGERI, LINKAGE, WORKSHOP PENILAIAN ANGKA KREDIT (PAK)

DAN LUAR NEGERI)

WORKSHOP ADMINISTRASI PENILAIAN

* PENDIDIKAN S-3 (DALAM NEGERI) ANGKA KREDIT (APAK)
¢ PENDIDIKAN S-2 TEMATIK DAN S-2 AFIRMASI WORKSHOP TIM PENILAI ANGKA KREDIT (TPAK) e
(DALAM NEGERI)

UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
SEMINAR REGIONAL JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA -

== PEEATIHAN SPESIFIK BIMBINGAN TEKNIS, FASILITASI, KONSULTASI, -
e PELATIHAN FUNGSIONAL PERENCANA DAN SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

e PELATIHAN TEKNIS PERENCANAAN

e PELATIHAN LUAR NEGERI KLINIK ASN PERENCANA »

e PELATIHAN PENINGKATAN KEMAMPUAN BAHASA
¢ PELATIHAN KHUSUS
e ON THE JOB TRAINING (OJT)

Info Pelayanan & Pengaduan:

taplink.cc/pelayananpusbin

pusbindiklatren.bappenas.go.id @ O Pusbindiklatren Bappenas € @pusbindiklatren



LIPUTAN

PROYEK SMART
| GUNA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

ebagaibagian dari
S upaya pengembangan

sumber daya manusia
(SDM), Proyek SMART
merupakan salah satu
rencana yang diusulkan oleh
Kementerian PPN/Bappenas
yang akan mendapatkan
pendanaan dariluar negeri.
Proyek ini telah diusulkan
ke dalam Daftar Rencana
Prioritas Pinjaman Luar Negeri
(DRPPLN)/Green Book untuk
tahun 2023.
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Proyek SMART (Strengthening
Apparatus Management and
Development) bertujuan untuk
meningkatkan profesionalisme

dan produktivitas Aparatur Sipil
Negara (ASN) yang bertugas sebagai
perencana dan pelaksana prioritas
pembangunan nasional. Hal ini akan
dicapai melalui reformasi sistem
pengembangan kompetensi,
dukunganuntuk pengembangan
kompetensi digital, serta pelaksanaan
program peningkatan kapasitas dan
kompetensi SDM.

Dengan demikian, proyekini
diharapkan akan membawa reformasi
dalam sistem pengembangan
kompetensi, peningkatan
kompetensi, dan profesionalisme
SDM, serta meningkatkan kualitas
perencanaan pembangunan

untuk mencapai target prioritas
pembangunan.

= SIMPUL PERENCANA

Proyek SMART akan berlangsung
selama tujuh tahun, dimulai dari2024
hingga selesaipada 2030. Total
pendanaan untuk Proyek SMART

Proyek SMART (Strengthening
Apparatus Management and
Development) bertujuan untuk
meningkatkan profesionalisme

dan produktivitas Aparatur Sipil
Negara (ASN) yang bertugas sebagai
perencana dan pelaksana prioritas
pembangunan nasional. Hal iniakan
dicapai melaluireformasi sistem
pengembangan kompetensi,
dukungan untuk pengembangan
kompetensi digital, serta pelaksanaan
program peningkatan kapasitas dan
kompetensi SDM.

Dengan demikian, proyek ini
diharapkan akan membawa reformasi
dalam sistem pengembangan
kompetensi, peningkatan

= 31



SIMPUL PERENCANA =

LIPUTAN

kompetensi, dan profesionalisme
SDM, serta meningkatkan kualitas
perencanaan pembangunan
untuk mencapaitarget prioritas
pembangunan.

Proyek SMART akan berlangsung
selama tujuh tahun, dimulai dari 2024
hingga selesaipada2030. Total
pendanaan untuk Proyek SMART
sekitar USD 59.000.000, dengan
perincian USD 50.000.000 dari
pinjaman JICAdan USD 9.000.000
murni dari dana Rupiah.

Sebagai tindak lanjut dari Misi Pra-
Appraisal yang dilaksanakan pada
17-21Juli2023, yang membahas
aspek substansi dan teknis Proyek
SMART, misiinijuga bertujuan untuk
mempersiapkan segala kebutuhan
untuk pelaksanaan Misi Appraisal yang
akan dilaksanakan pada 26-28 Juli
2023.

Misi Appraisalinimelibatkan beberapa
pihak dilingkungan Kementerian
PPN/Bappenas termasuk

Direktorat Aparatur Negara dan
Transformasi Birokrasi (ANTB), Pusat

32~
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PROYEK SMART
AKANBERLANGSUNG
SELAMA TUJUH

TAHUN, DIMULAI
DARI 2024 HINGGA
SELESAIPADA
2030.”

Data dan Informasi Perencanaan
Pembangunan (Pusdatinrenbang),
Biro Perencanaan, Organisasi, dan
Tata Laksana, Direktorat Pendanaan
Bilateral, Direktorat Pendanaan
Multilateral, Direktorat Perencanaan
Pendanaan Pembangunan, serta
pihak Kementerian Keuangan, yaitu
Direktorat Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko.

Kegiatan utamanya adalah
finalisasi kegiatan Proyek SMART
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dan mendapatkan konfirmasi dari
semua pihak yang terlibat. Melalui
Misi Appraisal ini, semua pihak telah
menyepakati dan menghasilkan
dokumen Laporan Status Proyek
(Project Status Report - PSR) terbaru
dan Menit Diskusi Pra-Appraisal
(Minutes of Discussion/MoD Pre-
Appraisal).

Diharapkan Perjanjian Pinjaman (Loan
Agreement) dapat ditandatangani
pada November2023. Bappenas
harus melakukan pembaruan kriteria
kesiapan berdasarkan hasil appraisal
sebagai dasar untuk mengirimkan
Daftar Kegiatan pada bulan Agustus
2023. Pledge (janji) ditargetkan
sebelum Oktober2023.

Direktur Pendanaan Bilateral

dan Kepala Pusat Pendidikan

dan Pelatihan Aparatur Negara
(Pusbindiklatren) Kementerian PPN/
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TERDAPAT KLAUSUL YANG
MENYATAKAN BAHWA JIKA SEMUA
PIHAK MENYETUJUI, MOD PRA-

APPRAISAL AKAN DITINGKATKAN
MENJADI MOD APPRAISAL.”

Bappenas menandatangani MoD
Pra-Appraisal untuk Proyek SMART.
Terdapat klausul yang menyatakan
bahwa jika semua pihak menyetujui,
MoD Pra-Appraisal akan ditingkatkan
menjadi MoD Appraisal.

[Penulis: Ejia Yudistiro/Staf Pokja
Renbang Pusbindiklatren] =

=33
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MINISTERIAL LECTURE

PENERIMA BEASISWA
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 2023

“Anda semua (para karyasiswa) adalah orang-orang yang pintar. Hargailah diri Anda sendiri untuk menghargai
yang tidak mendapatkan kesempatan lebih baik... dan artinya, Anda menghargaiIndonesia. Selamat belajar.”

Suharso Monoarfa,
Menteri PPN/Kepala Bappenas

Gedung Kementerian PPN/Bappenas  Ministerial Lecture Penerima Beasiswa  sense of belonging karyasiswa

Taman SuropatiJakarta, 27 Juli2023, Kementerian PPN/Bappenas Tahun terhadap Kementerian PPN/
menjadi saksi dimulainya perjalanan 2023 dengan tema “Menghadapi Bappenas, memberikan ruang untuk
366 ASN Perencana sebagai Tantangan Indonesia Emas 2045.” berjejaring antar penerima beasiswa,
karyasiswa (penerima beasiswa) sertamenjadiruang bagi seluruh
Kementerian PPN/Bappenas. Kegiatan ini bertujuan untuk mitra pendidikan Kementerian

Para karyasiswa ini dikumpulkan memberikan pembekalan kepada PPN/Bappenas untuk bertemu
secarabersamaan dalam kegiatan seluruh karyasiswa, meningkatkan danmeningkatkan kesadaran
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publik terhadap program beasiswa
pendidikan Kementerian PPN/
Bappenas.

Dalam kesempatan ini, apresiasi
disampaikan oleh perwakilan instansi
asal karyasiswa, Achmad Subki

dari Kementerian PUPR dan Totok
Kasianto, Kepala BKPSDM Kota
Malang. Keduanya berharap agar
kedepannya pemberian beasiswa
pendidikan sepertiini dapat terus
dijalankan demi peningkatan kualitas
perencanaan dan kualitas SDM
perencana di Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah.

Selainitu, ucapan terimakasih juga
disampaikan perwakilan karyasiswa
kepada Kementerian PPN/Bappenas
danjugaPusat Pembinaan,
Pendidikan, dan Pelatihan Perencana
(Pusbindiklatren) atas kesempatan
dan kepercayaan yang diberikan
untuk dapat mengembangkan

diri demi peningkatan kapasitas
perencanaaninstansi/daerah asal
peserta.

Sebagaipenanda 366 peserta

bergabung sebagaikaryasiswa
Pusbindiklatren Kementerian PPN/
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Bappenas Tahun 2023, Menteri PPN/
Kepala Bappenas menyematkan

pin karyasiswa angkatan tahun

2023 secara simbolis kepadalima
perwakilan karyasiswa terpilih atas
nama (1) Elisa Harlia Sandi dari Pemkot
Surakarta, karyasiswa S-2 Dalam
Negeri diMPWK Undip; (2) Musthafa
Halim dari Kementerian PUPR,
karyasiswa S-2 Tematik Smart City
diMPWKITB; (3) Dody Sukma Arta
Permana dari Pemprov Kalimantan
Utara, karyasiswa S-2 Afirmasi

Dalam Negeri diMAP UGM; dan (4)
Oxike Morillyn dari Pemkot Malang,
karyasiswa S-2 Cost Sharing diMPSL
UB.

Ministerial Lecture ini
mempertemukan langsung para
karyasiswa dengan Menteri PPN/
Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa.
Beliau menyampaikan pesan kepada
karyasiswa untuk terus berkembang
mengasah bakat dan talentayang
dimiliki. Karyasiswa perlu memiliki

36 =

mindset untuk tidak cepat puas

atas sebuah pencapaian dan perlu
memiliki pemikiran untuk bisa
menghasilkan pencapaianyang lebih
baiklagi. Sebagai penutup, Menteri
PPN/Kepala Bappenas menyapiakan
harapan agar karyasiswa dapat
menempuh studi dan menyelesaikan
studinya tepat waktu, untuk

selanjutnya dapat berkontribusi
langsung padainstansi/daerah
asal karyasiswa danjuga kepada
Indonesia.

[Penulis: Bernadette Christi

Paramitha Santosa/Perencana Ahli
Pertama Pusbindiklatren] =
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UPAYA PENINGKATAN KUALITAS
| PENGAMBILAN KEBIAKAN MELALUI PELATIHAN EDP

r

usbindiklatren
Kementerian PPN/
Bappenas bersama

Nanyang Centre for

Public Administration-
Nanyang Technological
University (NCPA-NTU),
Singapura, telah sukses
menyelenggarakan lima sesi
Executive Development
Programme (EDP) dengan
total 136 peserta. Dengan
menitikberatkan pada
pengalaman sukses
Singapura, programini
diharapkan memberikan
wawasan dan pengetahuan
barubagipeserta, serta
mendukung peningkatan
kualitas pengambilan
kebijakan diIndonesia.
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CLOSING CEREMONY

THE EXECUTIVE DEVELOPMENT PROGRAM

iy of Matsonsl Dewsbspment Hannmghstanal Draciopment Flasning Afsecy b4 sebe stiond wis

Sasying Tannslegicsl Unoverity, Sepsporn s Tesanek Fosnilaline

EDP dilakukan secara daring dan
luring. Sesi daring pelatihan diawali
pada bulan Mei 2021, sedangkan
sesi kelima berakhir pada bulan
Februari2023. Sesiluring di Singapura
dilaksanakan bagipeserta EDP
Batch1dan 2. Pelaksanaan sesiluring
kegiatan EDP semula direncanakan
dalam jangka waktu satu tahun
setelah pelaksanaan sesidaring.
Namun, karena pandemi Covid-19,
pelaksanaanya ditunda.

Kemudian pada 2023, setelah
dicabutnya status pandemi global
Covid-19, Pusbindiklatren dan NTU
menyepakati bahwa sesiluring di
Singapura dapat dilaksanakan.
Batch1sesiluring telah berlangsung
padal-4Mei2023 danBatch 2
diselenggarakan padatanggal 5-8
Juni2023.

Pelatihan EDP menekankan pada

sisi praktis dan aspek penerapannya
berdasarkan pengalaman
keberhasilan Singapura dalam
menjalankan administrasi publik.
Beberapa negara sepertiFilipina,
Malaysia, dan Thailand telah
mendapatkan manfaat dari program
pelatihan eksekutif ini melalui
pembelajaran dan pengalamanyang
berharga dari pembangunan ekonomi
dan pengelolaan administrasi publik
yang dilakukan oleh Singapura.

Saat ini, Indonesia sedang menyusun
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2025-2045

yang fokus pada peningkatan
keunggulan ekonomiyang kompetitif,
kesejahteraan sosial, dengan tetap
mengutamakan pembangunan
berkelanjutan. Sebagai salah satu
negara dengan ekonomiyang maju,



SIMPUL PERENCANA

Singapura berhasil melakukan
transformasi ekonomirelatif cepat.
Melalui pelatihanini, diharapkan
Indonesia mampu menyesuaikan dan
mengimplementasikan pembelajaran,
khususnya tata kelola pemerintahan
yang telah dilakukan oleh Singapura.

EDP menekankan tigatema

utama, yaitu Administrasi Publik,
Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur,
serta Pembangunan Berkelanjutan.
Melalui programiini, peserta
diharapkan mendapat pengetahuan,
informasi, dan wawasan yang dapat
dijadikan solusi baru sesuai dengan
kondisi Indonesia. Dengan demikian,
para peserta pelatihan diharapkan
dapat memberikan kontribusi
terhadap pembangunan sosial dan
ekonomi dalamjangka panjang.

Guna meningkatkan kualitas
pengambilan kebijakan, delapan
kementerian/lembaga yang memiliki
tugas dan fungsi utamanya berkaitan
dengan pengelolaan birokrasidan
kelembagaan, ikut serta dalam
pelatihanini. Kedelapan kementerian/
lembaga tersebut, yaitu Kementerian

38

Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas, Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi, Lembaga
AdministrasiNegara, Badan
Kepegawaian Negara, Kementerian
Dalam Negeri, Kementerian
Perhubungan, Kementerian Investasi/
Badan Koordinasi Penanaman Modal,
dan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Seiring berakhirnya rangkaian
kegiatan tersebut, Kementerian
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PPN/Bappenas dan NCPA-NTU
menyelenggarakan Closing
Ceremony pada Senin, 11
Septemberlalu, diHotel Borobudur,
Jakarta. Pusbindiklatren dan NTU
mengundang seluruh pesertayang
telah mengikuti sesi pelatihan, baik
sesidaring maupun luring. Dalam
kegiatan ini, turut mengundang
perwakilan dari Kedutaan Besar
Singapura dilndonesia, Pimpinan
Temasek Foundation, dan Dekan
College of Humanities, Arts, and
Social Sciences, NTU.

Kegiatan diawali dengan menyanyikan
lagu kebangsaan Indonesia Raya,
kemudian penyampaian sambutan
oleh: (1) Jeremy Sor, Deputy Chief of
Mission, Kedutaan Besar Singapura
untuk Indonesia; (2) Ellis Indrawati, Plt.
Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan,
dan Pelatihan Perencana Kementerian
PPN/Bappenas; (3) Benedict Cheong,
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JnnARIA, 11 SEPTEMBER 2023

Deputy Chief Executive Officer,
Temasek Foundation; dan (4) Joseph
Liow, Dean, College of Humanities,
Arts, and Social Sciences, NTU.

Benedict Cheong dari Temasek
Foundation menjelaskan mengenai
pelaksanaan EDP. Penyelenggaraan
pelatihan didasarkan pada prinsip
kemitraan dalam hal konten,
pembiayaan, dan pelaksanaan antara
ketiga belah pihak, yaitu Kementerian
PPN/Bappenas, NTU, dan Temasek
Foundation.

Kemitraan tersebut akan
memunculkan sense of belonging
sehingga pertanggungjawaban
program akan lebih terjamin secara
profesional. Kegiataninijuga
merupakan bagian dari corporate
social responsibility (CSR) Temasek
Foundation yang bertujuan untuk

mengembangkan kapasitas
Indonesia dan Singapura, sehingga
saling belajar dan bertukarinformasi,
serta keahlian.

Acara dilanjutkan dengan pemutaran
video profilNTU dan penyerahan
cendera mata oleh masing-masing
pihak. Kemudian, acara ditutup
dengan foto bersama seluruh hadirin
yang mengikuti acara tersebut.
Harapannya, Pelatihan EDP menjadi
awal kerja sama yang baik antara NTU,
Kementerian PPN/Bappenas, dan
kementerian/lembaga diIndonesia.
Ke depannya, NTU dan Kementerian
PPN/Bappenas akan terus
melanjutkan kerja sama utamanya di
bidang pendidikan dan pelatihan.

[Penulis: Naila Sukma Aisya/

Perencana Ahli Pertama
Pusbindiklatren] =

=39
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UJI KOMPETENSI

Sebagaimana Surat Kepala gelombang IV ini, Uji Kompetensi JFP
Pusbindiklatren Nomor diadakan untukjenjang Ahli Pertama,
B-20322/P.01/DL.06.04/10/2023 AhliMuda, dan Ahli Madya.

tanggal 18 Oktober 2023 perihal

Pemanggilan Peserta untuk Pusbindiklatren memanggil 386 orang
Mengikuti Pembekalan Materi dan peserta untuk mengikuti pelaksanaan
UjiKompetensi JFP Gelombang Uji Kompetensi JFP Gelombang

IV, Uji Kompetensi JFP akhirnya IV Tahun 2023. Namun, dalam
dilaksanakan oleh Pusbindiklatren pelaksanaannya, uji kompetensiini
secara daring melalui aplikasiZoom. hanya dihadiri oleh 305 orang peserta
Kegiataniniberlangsung Sabtu - denganrincian sebagai berikut.

Minggu, 28 - 29 Oktober 2023. Pada
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TABEL 1. Tabel Peserta Uji Kompetensi JFP Gelombang IV Tahun 2023

Uji Kempetensi
Gelombang 4

1 Uji Kompetensi
JFP Ahli Madya

Uji Kompetensi
2 JFP Ahli Muda

Uji Kempetensi
JFP Ahli Pertama

Pelaksanaan Uji Kompetensi JFP
dimulai sejak pukul 09.00 WIB.
Kegiatan dimulai dengan pembukaan
dari Ketua Pokja Pembinaan dan
Pengembangan JFP Pusbindiklatren,

Rita Miranda, selaku pengawas utama.

Seluruh peserta diberi penjelasan
terkait tata tertib pelaksanaan uji
kompetensi, sepertimengubah nama
menjadi tigit digit terakhirnomor
peserta, tidak menggunakan virtual
background, tidak menggunakan
earphone, tidak menggunakan
masker, serta berada sendiri di
ruangan tanpa ada kehadiran orang
lain di sekitar peserta. Disesiini, para
pengawas ruanganjuga melakukan
screening singkat kepada para
peserta untuk mengingatkan kembali
pesertayang belum menyesuaikan
dengan ketentuanyang telah
dijelaskan pengawas utama.

Setelah diberikan penjelasan diruang
utama, para peserta ditempatkan

ke ruang ujian masing-masing dan
didampingi oleh dua orang pengawas
ruangan. Kedua pengawas ruangan
akan memeriksa data diri serta
mengidentifikasi apakah peserta
telah mengikuti tata tertib yang

telah dijelaskan oleh pengawas
utama. Jika ada pesertayang belum
mematuhi ketentuan maka akan
dipindahkan ke ruang klarifikasi dan

386 305 &1
34 31

49 34 15
303 240 63

akan di-screening kembali oleh tim
klarifikasi. Sebaliknya, jika pengawas
ruangan sudah memastikan bahwa
seluruh peserta mematuhi ketentuan,
pengerjaan soal ujikompetensioleh
peserta baru dapat dimulai.

Sebanyak 70 soal ujikompetensi
harus diselesaikan peserta dalam
waktu maksimal 2 jam (120 menit).
Beberapa peserta sempat mengalami
kendala teknis dalam pengerjaannya.
Tidak hanya bergantung pada kondisi
perangkat komputer yang baik,
koneksiinternet sertapemadaman
listrik secara mendadak sangat
memengaruhi proses pengerjaan

79.02% 20,98%
91,18% B8.82%

69,39% 30.61%
79,21% 20.79%

soal uji kompetensi. Pasalnya, waktu
pengerjaan akan terus berjalan meski
peserta mengalami kendala teknis.
Meskipun ada kendala, seluruh
peserta yang hadir akhirnya dapat
menyelesaikan semua soal tepat
waktu.

Uji Kompetensi JFP merupakan
sebuah mekanisme seleksiyang harus
ditempuh oleh seorang perencana
untuk dapat menempati atau naik
padajenjang tertentu, dan/atau
ditempuh oleh seorang Jabatan
Pimpinan Tinggi (JPT)/Administrator/
Pengawas/Pelaksana/pejabat
fungsionallainyangingin berpindah
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ke dalam JFP. Uji kompetensi
diselenggarakan setiap tahun oleh
Pusbindiklatren selaku instansi
pembina JFP. Pendaftaran daring
mulai dibuka pada Januarihingga
Maret pada setiap tahunnya. Setelah
mendaftar daring, setiap peserta
mengirimkan formulir pendaftaran

beserta seluruh dokumen persyaratan
pendaftaran ke Pusbindiklatren untuk

diverifikasi.

Adapun persyaratan yang perlu
disiapkan/dilengkapi para calon
peserta Uji Kompetensi JFP adalah
sebagai berikut: (1) surat usulan
daripengelola kepegawaianyang
ditandatanganioleh JPT Pratama
yang menangani kepegawaian; (2)
surat pernyataan tersedianya formasi
JFP dari pengelola kepegawaian; (3)
surat rekomendasi dari pengelola
kepegawaian perihal pengangkatan
ke dalam JFP selambat-lambatnya

42

6 bulan sejak dinyatakan lulus uji
kompetensi; (4) pendidikan peserta
minimal Diploma 4 (D-4) atau
Strata1(S-1); (5) batas usia peserta
sesuai dengan ketentuan di setiap
jenjangnya; (6) SK pengangkatan ke
dalam JFP (khusus untuk mekanisme
kenaikan jenjang); (7) PAK terakhir
untuk memastikan terpenuhinya
ketentuanjumlah angka kredit
minimal (khusus untuk mekanisme

kenaikan jenjang); dan (8) surat
keterangan pernah bekerja diunit
kerja perencanaan sekurang-
kurangnya 2 tahun (khusus mekanisme
perpindahanjabatan).

[Penulis: Bernadette Christi
Paramitha Santosa/Perencana Ahli
Pertama Pusbindiklatren]
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#PusbinBookWritingCamp

I AKADEMI PENULISAN BUKU KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

k-

ntuk meningkatkan
kemampuan
penulisanilmiah

para ASN, Pusbindiklatren
Kementerian PPN/Bappenas
menyelenggarakan kegiatan
“#PusbinBookWritingCamp:
Akademi Penulisan Buku
Kebijakan Pembangunan”.
Diharapkan melalui kegiatan
ini, ASN akan mampu
menghasilkan buku-buku
berkualitas terkait topik
kebijakan pembangunan.
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#PusbinBookWritingCamp

AKADEMI PENULISAN BUKU
KEBLJAKAN REMBANG
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Terdapat tantangan besar dalam
menulis buku yang bersumber dari
penelitianilmiah. Penulis harus
mampu menerjemahkan hasil
penelitian ke dalam kalimat-kalimat
yang mudah dipahami. Sebagai
penulis buku, meskipun di era digital,
seyogyanya mengutamakan kualitas
naskah dibandingkan jumlah pengikut
dimedia sosial. Berbagaikaryailmiah
yang dihasilkan oleh seorang peneliti
dan akademisi dapat dijadikan
sumber inspirasi untuk menulis buku.

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) wajib
dibuat oleh setiap ASN setiap tahun.
Penulisan buku dapat dijadikan

salah satu kegiatan dalam SKP
Pejabat Fungsional Perencana jika
mendukung output organisasi.

Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan
Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren)

Kementerian PPN/Bappenas

memiliki tugas pokok dalam
meningkatkan kualitas Pejabat
Fungsional Perencana. Oleh karena
itu, Pusbindiklatren mengadakan
kegiatan “#PusbinBookWritingCamp:
Akademi Penulisan Buku Kebijakan
Pembangunan” dengan harapan
meningkatkan kualitas Pejabat
Fungsional Perencana dalam literasi.

Narasumber kegiatan merupakan
para praktisi penerbitan buku, yakni
Fahmi Wibawa dan Malik Ruslan dari
Lembaga Penelitian, Pendidikan,
dan Penerangan Ekonomidan Sosial
(LP3ES), Abdur Rahim dan Wawan
Sulton dariIntrans Publishing Group,
serta Candra Gautama dan HilmiFaiq
dari Kompas Gramedia. Selainitu,
Pusbindiklatren juga menghadirkan
narasumber dari Kementerian
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PPN/Bappenas yang cukup aktif
menerbitkan buku, yaitu Wignyo
Adiyoso, Hanan Nugroho, dan Randy
R. Wrihatnolo.

Akademi Penulisan Buku Kebijakan
Pembangunan terdiri dari workshop
daring dan luring. Kegiatanyang
baru pertama kali dilaksanakan

ini diikuti oleh 20 pesertayang
berasal dari pemerintah pusat dan
pemerintah daerah. Workshop daring
diselenggarakan pada 20-21Juli
2023. Sebelum workshop daring
dilaksanakan, setiap peserta diminta
untuk mengumpulkan kerangka
tulisan (outline) dalam format bebas
beserta abstraknya.

Pada workshop daring, peserta
mendapatkan materi pengantar
penulisan dasar; penulisanjurnal
danilmiah populer; penerapan
berpikir naratif dalam struktur
jurnal; pengelolaan data; sitasi,
plagiasi, dan pengelolaanreferensi;
manajemen referensi; serta langkah-
langkah analisis data dalamrangka
penyusunan kajian kebijakan
pembangunan.

44 -

Adapun workshop luring
diselenggarakan pada 26-28 Juli
2023. Kaliini para narasumber
menyampaikan langkah-langkah
pembuataninfografik, langkah-
langkah pembuatan outline buku,
dan kiat taktis menyusun buku
berdasarkanriset.

Pada workshop luring juga
dilaksanakan bootcamp session.
Pada sesitersebut, peserta
mendapatkan pendampingan
langsung dalam penulisan outline.
Peserta dibagi dalam tiga kelompok

35

PADA
WORKSHOP
LURING JUGA
DILAKSANAKAN

BOOTCAMP
| SESSION.”

sesuai penerbit yang akan
mendampingi penulisan hingga
menerbitkan buku, yaitu LP3ES,
Intrans Publishing, dan Kompas
Gramedia. Selanjutnya, para peserta
melakukan presentasi outline buku.
Para pembimbing dan pesertalain
kemudian memberikan ulasan serta
masukan untuk memperkaya outline
tersebut.

Setelah selesaipelaksanaan
workshop luring, para peserta

akan tetap melaksanakan proses
pendampingan secara daring. Melalui
pendampingan secara daring ini,
para pembimbing dapat memantau
perkembangan penulisan buku
daritiap-tiap peserta. Harapannya
pada akhirtahun 2023, para peserta
telah menyelesaikan bukunya untuk
selanjutnya diterbitkan oleh para
penerbit yang mendampingi.

[Penulis: Asih Nur Andari/Staf Pokja
OTAK Pusbindiklatren] =
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KERJA SAMA PROGRAM PENDIDIKAN COST SHARING PEMKOT SEMARANG
DAN PEMKOT MALANG

Pada tahun 2023 ini, Pusbindiklatren
Kementerian PPN/Bappenas
menyelenggarakan Program Pendidikan
Cost-Sharing. Tujuannya untuk
mengembangkan kapasitas PNS baik di
pusat, maupun daerah. Program ini diminati
Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah
Kota Malang karena terdapat universitas
mitra Pusbindiklatren di wilayahnya.

Pilihan Program Pendidikan Cost-Sharing
meliputi Beasiswa S-2 Dalam Negeridan
S-2Linkage. Calon peserta diwajibkan

memenuhibeberapa seleksi dan
persyaratan seperti Seleksi Tes Potensi
Akademik (TPA) dan Seleksi Bahasa Inggris
(TOEFL), pendaftaran daring, suratusulan
dari kepegawaian, surat keterangan cost
sharing, SKPNS, SK Golongan terakhir,
ijazah, transkrip nilai, danrencana studi.

Dalam pelaksanaan perkuliahan,
Pusbindiklatren menanggung tuition fee,
tunjangan publikasiilmiah, dan tunjangan
penyusunan tesis untuk Beasiswa S-2
Dalam Negeri. Sementara pembiayaan
lain, sepertibiaya hidup, dapat ditanggung
olehinstansi asal peserta. Hal tersebut juga
berlaku sebaliknya, sesuai kesepakatan
cost sharing.

Adapun pembiayaan Beasiswa S-2 Linkage
berupa tuition fee, biaya hidup, tunjangan
publikasiilmiah, tunjangan penyusunan
tesis, dan persiapan bahasa (English for
Academic Purposes/EAP) ditanggung
Pusbindiklatren. Sementara Pemkot

Semarang membiayai tuition fee luar
negeri, biaya hidup luar negeri, perjalanan
internasional, dan asuransi.

Pusbindiklatren dan Pemkot Semarang
menggandeng Program Studi Magister
Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas
Diponegoro, sebagai universitas mitra.
Peserta program meliputi 5 karyasiswa
S-2 Dalam Negeridan 2 karyasiswa S-2
Linkage.

Bersama Pemkot Malang, Pusbindiklatren
bekerja sama untuk Beasiswa S-2 Dalam
Negeri. Pembiayaan dari Pusbindiklatren
mencakup tuition fee, bantuan penelitian,
dan bantuan publikasi/seminar. Sementara,
Pemkot Malang menanggung biaya hidup
untuk 10 karyasiswa yang ditempatkan
diMagister Pengelolaan Sumber Daya
Lingkungan, Universitas Brawijaya.
[Penulis: Diki Zulkarnain/Staf Pokja Diklat
Pusbindiklatren] =

GANDENG BAPPENAS-KEMENDAGRI- KEMENKEU, USAID MELAKSANAKAN
0JT KOLABORASI BAGI ASN PAPUA BARAT

Selama bulan Oktober, 18 ASN perwakilan
daripemerintah kabupaten dan provinsi
diPapua Barat melaksanakan Program
Magang/On The Job Training (OJT)

USAID Kolaborasi: Papua Collaborative
Governance. Kegiatan inimengusung
tujuan “Optimalisasi Implementasi Otsus
untuk Akselerasi Kesejahteraan Orang Asli
Papua (OAP) melalui Tata Kelola yang Baik”.
Melalui program ini peserta diharapkan
mendapatkan pengalaman positif serta
pengetahuan dan keterampilan darilokus-
lokus magang. Adapun tiga lokus magang
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tersebut, yaitu di Kementerian PPN/
Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan
Kementerian Keuangan di Jakarta.

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan,
dan Pelatihan Perencana, Wignyo
Adiyoso, menyampaikan harapan
pascaprogram kepada seluruh peserta
pada sesi penutupan kegiatan (2/17)

yang dilaksanakan di Gedung Bappenas,
Taman Suropati, Jakarta. “Setelahini,
seluruh peserta akan kembali ke daerah
asal dan bisa mengimplementasikan
pembelajaran yang didapat darilokus
magang. Pusbindiklatren berkomitmen
akan terus melakukan pendampingan untuk
membantu peserta dalamimplementasi
rencana aksiyang sudah dibuat,” tuturnya.

Inisiatif kerja sama program magang ASN
bersama USAID Kolaborasiini diharapkan
menjadilangkah yang baik dalam
mendorong percepatan peningkatan

kapasitas untuk pemerintah daerah di
Papua Barat. “Selama program magang
berlangsung, kami memfasilitasi peserta
untuk belajar tentang substansi dan
pengelolaan dibidang perencanaan

dan penganggaran sambil bekerja di
Kementerian Bappenas, Kementerian
Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan,”
imbuh Wignyo.

Program afirmatif ini dilaksanakan sebagai
salah satu upaya untuk mendukung PP
No.24/2023 tentang RIPPP (Rencana
Induk Percepatan Pembangunan Papua).
Tak hanya membangun kapasitas ASN
Perencana di Papua Barat, Program
Magang/OJT USAID Kolaborasi diharapkan
dapat memberiruang bagi ASN Papua
Barat untuk membangun jaringan dengan
pemerintah nasional serta membangun
manajemen talenta ASN Papua Barat.
[Penulis: Jelita Wiedoko/Perencana Ahli
Pertama Pusbindiklatren] =
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PETA JALAN EKONOMI HIJAU: PEMBELAJARAN DARI SINGAPURA

Untuk lebih memahami serta mengambil
pelajaran berharga dariimplementasi
ekonomi hijau di Singapura, Kementerian
PPN/Bappenas bekerja sama dengan
Singapore Cooperation Enterprise
(SCE) dan Temasek Foundation,
menyelenggarakan pelatihan Public
Administration for Green Economy
Development in Indonesia.

Pelatihanini terdiri dari 4 sesiyang
diselenggarakan secara daring danluring.

Sesipertama telah berlangsung pada 13-
16 Desember 2021, dan sesikedua pada
28-31Maret 2022. Pelatihan ini melibatkan
60 peserta dari berbagai kementerian atau
lembaga.

Pada 3-7Juli2023, pelatihan sesiketiga
kembali dilaksanakan. Kaliini secara tatap
muka di Singapura dengan melibatkan

20 peserta kunciyang berasal dari
Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian
Keuangan, Badan Riset dan Inovasi
Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian,
serta Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.

Sesiketigaini fokus pada penjelasan
mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan
pengelolaan fasilitas terkait ekonomi hijau,
pengelolaanlimbah, dan perencanaan
waste to energy (WTE) di Singapura.

Para peserta mendapat kesempatan
untuk mengunjungi dan mempelajari
secaralangsung pengelolaanindustri

hijau di Singapura, seperti Tuas Megaport,
Venture Capitalists, Marina Barrage, serta
mendapat pembelajaran dari sisi akademis
diNational University of Singapore (NUS).
Pada hari terakhir, peserta diminta untuk
menyampaikan hasil studiyang mereka
peroleh selama pelatihan.

Selanjutnya, pelatihan akan
diselenggarakan pada Oktober 2023 di
Indonesia. Sesiini menjadi sesi terakhir dari
rangkaian kegiatan Public Administration
for Green Economy Development in
Indonesia. [Penulis: Naila Sukma Aisya/
Perencana Ahli Pertama Pusbindiklatren] =

FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN HCDP PEMKOT PADANG

——

Pusbindiklatren Kementerian PPN/
Bappenas telah memfasilitasi penyusunan
dokumen Perencanaan Pembangunan
Sumber Daya Manusia (Human Capital
Development Plan/HCDP) untuk
Pemerintah Kota Padang pada 19-22 Juli
2023 lalu.

Kegiatanini bertujuan untuk memberikan
pemahaman mengenai kebijakan dan
teknis penyusunan dokumen HCDP
serta metode pengukuran dalam analisis
kesenjangan kompetensidan kinerja.
Peserta pelatihan terdiri dari Kepala
Sub-Bagian Kepegawaian dari seluruh
Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
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Materi mengenai kebijakan terkait
HCDP ASN disampaikan oleh Kepala
Pusbindiklatren, Wignyo Adiyoso, dan
Kepala Pusat Pembinaan Program dan
Kebijakan Pengembangan Kompetensi
ASN Lembaga Administrasi Negara, Erna
Irawati.

Selanjutnya, materigambaran umum
HCDP disampaikan oleh Perencana Ahli
Pertama Pusbindiklatren, Diana Ayu Ahira.
Sementara materi tahapan penyusunan
HCDP serta standar kompetensijabatan
disampaikan oleh Perencana Ahli Utama
Kementerian PPN/Bappenas, Eko Wiji
Purwanto. Adapun materi penilaian

dan analisis kesenjangan kompetensi,
identifikasi dan analisis kebutuhan
pengembangan kompetensi, serta evaluasi
penyusunan HCDP disampaikan oleh
Tenaga AhliHCDP Pusbindiklatren, Agung
Bagus Dewantoro.

Para peserta juga melakukan praktik
asesmen kesenjangan kompetensi
manajerial dan sosial budaya. Setiap

peserta diminta untuk mengisi

instrumen asesmen dari Pusbindiklatren
(berdasarkan Struktur Organisasi Tugas dan
Kewenangan/SOTK Pemkot Padang).

Selama pelatihan, 2.300 data terkumpul
dari sekitar 8.000 pegawai. Data
tersebut digunakan untuk menilai mandiri
kompetensi manajerial dan kompetensi
sosial budaya dari tiap-tiap pegawai.
Selanjutnya diperlukan verifikasi data oleh
pimpinannya.

Kelanjutan pelatihanini adalah
mengumpulkan data secara lengkap dari
OPD. Peserta pelatihan akan menjadi
Penanggung Jawab Intiuntuk setiap
OPD. Selanjutnya, dilakukan asesmen
kompetensi teknis setelah Standar
KompetensiJabatan (SKJ) teknis untuk
tiap-tiap jabatan tersedia dan disusun
dalam format Google Form. [Penulis:
Diana Ayu Ahira/Perencana Ahli Pertama
Pusbindiklatren] =
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JISDeP RESMI TERINDEKS DOAJ
s | X

The Journal of Indonesia Sustainable
Development Planning (JISDeP) yang
diterbitkan Pusbindiklatren Kementerian
PPN/Bappenas, telah resmi terindeks
diaplikasijurnal Directory of Open
Access Journals (DOA)J). Halini tentu akan
meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas
jurnalilmiah, sertamemberikan dampak
lebih luas.

Pengajuan ini cukup menantang. Diawali
pada 8 Meilalu, JISDeP menggelar acara

“Bedah dan Submit Jurnal menuju Indexing
Directory of Open Access Journals (DOAJ)”
di Gedung Pusbindiklatren Bappenas,
Jakarta. Acara tersebut bertujuan untuk
memberikan panduan tentang pengajuan
jurnal ke aplikasijurnal DOAJ. Asesor DOAIJ
yang mewakili Indonesia, Faizal Risdianto,
turut memandu acaraini.

Setelah pengajuan ke DOAJ dengan
panduan Asesor DOAJ, JISDeP menjalani
penilaianindexing DOAJ selama sekitar tiga
bulan. Tepat 26 Juli2023, JISDeP dinyatakan
resmi terindeks oleh DOAJ.

Selanjutnya, JISDeP berkomitmen

untuk terus meningkatkan prestasinya
dengan merencanakan pengindeksan di
platforminternasional seperti SCOPUS
danWOS. Dengan meraihindeksasidi
beberapa platformtersebut, JISDeP akan

= SIMPUL PERENCANA

mendapatkan pengakuan global yang lebih
luas, menarik perhatian peneliti dan praktisi
dariberbagaidisiplinilmu.

Rencana tersebut melibatkan langkah-
langkah strategis. Termasuk meningkatkan
kualitas danrelevansi artikel, frekuensi dan
kualitas penerbitan, serta berkomunikasi
secara proaktif dengan para editordan
penulis untuk memastikan bahwa standar
yang diperlukan terpenuhi.

Dengan tekad kuat dan kolaborasiyang
erat antararedaksi, penulis, daninstitusi
pendukung, JISDeP optimis dapat
mencapai puncak kesuksesan dalam
upayanya untuk terindeks setara dengan
jurnal-jurnal terkemuka di seluruh dunia.
[Penulis: Dewi Aprilia Ningrum/Tenaga Ahli
Pengelola JISDeP] =

KONSINYERING PENATAUSAHAAN BMN DAN BARANG PERSEDIAAN

Pusbindiklatren Kementerian PPN/
Bappenas, sebagai unit pengguna

Barang Milik Negara (BMN), telah
menyelenggarakan kegiatan “Konsinyering
Penatausahaan BMN dan Barang
Persediaan” pada 9 Juni 2023 diHotel
Grand Savero, Bogor.

Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk
menjalankan peraturan Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) Nomor 181/PMK.06/2016
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serta meningkatkan efektivitas, efisiensi,
dan optimalisasi tertib administrasi sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Melalui
kegiatan ini, Pusbindiklatrenjugaingin
memastikan penatausahaan BMN yang
baik, termasuk pembukuan, inventarisasi,
dan pelaporan.

Ruang lingkup kegiatan mencakup
pemahaman tentang Kebijakan
Penatausahaan BMN sesuai PMKNomor
181/PMK.06/2016. Pemahaman tentang
Kebijakan Penatausahaan BMN juga
perlu disesuaikan dengan Kebijakan Tata
Kelola BMN diLingkungan Kementerian
PPN/Bappenas dan Akuntabilitas
Penatausahaan Barang Milik Negara. Hal
tersebut disampaikan oleh narasumber
dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
(DJKN) Kementerian Keuangan, Naf’an
Widiarso Rafid.

Sementaraitu, Ketua Pokja Organisasi,
TataKelola, dan Administrasi, dan
Keuangan (OTAK) Pusbindiklatren, Pandu
Pradhana, menyampaikan gambaran umum
pelaksanaan PMKNomor181/PMK.06/2016
diPusbindiklatren.

Pusbindiklatren berkomitmen untuk
menerapkan panduan dan masukan dari
para narasumber serta terus berupaya
meningkatkan penatausahaan BMN
dan barang persediaan sehingga dapat
mendukung visi Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani (WBBM). [Penulis: Erwin
Fahrudin/Perencana Ahli Pertama, PJK
BMN Pusbindiklatren] =
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WORKSHOP ON GAMING SIMULATION FOR DEVELOPMENT PLANNING

"~

Pusbindiklatren Kementerian PPN/
Bappenas menggelar Workshop on
Gaming Simulation for Development
Planning pada18-22 September 2023 di
Aston Bogor Hotel and Resort, Kota Bogor,
Jawa Barat. Kegiataninijuga merupakan
lanjutan dari Webinar PusbinTalk Series #4
yang telah diselenggarakan pada 26 Juni
2023 lalu secara daring.

Workshop inimenghadirkan sejumlah
pakar Gaming Simulation for Development

Planning selaku narasumber, yaitu Prof.
Hidehiko Kanegae (Ritsumeikan University,
Jepang), Prof. Paola Rizzi (Universita di
Sassari, Italia), Ass. Prof. Yusuke Toyoda
(Ritsumeikan University, Jepang), dan Ass.
Prof. Sarunwit Promsaka Na Sakonnakron
(Thammasat University, Thailand).

Sebanyak 25 peserta yang mengikuti
kegiatan ini berasal dariKementerian PPN/
Bappenas dan perwakilan pengajar dari
beberapa perguruan tinggi yang memiliki
prodi perencanaan wilayah dan kota.

Tujuan utama pelaksanaan workshop ini
adalah untuk meningkatkan kualitas dan
kapasitas perencana dan para pengajar,
khususnya di bidang perencanaan, dengan
mengembangkan dan mempraktikkan
simulasi permainan. Pesertajuga
diharapkan memahami alat perumusan

kebijakan publik untuk menangkap
dinamika permasalahan sosial saat ini.

Melalui simulasi permainan, peserta belajar
menciptakan dan memainkan peran

yang berbeda, baik sebagai perencana,
politisi, maupun pengusaha. Hal ini akan
membantu peserta merasakan tantangan
dan peluang dalam merencanakan sebuah
kawasan kota. Misalnya, isu-isu dalam
kendala anggaran, isu lingkungan hidup dan
persaingan kepentingan danisu-isu umum
yang dihadapi sebagai perencana.

Pelaksanaan workshop inijuga merupakan
bagian dari upaya Pusbindiklatren untuk
membina dan menfasilitasi para perencana
pembangunan, khususnya dalam
peningkatan kompetensi dalam menyusun
dokumen kebijakan perencanaan
pembangunan. [Penulis: Hendra Solihin/
Staf Pokja OTAK Pusbindiklatren] =

WORKSHOP ON RESEARCH PLANNING AND WRITING PROCESS
FOR CONSTRUCTING A RESEARCH PROPOSAL

Sebagaiinstansi pembina perencana
nasional serta penyelenggara program
pendidikan dan pelatihan perencanaan,
Pusbindiklatren Kementerian PPN/
Bappenas selalu berupaya untuk
meningkatkan kapasitas SDM perencana.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah
melakukan upskilling, khususnya dalam
hal penelitian dan penulisanyang tentunya
sangat krusial dalam proses perencanaan.

Olehkarenaitu, pada 31Meihingga 2 Juni
2023, Pusbindiklatren menyelenggarakan
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kegiatan Workshop on Research Planning
and Writing Process for Constructing
aResearch Proposal. Kegiatanyang
berlangsung di Alana Hotel and Conference
Center Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat inimenghadirkan narasumber Prof.
Shawkat Alam dari Macquarie University,
Australia.

Kegiatan inijuga merupakan lanjutan

dari Webinar PusbinTalk Series #1

bertema Strategic Research Planning,
Research Collaboration, and Ethical
Norms Governing Research yang telah
diselenggarakan pada 3 April 2023 dengan
narasumberyang sama.

Sebanyak 25 peserta yang mengikuti
kegiatan tersebut berasal dari berbagai
instansi, baik darikementerian/
lembaga, pemerintah provinsi, maupun
pemerintah kota/kabupaten. Peserta
terpilih merupakan hasil seleksi panitia

dengan mempertimbangkan beberapa
kriteria, di antaranya pengalaman menulis,
keterlibatan dalamriset, serta kemampuan
bahasa Inggris.

Pelaksanaan workshop dibuka oleh
Kepala Pusbindiklatren, Wignyo Adiyoso.
Selanjutnya, Prof. Shawkat Alam selaku
narasumber, menyampaikan paparan
terkait teknik penyusunanrencana
penulisan riset hingga publikasi tulisan.

Peserta juga diajarkan mengenai faktor-
faktoryang memengaruhi penulisanriset,
etika yang harus diikuti, kolaborasiyang
efektif dan strategis dalamriset, teknik
riset secara individu, membuat proposal
riset, mentoring dan supervisi, hingga
menghindari plagiarisme. Pada akhir
sesi, narasumber membedah proposal/
outline tulisanriset dari tiap-tiap peserta
untuk diberikan masukan dan perbaikan.
[Penulis: Hafidh Aditama/Staf Pokja OTAK
Pusbindiklatren] =
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YOSEP DAHOLO

Alumni Penerima Beasiswa Program Pendidikan 5-2
Afirmasi dalam Neger Pusbindiklatren Kementerian
PPN/Bappenas Tahun 2020 pada Frodi MAP UNSRI.
Saat ini bekerja sebagal Analis Perencanaan pada
Bappelitbangda Kabupaten Lembata, NTT.

melanjutkan pendidikan demi meningkatkan kompetensi diri. Meskipun sempat mengalamai kendala dan

S ebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah terpencil, semangat saya tidak pernah padam untuk

kegagalan pada tahun 2014, saya akhirnya mampu melanjutkan pendidikan S-2 melalui program Beasiswa
Afirmasi Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2020.

Upaya reformasi birokrasi merupakan
langkah yangrelevan dalam
memperbaiki perilaku dan kinerja
pelayanan birokrat. Reformasi
birokrasi adalah langkah yang tepat
untuk memperbaiki pelayanan

publik di daerah dengan mendesain
ulang struktur birokrasi yang besair,
mengurangi anggaran birokrasiyang
besar, serta mengubah pola pikir para
birokrat.

Pertanyaannya adalah sejauh mana
pemerintah daerah mempersiapkan
sumber daya aparatur pemerintahan?
Saatini, perubahan besar

seperti pandemi Covid-19 dan
perkembangan sistem teknologi
yang cepat mengharuskan birokrasi
pemerintahan dapat merespons
perubahan tersebut.
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Terlebih lagi, birokrasi di daerah
sering kali masih bersifat manual,
lambat, birokratis, dan kurang
produktif. Melihat perubahan

tersebut, pemerintah daerah perlu
mempersiapkan sumber daya
pegawai (ASN) secara terprogram
dan berkelanjutan untuk menciptakan
pegawaiyang berkualitas dan
profesional.

Sebagaiseorang ASN didaerah
terpencil, khususnya di Kabupaten
Lembata, ProvinsiNusa Tenggara
Timur, saya merasa bangga atas
peran saya sebagai pelayan publik.
Perjalanan panjang saya sebagai
ASN dimulai ketika saya lulus seleksi
CPNSD pada tahun 2010 di Dinas
Perhubungan Kabupaten Lembata.
Kemudian, saya dimutasi ke Badan
Perencanaan Pembangunan pada
tahun 2012, dimana saya menjadi
staf pelaksana di Bidang Infrastruktur
Kewilayahan.
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GAMBAR 1. Bersama rekan-rekan Karyasiswa Bappenas (S-2 Reguler dan S-2 Afirmasi MAP Unsri)

Pada 2014, saya pertama kali
mencoba mendaftar untuk
Program Beasiswa Pusbindiklatren
Kementerian PPN/Bappenas.
Meskipun menghadapibeberapa
kendala dan kegagalan, semangat
saya untuk meningkatkan kompetensi
melalui pendidikan terus berkobar.
Saya terus berjuang untuk
mewujudkan mimpi saya. Bahkan
ketika rekomendasi dari daerah
untuk melanjutkan pendidikan tidak
diberikan dengan alasan kondisi
keuangan daerah.

Tiga tahun kemudian, saya mendapat
promosi sebagai Kepala Seksi
Infrastruktur Jaringan pada Dinas

diMuseum Timah Pangkalpinang pada saat KKL

Komunikasi dan Informatika. Ini
membuka peluang baru bagi saya
untuk mengikuti program beasiswa
yang saya idamkan. Namun,
perjuangan saya masih belum
berakhir, dan saya terus berusaha
untuk memperoleh rekomendasiizin
belajar.

Pada 2020, saya akhirnya
mendapatkan kesempatan emas
untuk melanjutkan pendidikan
melalui program Beasiswa Afirmasi
Pusbindiklatren Kementerian PPN/
Bappenas. Saya menghadapi
berbagaitantangan, tetapisaya
merasa beruntung bahwa banyak
pihak yang memberikan dukungan,

51



SIMPUL PERENCANA

LS

GAMBAR 2. Bersama Dosen Pembimbing pada saat Bimbingan Tesis

termasuk keluarga, teman, dan rekan
karyasiswa.

Pandemi Covid-19 memaksa saya
untuk mengikuti perkuliahan secara
daring, yang menciptakan tantangan
baru. Namun, saya tetap bersemangat
dan menjalankan kewajiban saya
sebagaikaryasiswa dengan penuh
tanggungjawab. Terlebih lagi, saya
harus meninggalkan keluarga saya
dan merantau ke Palembang untuk
melanjutkan pendidikan. Pandemi
membatasiinteraksi sosial, tetapi
kami, para mahasiswa, tetap berusaha
memaksimalkan pengalaman belajar
kami.
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Sebagaimahasiswa program Magister
Administrasi Publik di Universitas
Sriwijaya (MAP Unsri), saya merasa
beruntung dapat memperoleh
pengetahuan multidisiplin yang
sangat berharga. Kampus Unsri
memberikan kami peluang untuk
mengenal budaya dan karakteristik
Sriwijaya, serta memahamilebih
dalam tentang kehidupan sosial yang
adadisana.

Melalui program beasiswa ini, saya
juga berkenalan dengan rekan-rekan
karyasiswa dari berbagai daerah,
dan kami mendukung satu sama

lain dalam perjalanan kami menuju
kelulusan. Semua tantangan dan
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GAMBAR 3. Saat Sambutan Mewakili Peserta Yudisium Periode Agustus 2022

GAMBAR 4. Foto bersama Istri saat Yudisium

A

hambatan yang kamihadapi menjadi
bagian dari kisah inspiratif kami.
Semoga kisah ini bisa memberikan
inspirasikepada ASN, terutama
yang berasal dari daerah terpencil,
untuk terus bersemangat dan tidak
pernah menyerah dalam mengejar
peningkatan kompetensi melalui
program Beasiswa Pusbindiklatren
Kementerian PPN/Bappenas.
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PUJIASTUTI

Alumni Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia Bidang Perencanaan.

Saat ini bekerja sebagai Perencana AhliMadya pada
Sekretariat Direktorat Tanaman Pangan, Direktorat
lenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian.

“Saya merasa beruntung dan terinspirasi setelah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia
dalam perencanaan pembangunan. Pengalaman tersebut benar-benar membuka wawasan saya tentang pentingnya
perencanaan yang matang dalam pembangunan yang berkelanjutan.”

Perencanaan memainkan peran
penting dalam pembangunan yang
berkelanjutan, terarah dan membawa
manfaat bagi masyarakat luas.

Tanpa perencanaan yang matang,
risiko pemborosan sumber daya,
ketidakpastian, dan dampak negatif
dapat meningkat secara signifikan.

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
(Ditjen TP), Kementerian Pertanian
(Kementan), bekerja sama dengan
Pusbindiklatren Kementerian PPN/
Bappenas melaksanakan kegiatan
Peningkatan Kapasitas SDM Bidang
Perencanaan. Kegiatan tersebut
dilaksanakan dalam tiga tahap selama
Mei 2023 secara daring dan luring.
Peserta kegiatan berjumlah 25 orang,
terdiri dari 22 peserta dari kelompok
Perencanaan Setditjen Tanaman
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Pangan dan sisanya dari kelompok
perencanaan Biro Perencanaan
Kementan.

Pokok pembelajaran yang diberikan
antaralain (1) konsep manajemen
strategis dan hubunganrencana
strategis dengan kinerja instansi

dan RPJMN dan ketentuan umum

dan prosedur penyusunan Rencana
Strategis Kementerian/Lembaga
(Renstra K/L) dan outline-nyayang
dibahas per-bab; (2) cascading
tujuan, sasaran strategis, indikator
sasaran K/L, sasaran program dan
kegiatan; (3) aplikasiKrisna; (4)
kerangka pengendalian pelaksanaan
Renstra; (5) tantangan pembangunan
tanaman pangan; (6) pemahaman
tentang cascading; (7) kerangka
logical framework; (8) kerangka umum
penyusunan logic model. Sementara,
terkait dengan penyusunan Renstra,
materi pelatihan yang diberikan
adalah tata cara penyusunan Renstra.



Tujuannya kegiatanini, selain untuk
peningkatan kualitas SDM kelompok
perencana, diharapkan juga mampu
meningkatkan kualitas output

tugas pokok fungsional perencana
dalam menyiapkan, mengkaji, serta
menentukan rekomendasi kebijakan
yang tepat terhadap penyusunan
program, kegiatan, dan alokasi
anggaran.

Perencanaan dapat dianggap
membawa masa depan ke masa

kini, karena melibatkan serangkaian
tindakan dan keputusan yang diambil
saatinidengan tujuan menciptakan
hasil yang diinginkan pada masa
yang akan datang. Proses tersebut
melibatkan pemikiran yang cermat
tentang kemungkinan skenario,
dampak, danlangkah-langkahyang

SIMPUL PERENCANA

harus diambil untuk mencapai tujuan
jangka panjang.

PENCAPAIAN TUJUAN TANPA
PERENCANAAN HANYALAH
HARAPAN

Renstra merupakanrencanalima
tahun ke depanyang disusun dengan
mempertimbangkan berbagai situasi
dan kondisi terutama menyangkut
keunggulan, peluang, kendaladan
tantanganinstansi pelaksana. Renstra
merupakan amanat dariUndang-
Undang (UU) Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN). Oleh
karenaitu, Kementerian Pertanian dan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
perlu menyusun Renstra 2025-2029
yang tentunya penyusunan agenda
besar tersebut perlu persiapan dan
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inisiasi lebih awal dengan lebih baik
danmatang.

Penduduk dunia yang terus
bertumbuh; keterbatasan lahan;
stagnasi teknologi dan produksi;
perubahan iklim; ketahanan dan
keamanan pangan; diversifikasi dan
inklusi; serta kolaborasi dan kemitraan
adalahisu sentral dalam perencanaan
pembangunan pertanian ke depan.
Kondisi tersebut memerlukan
tindakan nyata dan pemikiranyang
mendalam untuk menentukan

arah perencanaan pembangunan
pertanian.
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Selama pelatihan, saya mendapatkan
pemahaman yang lebih mendalam
tentang berbagaikonsep
perencanaan, termasuk analisis peta
bisnis kelembagaan, analisis risiko,
alokasi sumber daya, pengendalian
dampak lingkungan, dan partisipasi
masyarakat. Materi yang disampaikan
dengan jelas dan metode interaktif
membantu saya untuk memahami
bagaimana mengaplikasikan konsep-
konsep tersebut dalam situasinyata.

Salah satu aspek yang sangat
berkesan adalah diskusi kelompok
yang memungkinkan kami
berkolaborasidengan peserta

lain yang memilikilatar belakang
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beragam. Melalui diskusi ini,

kami dapat berbagi pandangan,
pengalaman, danide-ide inovatif
yang membuka peluang baru dalam
perencanaan pembangunan. ltu
benar-benar mengilhami saya untuk
berpikir diluar kotak dan mencari
solusikreatif.

Saya merasa lebih percaya diri
dalam melibatkan diri selama proses
perencanaan pembangunan di
tempat kerja saya setelah mengikuti
pelatihanini. Kini saya memiliki
kerangka kerja yang kukuh untuk
memahamitantangan dan peluang

dalam perencanaan, serta alat-alat
praktis untuk mengatasi masalahyang
mungkin timbul.

Pelatihan inijuga memberi kami
kesempatan untuk belajar meninjau
beberapaRenstraK/L lainnya dan
belajar dari studi kasus nyatayang
telah berhasil dalam perencanaan
pembangunan diberbagai wilayah.
Inimemberi kami contoh konkret
tentang bagaimana langkah-langkah
strategis dapat diimplementasikan
dan dampak positifnya terhadap
masyarakat danlingkungan.

UCAPAN TERIMAKASIH
Sayaingin berterima kasih kepada
pimpinan Ditjen Tanaman Pangan
yang telah memberi kesempatan
untuk mengikuti kegiatan ini, para
fasilitator yang penuh dedikasi,
serta pesertalainyang ikut berbagi
pengetahuan mereka. Pelatihanini
adalahinvestasiberharga dalam
pengembangan profesional

saya. Oleh karenaitu, saya sangat
merekomendasikannya kepada
siapa punyangingin mendalami
perencanaan pembangunanyang
efektif.
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SEJARAH BERDIRI

Program Studi Magister lImu Ekonomi
Universitas Syiah Kuala (Prodi MIE USK)
berdiri 24 tahunyang lalu berdasarkan
SK Dirjen Dikti Depdikbud No. 317/
DIKTI/Kep/1992, tanggal 5 September
1992. Prodi MIE merupakan Prodi
S-2yang pertama kali terbentuk di
USK. Sebelumnya, prodiinibernama
Program StudiMagister lImu Ekonomi
dan Studi Pembangunan.

AKREDITASI

Kerja keras dan semangat untuk
melakukan perubahan telah
membuahkan hasil prestisius

bagi sebuah program studi, yang
telah menorehkan sejarah bagi
perkembangan akademik di
lingkungan USK, dengan perolehan
Akreditasi “A” dari BAN-PT dengan
Nomor 8653/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/
M/172021.
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PROFIL MITRA

ebagai program
magister pertama di
lingkungan Universitas

Syiah Kuala (USK), Prodi
Magister lImu Ekonomi
berusaha untuk selalu
melakukan evaluasi diri
dalam rangka meningkatkan
kualitas mutu akademik.

GAMBAR 1. Wisudawan Karyasiswa Angkatan 2021 Periode Feb 2023 (Dedhy Sugiharjo, Cumlaude)

PENGELOLA PRODI DAN DOSEN
Pengelola Prodi MIE USK adalah
Koordinator Prodi, yang pada 2021
dan2022—2026 dijabat oleh Dr.

Suriani, S.E., M.Si., dibantu satu staf
bidang administrasi prodi dan satu
staf bidang operator akademik prodi.
Jumlah dosen tetap yang mengajar

VOL. 46 - TAHUN 20 - AGUSTUS 2023



PROFIL MITRA

TABEL 1. Dosen Tetap Prodi MIE USK

Prof. Dr. Raja Masbar, S.E..M.Sc

Pengantar Teori Ekonomi

limu Ekenomi Studi Pembangunan

Ekanomi Mikro
Ekonomi lslam

Ekonomi Makro

limu Ekonomi (Ekonomi Regional)

Ekonomi Pembangunan
Ekonomi Pembangunan
Pengantar Ekonomi Mikro
limu Ekonomi

Ekonomi Pembangunan
Ekonomilntermnasional
Ekonomi Pertanian

Ekonomi Pembangunan

2 Prof. Dr. Apridar, 5.E., M.5i.

3. Prof.Dr. T Zutham, S.E. M.Si

4 Prof, Dr. M. Shabri Abd. Majid, 5.E.. M.Ec.
L Prof. Dr. Sofyan Syahnur, SE, M.-51

6 Prof.Dr.Abd. Jamal, S.E., M.50

7 Prof. Dr. Nazamuddin, SE, MA

B Dr Srinita, SE, M.Si

2 Dr. Vivi Silvia, S.E., M.51

10 Dr, Aliasuddin, SE.M.5i

1 Dr Suriani, S.E, M.51

12  DrTaufigC.Dawood, 5.E., M.Ec. Dev.
13 Dr.Muhammad Nasir, SE, M. 5i, MA

14 Dr.Chenny Seftarita, S.E.. M_Si.

15  Dr. Sartiyah, SE, M. Si

16  Dr.Muhammad Abrar, 5.E., M.Si.

17 Dr. Putri Bintusy Syathi, S.E., MA

18  Dr. Emawati, 5P, M.5i

19 Miksalmina, S.E., MA, P.Hd

diProdi MIEUSK sebanyak 19 orang
dengan konsentrasi keilmuannya
masing-masing (Tabel 1).

MATERI PERKULIAHAN
Kurikulum Prodi MIE USKinimengacu
pada Peraturan Presiden Nomor
8 Tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia. Prodi
MIE USK berlangsung dalam waktu 24
bulan atau 4 semester dengan beban
kredit minimal adalah 42 satuan kredit
semester (SKS) yang terdiri dari
e 6 SKS MataKuliah (MK)
metodologi keilmuan;
24 SKS dari kelompok MK waijib;
o 3 SKSdarikelompok MK wajib
konsentrasi;
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Ekanomi Mikro

Ekonomi Pembangunan
dan Perencanaan

Ekonomi Publik |
EkonomiPertanian
Ekonomi Pulblik

o 3 SKSdarikelompok MK pilihan;
dan
e 6SKSuntuktesis.

Konsentrasi Prodi MIE USK antara lain,
Ekonomi Pembangunan, Ekonomi
Moneter, Ekonomi Publik, Ekonomi
Regional, Ekonomi Industri, Ekonomi
Islam, dan Ekonomi Perencanaan
Pembangunan. MIEUSK menerima
mahasiswa dari kalangan umum dan
khusus.

Untuk kalangan khusus, Prodi
MIE USK menerima mahasiswa
dari ASN Fungsional Perencana
yang diterima melaluijalur masuk
kerja sama Program Beasiswa
dari Pusbindiklatren Kementerian

= SIMPUL PERENCANA

University of Kentucky United
States of America
Universitas Syiah Kuala
Imemational islamic University
Malaysia

University of Bonn, Germany
Universitas Syiah Kuala

Colorado State University, USA

Universitas Borobudur,
Jakarta Timur

Universitas Syiah Kuala
University of Putra Malaysia
Universitas Sylah Kuala
University of Putra Malaysia
Universitas Syiah Kuala
Institut Pertanian Bogor
Institut Pertanian Bogor
Uiniversiti Kebangsaan Malaysia
Universitas Syiah Kuala

Lintvarsiti Kebangsasn Malaysia

PPN/Bappenas. Programini
memiliki seleksiyang ketat untuk
calon mahasiswa dari kalangan
ASN Fungsional Perencanayang
mendaftar.

Khusus mahasiswa kelas Beasiswa
Pusbindiklatren Kementerian PPN/
Bappenas, harus menyelesaikan
masa studi sesuai Memorandum of
Understanding (MoU) dalam jangka
waktu tiga semester atau 18 bulan. MK
Konsentrasi khusus kelas ini adalah MK
Ekonomi Perencanaan Pembangunan
yang terdiri dari MK Analisis Daerah
sebagai MK waijib serta 2 MK Pilihan
Konsentrasiyaitu Pemberdayaan
Sumber Daya Ekonomi dan Seminar
Perencanaan Pembangunan Daerah.
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GAMBAR 2. Wisudawan Karyasiswa Angkatan 2021 Periode Feb 2023 (Athari Maurilla, Cumlaude)

Mata kuliah ini dirancang untuk
memberikan pengetahuan
konseptual perencanaan
pembangunan, seperti teori
perencanaan dan pembangunan, isu
perencanaan dan pembangunan,
serta metodologi penelitian dalam
perencanaan Pembangunan daerah.

Ringkasnya, Prodi MIE USK memiliki
MK inti sebagai mata kuliah wajib yang
memberikan pemahaman kepada
mahasiswa tentang ilmu ekonomi,
yaitu Ekonomi Mikro, Ekonomi Makro,
EkonomiPembangunan, Matematika
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Ekonomi, Ekonomi Regional,
Ekonomi Publik, dan Ekonometrika,
dan MK MetodologiKeilmuanyaitu

Metodologi Penelitian dan Statistika.

METODE PEMBELAJARAN

Prodi MIE USK menerapkan dua
metode pembelajaran, yaitu

Master by Course dan Master by
Research. Metode pembelajaran
dengan Master by Course atau
kuliah tatap muka yang dilakukan full
time dan berada dikampus secara
penuh selama proses perkuliahan.
Metode ini untuk memperkuat

mahasiswa dalam bidang keilmuan
ekonomi serta memperkuat analisis
terhadap perubahan perekonomian
dengan berbagai faktoryang
memengaruhinya. Hasil analisis
akan memperkuat keputusan bagi
pengambil kebijakan, dalam hal ini
pemerintah dan otoritas yang terkait
baik fiskal maupun moneter.

Sementara Master by Research,
adalah pembelajaran dengan
memberikan tugas kepada
mahasiswa untuk mempelajari materi
kuliah secara mandiri. Tujuannya



agar dapat mengimplementasikan
konsep yang sudah diperoleh untuk
diterapkan dalam pelaksanaan
penelitian. Penelitian ini dilakukan
untuk mendukung penyelesaian tugas
akhir danrekognisi keilmuan baik di
tingkat nasional, maupuninternasional
terhadap riset mahasiswa melalui
publikasiilmiah.

Mahasiswa ASN Fungsional Perencana
yang tergabung dalam kelas
Program Beasiswa Pusbindiklatren
Kementerian PPN/Bappenasjuga
aktif melakukan penelitian bersama
dosen dalam hibah penelitian,

baik yang didanai oleh Perguruan
Tinggi USK (PNBP) dan Dikti (DRPM).
Mahasiswa juga aktif ikut konferensi
internasional untuk diseminasi

hasil penelitian. Hasil penelitian
bersama dosen ini mahasiswa
mampu melahirkan publikasi
dijurnal bereputasi terindeks
Scopus, prosiding Scopus, dijurnal
terakreditasinasional diSinta 2,
serta buku referensi hasil penelitian.
Hasil publikasiini tingkatannya
sudah melebihi yang diwajibkan,
yaitu dijurnalinternasional atau di
jurnal nasional terakreditasi nasional
minimal Sinta 3.

Metode inimendukung kompetensi
ASN perencanayang berkualitas
secara keilmuan dan dapat
meningkatkan kinerja ASN yang lebih
baik sebagai analisator perencana
yang handal. Analisator perencana
yang memiliki kemampuan dibidang
keilmuan danriset akan lebih mampu
menguasai perubahanzaman

yang terjadi dalam perekonomian
dibarengi dengan pengembangan
teknologiyang pesat.

DUKUNGAN FASILITAS

Proses kegiatan perkuliahan
diselenggarakan di gedung Fakultas
Ekonomi dan Bisnis USK, Kampus
Darussalam, Banda Aceh. Kegiatan
perkuliahaninijuga difasilitasi
pustaka, laboratorium komputer
daninternetyang dapat digunakan

oleh mahasiswa setiap harikerja.
Asrama mahasiswa, masjid, musala,
beberapa kantor kas bank, Kantor
Pos, dan kafetaria tersedia di sekitar
kampus. Toko alat-alat tulis dan pasar
harian berada di depan pintu masuk
kampus. Selainitu, tersediajuga
tempat-tempat duduk outdooryang
dapat digunakan mahasiswa dalam
berdiskusi, belajar bersama, dan
mengerjakan tugas dengan suasana
yang nyaman.

PEMANFAATAN TEKNOLOGI,
INFORMASI, DAN KOMUNIKASI (TIK)
Salah satu fungsi TIK dalam
pendidikan di Prodi MIE USK adalah
penyediaan koneksiinternet, fasilitas
perangkat keras, perangkat lunak, dan
jaringan komputer yang merupakan
hal penting dalam mendukung proses
administrasi dan perkuliahan. Koneksi
internet disediakan dalam bentuk
wifidaninternetinternal. Setiap
mahasiswa dan dosen pengajar
memiliki akun email khusus dari USK.

TIK juga diterapkan untuk mendukung
administrasi pembelajaran. Jenis data
yang diakses melaluijaringan meliputi
datakemahasiswaaan, rencana studi
(KRS), jadwal mata kuliah, nilai mata
kuliah, transkrip, lulusan, absensi
kehadiran, dosen dan pegawai,
keuangan, inventaris, perpustakaan,
danlainnya. TIK juga diterapkan
untuk mendukung administrasi
publikasi, penelitian dan pengabdian
mahasiswa.

MAHASISWA DAN LULUSAN
Mahasiswa yang diterima di Prodi
MIE USK dari berasal dariberbagai
kalangan. Calon mahasiswayang
akan mendaftar kuliah di MIE USK
merupakan lulusan S-1dan D-4 dari
semua disiplinilmu. Kelas terdiri
darikelasreguler, non-reguler,
serta kelas kerja sama (kerja

sama dengan Pusbindiklatren
Kementerian PPN/Bappenas dan
kerja sama dengan Pemda). Untuk
kelas karyasiswa Pusbindiklatren
Kementerian PPN/Bappenas, calon

SIMPUL PERENCANA

mahasiswa melakukan pendaftaran
melaluiinstansi masing-masing
yang menerima penawaran dari
Pusbindiklatren Kementerian PPN/
Bappenas.

Tahap pertama adalah seleksi berkas
administrasi. Setelah dinyatakan

lulus administrasi olehinstansi
masing-masing dan Pusbindiklatren
Kementerian PPN/Bappenas, calon
mahasiswa dapat mengikuti tahapan
seleksiselanjutnya, yaitu Tes Potensi
Akademik (TPA). Setelah lulus tahap
kedua, selanjutnya mengikuti Test

of English for Foreign Language
(TOEFL). Kedua tes tersebut yang
diselenggarakan oleh Pusbindiklatren
Kementerian PPN/Bappenas. Setelah
dinyatakan lulus TOEFL maka calon
mahasiswa akan ditempatkan ke
universitas sesuai persyaratan dan
pilihan.

Selanjutnya, prodijuga melakukan tes
wawancara dengan calon mahasiswa
yang ditempatkan di MIE USK.
Tujuannya adalah untuk memperoleh
informasilebih lengkap tentang
calon mahasiswa, mengetahui
tujuan, visi dan misi mengikuti
perkuliahan, komitmen, danrencana
penelitianyang akan dilakukan.
Setelah dinyatakan lulus wawancara,
mahasiswa melaksanakan masa
studi sesuaidengan MoU antara
Pusbindiklatren Kementerian PPN/
Bappenas dan FEB USK, yaitu
selama 3 semesteratau 18 bulan.
Mahasiswa menyelesaikan masa studi
dandinyatakan lulus oleh USKyang
ditandai dengan menerima transkrip
nilai danijazah. Proses selanjutnya,
Pusbindiklatren Kementerian PPN/
Bappenas melakukan pengembalian
pascastudike instansi masing-
masing. Selama proses studi, baik
dari prodi maupun Pusbindiklatren
Kementerian PPN/Bappenas,
melakukan monitoring dan evaluasi
secara berkala untuk memastikan
karyasiswa menjalani studi dengan
baik danlancar.
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Sesuai kurikulum MIEUSK|
program kerja sama ini diharapkan
menghasilkan ASN Perencana di

bidangilmu ekonomiyang berkualitas,

mampu menerapkan ilmunya dalam
menunjang pembangunan, mampu
melakukan penelitianilmiah yang
bermanfaat, dan dapat diterapkan
dalam penyelesaian masalah
ekonomi, mampu menghadapi
persaingan global, meningkatkan
pengabdian kepada masyarakat,
serta mampu membangunjaringan
kerjasama dalam danluar negeri.
Lulusan akan diberikan gelar Magister

E ! :}' UNI

Sains Ekonomi (M.Si). Namun,

seiring keluarnya Peraturan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset,

dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022,
lulusan Prodi MIE diberikan gelar M.E.

Prodi MIE USK sangat bangga

dapat meluluskan karyasiswa ASN
Perencana tepat waktu. Lulusan
terbaik dengan sebutan “Pujian”
untuk angkatan 2021 diraih oleh Athari
Maurilla dan Dedhy Sugiharjo dengan
IPK penuh 4. Prestasinya bukan hanya
di akademik, tetapijuga dibidang
riset yang didanai USK dan Dikti.

Seluruh karyasiswa angkatan 2021
lulus 100% tepat waktu dalam masa
tiga semester.

KONTAK PRODI MIE USK

Jikaingin mengetahuilebih lanjut
terkait Prodi MIE USK,; silakan
menghubungi narahubung

kami, yaitu Cut Mayusni, S.E.
(082363268566) dan Elly Yana Putri,
S.E.(085261390997).

[Penulis: Dr. Suriani, S.E., M.Si/
Koordinator Prodi MIE USK]
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GAMBAR 3. Wisudawan Karyasiswa Angkatan 2021 di depan Biro Rektorat
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PETROLEUMSPACE:

SEBUAH PENDEKATAN ALTERNATIF DALAM
MEMAHAMI FENOMENA KEKOTAAN DI WILAYAH
EKSTRAKTIF MINYAK DAN GAS BUMI'

— -

MONUMEN PUMPING UNIT

PT. PERTAMINA = ASSET 4

L S EIELD CEPU

Monumen PumpingUnit-di-CepukabupatenBlorg—————————————
SUMBER: Dokumentasi Pribadi (26 Oktober 2021)

ABSTRAK

Makalah ini menjelaskan tentang konsep petroleumspace atau ruang-migas yang dikonstruksi dari
pengembangan konsep petroleumscape dari Carola Hein menggunakan teori produksi ruang dari Henri
Lefebvre. Dengan menggunakan kasus wilayah ekstraksi minyak dan gas bumi di Cepu sebagai proses
urbanisasi meluas (extended urbanization), kerangka teoretis urbanisasi keplanetan (planetary urbanization),
pendekatan pengembangan teori abduktif, dan konteks negara Indonesia sebagai negara berkembang, konsep
petroleumspace yang dibangun menghasilkan kekhususan sebagai unsur perkotaan kapitalis yang samar
(blurred capitalist urban fabric) pada skala privat dalam bentuk ruang-migas yang kabur, dualistis, dan (non)
enklave, dan pada skala umum atau global berupa ruang-migas yang terkoneksi global namun (tidak)terkoneksi
secara lokal. Studiini berimplikasi pada riset komparatif dan induktif, kebijakan perkotaan yang lebih adil,
seimbang dalam satu terminologi: kekotaan (the urban).

Kata kunci: urbanisasi keplanetan, urbanisasi meluas, unsur perkotaan, petroleumscape, industri ekstraktif
migas, Indonesia

"Makalah merupakanringkasan sebagian dan disertasi “Fenomena Kekotaan pada Wilayah Ekstraktif Miryak dan Gas Bumi: Petroleumspace dan Strategi Spasial
Megaradi Cépu, Indonesia™ Program Daokiof lmu Arsitektur dan Perkotaan Universitas Diponegoro Takun 2023
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PENDAHULUAN

Penelitian ini didorong oleh fenomena
wilayah ekstraktif kapitalis sebagai
proses urbanisasi berupa formasi
kota tambang, transformasilanskap
dan kehidupan pedesaan menjadi
perkotaan yang cepat, globalisasi
khususnya aliran ke dan dari wilayah
ekstraktif, dan arena kontestasi
politik dan perjuangan sosial. Dengan
menggunakan pendekatan urbanisasi
keplanetan (planetary urbanization)
(Brennerdan Schmid, 2011, 2015;
Merrifield, 2013), urbanisasi tidak
hanya pada pertumbuhan kota atau
aglomerasi perkotaan saja, tetapijuga
melampauinya, termasuk kawasan
pertambangan minyak dan gas

bumi. Industri ekstraktif sepertiini
merupakan bagian dari fenomena
multiskala sepertirantai nilai global,
sektor strategis nasional, tata kelola
nasionalisme dan neoliberalisme,

dan penciptaan masalah lokal seperti
kesejahteraan, kutukan sumber daya
alam, pengangguran, dan CSR. Untuk
itu, penelitian ini dimaksudkan untuk
menghasilkan pengetahuan baru
dalam memahamiurbanisasi pada
wilayah ekstraktif minyak dan gas
bumisebagai proses danrelasi, tidak
hanya untuk entitas geografi, melalui
konsep unsur perkotaan (urban fabric)
serta melibatkan proses politik dan
sosial.

Dalam debat terakhir, urbanisasi
keplanetan sebagai kerangka kerja
yang heterodoks, terbuka, dan
fleksibel, sebagaiinspirasiteoretis,
dan dengan mempertimbangkan
kritik teori perkotaan pasca kolonial
(Schmid, 2018) dapat digunakan pada
penelitian empiris. Dalam penelitian
ini, pendekatan urbanisasi keplanetan
digunakan untuk pemahaman baru
tentang kekotaan pada aktivitas yang
dianggap sebagainon-perkotaan di
luar wilayah kota seperti pariwisata,
perkebunan, kehutanan, kelautan,
pertambangan, termasuk minyak

dan gas bumiuntuk mengungkap
pola (patterns) danjalur (pathways)
urbanisasi meluas.

Tujuan penelitian iniadalah untuk
menjelaskan pemahaman baru
tentang proses urbanisasidi

wilayah belakang sebagailanskap
operasional hulu-tengah industri
minyak dan gas bumi menggunakan
pendekatan urbanisasi keplanetan.
Pertanyaan penelitian yang digunakan
adalah, Bagaimana memahami
fenomena kekotaan dan proses
urbanisasi pada wilayah yang
dipersepsikan dan dikonsepsikan
umumnya sebagai rural di wilayah
belakang, yang secara khusus dikenal
sebagai penghasil dan industri hulu
minyak dan gas bumi? Bagaimana
mengungkap proses pembentuk
dan bentuk hasil proses urbanisasi
tersebut sebagairuang perkotaan
kegiatan hulu-tengah minyak dan gas
bumisecara khusus dengan konteks
Indonesia?

KERANGKA TEORETIS URBANISASI
KEPLANETAN DAN KERANGKA
KONSEPTUAL URBANISASI MELUAS
PADA WILAYAH EKSTRAKTIF
MINYAK DAN GAS BUMI

Dalam memahamikekotaan, asumsi
ontologis sebagai aspek filosofis
dalamriset inimenggunakan
ontologiberjenjang dimana

realitas sosial dibagi menjaditiga
tingkat, yaitu empiris, aktual, dan
real. Ontologiinimenghargai serta
tidak mendiskriminasikan dan
bertentangan dengan ontologi

SIMPUL PERENCANA

‘Lain’ perkotaan seperti ontologi

flat, ontologi spasial, dan ontologi
sehari-hari. Memahami kekotaan
melalui urbanisasi keplanetan sebagai
pendekatan alternatif membutuhkan
reorientasi epistemologikekotaan
dalam tujuh tesis untuk merespons
krisis epistemologi kekotaan sebagai
unit spasial (Brenner dan Schmid,
2015).

Ketujuh tesis tersebut yaitu
kekotaan dan urbanisasi sebagai
kategoriteoretis, bukan objek
empiris; kekotaan sebagai sebuah
proses, bukan bentuk universal,
jenis permukiman atau unit spasial
berbatas; urbanisasi melibatkan
tiga momen konstitutif: urbanisasi
terkonsentrasi, urbanisasi meluas,
dan urbanisasi diferensial; unsur
perkotaan bersifat multidimensi;
urbanisasi menjadi keplanetan;
urbanisasi diungkap melalui berbagai
pola danjalur pembangunan tidak
seimbang; dan kekotaan adalah
proyek kolektif dimana potensinya
dihasilkan melalui apropriasidan
kontestasi.

Aliran teori urbanisasi yang digunakan
dalam penelitian iniadalah urbanisasi
keplanetan yang dibawa oleh Neil
Brenner dan Christian Schmid dan
menghargai teori perkotaan pasca
kolonial yang dibawa oleh Ananya Roy
dan Jennifer Robinson. Studiini
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tidak mengikuti teori perkotaan urban
land nexus oleh Scott dan Michael
Storper, danurban assemblage oleh
Collin McFarlane. Karena pendekatan
urbanisasi keplanetan adalah

salah satu teori kritis perkotaan,
penelitian ini memiliki sifat aksiologi
sarat nilai, emansipatif, mendorong
urbanisasialternatif, hak atas kota,
demokratisasi, dan kemungkinan dari
kondisi aktual.

Ada tiga teoriutama yang digunakan
dalam penelitianini. Pertama adalah
interpretasi ketiga karya Lefebvre
sebagaiteoriumum masyarakat
dalam ruang dan waktu (Schmid,
2014). Teori urbanisasiini tidak

hanya terdiri atas tiga dimensi
produksiruang: produksi material,
produksi pengetahuan, dan produksi
makna (Lefebvre, 1991), tetapijuga
melibatkan level kekotaan dan
bidang kekotaan. Kedua adalah teori
perkotaan pasca kolonial, dimana
teoritentang perkotaan dapat
dihasilkan darimana saja, dengan
kekhususan lokal sesuai dengan
konteks latar belakang politik,

sosial, dan budaya dibandingkan
generalisasi bentuk kota dan proses
urbanisasi (Robinson dan Roy, 2016;
Roy, 2014). Ketiga adalah konsep
petroleumscape sebagai konsep
tunggal meta spasial relasi antara
minyak dalam ruang (Hein, 2018,
2022)yang menggunakan trilogi
produksiruang Lefebvre, tetapi dalam
interpretasi yang berbeda.
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Memahami proses urbanisasi di
wilayah belakang sebagailanskap
operasional industri hulu-tengah
minyak dan gas bumi di Indonesia
menggunakan pendekatan
urbanisasikeplanetan adalah

untuk mengungkapkan fenomena
kekotaan dipetroleumscape
wilayah belakang. Pemahamanini
untuk menjelaskan kekhususan
ruang perkotaan wilayah belakang
minyak dan gas bumi sebagai debat
terakhir dalam pendekatan urbanisasi
keplanetan yang mendorong

riset empiris dalam konteks yang
berbeda-beda. Kekhususan
(specificity) dapat dicapai dengan
penjelasan pola danjalur urbanisasi
pada petroleumscape. Fenomena
kekotaan dipetroleumscape wilayah
belakang dideskripsikan melalui
kategori analisis esensi konstitutif
sebagaiurbanisasi meluas dilanskap
operasional wilayah belakang industri
minyak dan gas bumi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitianini menggunakan
bawang penelitian (research onion)
dari aspek filosofis hingga teknis
(Saunders, Lewis, dan Thornhill,
2019). Dalam aspek filosofis, studi
inimenggunakan realisme kritis
dimana dunia sosial yang diteliti
diasumsikan sebagai sistem terbuka
dan membagirealitas ke dalam

tiga level: empiris, aktual, danreal,
yang menganut mekanisme kausal
diantaralevelnya (Bhaskar,2008).

Dalam pengembangan teori, riset
inimenggunakan pendekatan
abduktif melalui tiga tahap. Langkah
pertama diawali dari redeskripsi teori,
penelitian empiris, dan penemuan
fakta-fakta yang mengejutkan.
Tahap kedua adalahjustifikasi
teoretis untuk fakta dantemuan

yang mengejutkan dengan teori

yaitu konsep petroleumscape (Hein,
2018) dan penggunaanrealisme

kritis sebagai posisi filosofis untuk
mengembangkan pengetahuan

baru dari pengetahuan sebelumnya.
Tahap ketiga adalah kesimpulan
berdasarkan fase pertama dan kedua.

Metode kualitatif digunakan

dalam studiini karena tepat untuk
menjawab pertanyaan ‘bagaimana’,
penjelasan hubungan sebab
akibat, dan pemahaman fenomena.
Strategi penelitian adalah studi
kasus dimana batas antara konteks
danfenomena kontemporer

tidak terbuktijelas (Yin, 2002).
Penelitianinimenggunakan horizon
waktu longitudinal-historis untuk
mengungkap pola danjalururbanisasi
dimana saat iniadalah fenomena
kontemporer dan menganalisis
secara historis mundur hingga
periode kolonial. Pengumpulan data
dalam studikasus menggunakan
wawancara, dokumentasi, dan
observasilangsung. Data dianalisis
menggunakan teknik sinkronis,
diakronis, analisis konten, dan
hubungan sebab akibat. Validitas
danreliabilitas dalam penelitian
dilaksanakan melalui konstruksi
validitas dalam pengumpulan data,
validitas internal dalam analisis
data, danvaliditas eksternal melalui
perbandingan dengan teori.

Risetinimenggunakan kriteria kasus
yang memenuhi fenomena empiris
dan memilih Cepu diantaralima
wilayah ekstraktif minyak dan gas
bumi dilndonesia karena memiliki
kemungkinan informasi paling kaya
(Flyvbjerg, 2011). Wilayah Cepu
terletak di Pulau Jawa, Indonesia



meliputi tiga wilayah kabupaten
(Blora, Bojonegoro, dan Tuban) dan
dua provinsi(Jawa Tengah dan Jawa
Timur) (lihat Gambar1). Fenomena
petroleumscape di Wilayah Cepu
meliputi enam wilayah kerja minyak

dan gas bumiyaitu Jawa Bagian Timur,

Blok Cepu, Blok Tuban, Blok Alas
Dara Kemuning, Blok Randugunting,
dan Blok Blora sebagai unit analisis
dengan horizon waktu mundur ke
belakang dalam tiga kabupaten
tersebut.

PETROLEUMSPACE WILAYAH
BELAKANG DI CEPU SEBAGAI
FENOMENA KEKOTAAN
URBANISASI MELUAS

Wilayah Cepu sebagai fenomena
kekotaan urbanisasi meluas
dianalisis menggunakan kategori
analisis sebagai esensi konstitutif
(Brenner, 2019), khususnya untuk
tematik minyak dan gas bumi
sebagaifragmen terpisah. Analisis
sinkronis dan diakronis digunakan
dalam empat periode tata kelola
dan pengembangan dantatakelola
minyak dan gas bumi, yaitu periode
kolonial, periode transisi kolonial
ke pendudukan Jepang dan pasca
kemerdekaan, sentralisasinegara
dalam industri minyak dan gas bumi,
dan periode desentralisasidan
unbundling sektor hulu minyak dan

gas bumi serta menghasilkan delapan

jenis petroleumscape wilayah
belakang (lihat Chusaini, Buchori, dan
Setyono, 2023).

Bidang kekotaan (the urban field) dan
level kekotaan (the urban level) dapat
digunakan untuk mengidentifikasi
unsur perkotaan (urban fabric)
petroleumscape wilayah belakang

di Cepu. Dalam bidang kekotaan,
minyak sebagai nilai tukar bergeser
darinilai guna, serta diproduksi dari
hutan dan sawah. Petroleumscape
sebagaiunsur perkotaan kemudian
diproduksi. Bidang kekotaan juga
diindikasikan dari pergeseran

kota Cepu dari kota politik dan
perdagangan ke kota industri.

A

——
a W 15k
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GAMBAR 1. Orientasi Lokasi Penelitian

Pada level kekotaan, Wilayah Cepu
menjadi subordinat atau tempat
pertemuan antara kepentingan
global (permintaan minyak, kapital,
dan teknologi), dan kepentingan
politik dan sosial terhadap minyak.
Level kekotaanjuga diindikasikan
darikawasan pertambangan, apakah
dalam bentuk wilayah kerja, ladang
minyak, atau reservoir karbonat; dan
infrastruktur seperti sumur, fasilitas

produksi, jalur pipa, FSO, dan kilang
minyak yang memproduksi minyak
dan produk minyak untuk konsumsi
global atauumum. Level kekotaan
juga ditunjukkan dari perannegara
dalam mediasi pertemuan tersebut
melalui penetapan wilayah kerja,
pengadaan lahan, dan perizinan.

Dengan menggunakan Wilayah Cepu
sebagai studi kasus, konsep
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petroleumspace wilayah belakang
sebagairuang perkotaan dapat
direkonstruksi dengan mengelaborasi
teoriumum masyarakat dalam ruang
dan waktu Lefebvre dan konsep
petroleumscape Hein (lihat Gambar
2). Petroleumspace wilayah belakang
sebagairuang perkotaan dikonstruksi
kembali menggunakan tiga dimensi
teori produksiruang Lefebvre
(Lefebvre, 1991) untuk menciptakan
kekhususan (specificity) yang
tergantung pada tiap studikasus.
Ruang perkotaan harus dianalisis
melalui ruang dan waktu dalam
berbagai periode erayang diawali
denganinisiasi pertambangan minyak
bumi danindustri di sebuah teritori.
Ruang perkotaanjuga ditentukan oleh
transformasi pada level global atau
level umum dan transformasipada
level privat atau level sehari-hari dari
masyarakat.

Pola atau bentuk petroleumspace
wilayah belakang merupakan unsur
perkotaanyang membentang

lintas skala, dari tempat/situs, lokal,
regional, nasional hingga global
dalam berbagai bentuk manifestasi.

Transformas! Leval GlobhaliGanaral Waktu
— e
PRODUKSI e * PRODUKSI
Transformasi Level Urban MATERIAL PENGETAHUAN
prrr——— . Femoleumssace P - -- . -
Iiks las] " Wilayah Belakang /' Kekhususan
| Perambangan dan ) ssbagai Ruang | Ruang-Migas:
Industrialisasi Migas .~ Perkotaan Pala dan
& Jalur y
1 PRODUKS]! MAKNA
fsssssssssssasad
— e
Transformasd Level Privat/Seharl-horl Waktu

GAMBAR 2. Konsep Petroleumspace Wilayah Belakang sebagai Ruang Perkotaan dari Totalitas Produksi
Material, Produksi Pengetahuan dan Produksi Makna

dominasilinear (Paiva, 2020), dan
destruksi kreatif dengan regulasi
teritori, urbanisasi diferensial melawan
homogenisasi petroleumspace
(Brennerdan Schmid, 2015),
pergeseran tata kelola hulu minyak
dan gas bumi dari bundling ke
unbundling, dan apropriasi sosial dan
politik lokal dalamindustri migas.

Bentuknya berupa disjunct fragment
urbanisasi yang dapat dideteksi dari
hulu seperti sumur, tapak sumur,
jalur pipa, dan fasilitas produksi

ke tengah sepertitankerdanFSO,
dan hilir seperti kilang minyak yang
memproduksi untuk konsumsidan
industri. Jalur atau proses yang
menghasilkan petroleumspace
kontemporer atau saat ini sebagai
fenomena kekotaan ditentukan oleh
faktor dan waktu sepertibagaimana
pergeseran apropriasi siklis ke

Bentuk atau pola spesifik
petroleumspace wilayah belakang
di Cepu adalah fenomena empiris

GAMBAR 3. Pertambangan Minyak Tradisional di Wonocolo Kabupaten Bojonegoro
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in-between. Polanya adalah unsur
perkotaan kapitalis yang samar
(blurred capitalist urban fabric)
dengan dua karakteristik. Pertama
adalah teritori perusahaan migas
(non) enklave pada skala tempat dan
sehari-hari. Petroleumspace dalam
apropriasi sosial dan memiliki tenaga
kerjaformal daninformal. Kedua
adalah splintering infrastructure
yang secara global terkoneksi tetapi
secara lokal (tidak) terkoneksi. Hal ini
ditunjukkan olehjalur pipa danrute
tanker sebagai premium network
space, tetapidilapangan, masyarakat
setempat memiliki apropriasi
terhadap ladang minyak marjinal
dalam bentuk pertambangan minyak
tradisional yang terkontestasi. Dua
sisi tekanan ini dapat menentukan
unsur perkotaan yang samar
sebagaifenomenareal, seperti
aktivitas ekonomiantara formal
daninformal, kepentingan antara

GAMBAR 4. Pompa Angguk di Nglobo Kabupaten Blora
SUMBER: Dokumentasi Pribadi (18 September 2021)

global-neoliberalisme dan lokal-
nasionalisme, kekuasaan dan
kewenangan antara sentralisasi dan
desentralisasi, dan perencanaan
antara sektoral dan terintegrasi.

Apropriasi sosial dan politik lokal
menentukan kekhususan proses
ataujalur petroleumspace wilayah
belakang di Cepu. Petroleumspace
diWilayah Cepu terkonvergensi dari
homogenisasike unsur perkotaan dan
pembagian kerja diferensial. Hal ini
juga melibatkan rekognisi danregulasi
pemerintah pusat pada masyarakat
setempat dalam apropriasi minyak
bumiberbentuk pertambangan
minyak tradisional pada sumur-sumur
tua denganresistansinya danregulasi
yang permisif. Pelibatan pemerintah
daerah dalam apropriasiini adalah
melalui Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) yang berusaha di bidang
migas di era desentralisasi.

KESIMPULAN

Studiinitelah menjelaskan
pemahaman kekotaan dan urbanisasi
diwilayah ekstraktif minyak dan
gas bumi wilayah belakang melalui
kategori analisis esensi konstitutif
sebagaipetroleumspace dalam
bentuk unsur perkotaan global
dan mengalami proses urbanisasi
meluas disertai dengan determinasi
lokal, kontradiksi, serta perjuangan
politik dan sosial dalam ruang dan
waktu. Petroleumspace sebagai
ruang abstrak merupakan proses
homogenisasiindustri kapitalis
dimediasi oleh negarayang
mengerosi kehidupan pedesaan,
namun menghasilkan proses dan
bentuk spesifik yang kontradiktif
denganruang homogenyang
dominan. Petroleumscape
menghasilkan “perbedaan” yang
diekspresikan melalui kontestasi
ruang dalam hal peran sosial
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GAMBAR 5. Tangki Penyimpanan Minyak Mentah di Mudi Kabupaten Tuban
SUMBER: Dokumentasi Pribadi (26 Februari 2022)

masyarakat dalam usaha untuk
mengapropriasi minyak sebagai
sumber kehidupan dan kesejahteraan
melalui pekerjaan berdasarkan
sumber daya alam di sekitarnya

dan politik lokal melalui perjuangan
mendapatkan dana bagi hasil migas
dan pelibatan BUMD untuk mengelola
lapangan minyak.

Penelitianini berkontribusi pada
teorisasi urbanisasi keplanetan
dengan mengungkapkan poladan
jalur spesifik urbanisasi meluas
(Schmid et al., 2018) khususnya
pada teritori ekstraksi minyak dan
gas bumi dalam konteks Indonesia
dan merekonstruksi konsep
petroleumscape (Hein, 2018,2022) di
wilayah belakang sebagai fenomena
kekotaan. Studiini berkontribusi
pada konsep baru ruang minyak

dan gas bumikarena kerangka kerja
pendekatan urbanisasi keplanetan
bersifat terbuka, heterodoks, dan
fleksibel untuk dapat diaplikasikan
dalam berbagai kerangka konsep,
skala, dan tempat dengan berbagai
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latar belakang politik dan budaya.
Kedua, konsep petroleumscape
dapat direkonstruksi pada wilayah
belakang yang dipersepsikan

dan dikonsepsikan bukan
perkotaan menjadikonsep baru
petroleumspace sebagaifenomena
kekotaan.

Implikasi penelitianini setelah
pengungkapan kekhususan konsep
perbedaan (difference) untuk
petroleumspace sebagaifenomena

kekotaan di Wilayah Cepu. Pertama
mendorong studi komparatif global
untuk teritori, tema dan skala tertentu.
Kedua mendorong penelitian induktif
dengan menggunakan kerangka kerja
yang sama untuk menghasilkan teori.
Studiinijuga mendorong kebijakan
yang adil dibawah istilah kekotaan
dan hak atas perbedaan dimana

hak masyarakat dan pemerintah
daerah untuk mengakses manfaat
darisumber daya alam untuk
berkelanjutan.
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PELATIHAN FUNGSIONAL AHLI PERTAMA:
PINTU PERTAMA MENGENAL FUNGSIONAL

PERENCANA

Kementerian PPN/
Bappenas

PELATIHAN FUNGSIONAL PERTAMA
PUSBINDIKLATREN BAPPENAS

Palembang. 15 Agustus - 30 Seplg

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SRIWLIAYA

Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama adalah pintu pertama bagi seorang perencana untuk dapat
memahami dasar-dasar tugas dan fungsijabatan fungsional perencana. Dengan mengikuti pelatihan ini,
perencana mendapatkan sudut pemahaman baru, termasuk kompetensi, keterampilan, dan sikap yang

Pada16 Agustus hingga 30
September 2022, saya mengikuti
Pelatihan Fungsional Perencana

Ahli Pertama, Angkatan |. Kegiatan
pelatihanini diselenggarakan atas
kerja sama antara Pusat Pembinaan,
Pendidikan, dan Pelatihan Perencana
(Pusbindiklatren) Kementerian
PPN/Bappenas dengan Program
Pascasarjana Universitas Sriwijaya.

Pelatihan Fungsional Perencana

Ahli Pertama Angkatan lini
berlangsung selama tujuh minggu dan
dilaksanakan secara daring. Kegiatan
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diperlukan seorang perencana.

pelatihan diikuti oleh 24 peserta
dari berbagaiinstansi, termasuk
Kementerian PPN/Bappenas,
Kementerian Pertanian, Pemerintah
Kota Pangkalpinang, Pemerintah
Kabupaten Bangka Tengah, Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan, Pemerintah Kabupaten
Bungo, dan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.

Tujuannya untuk meningkatkan
kompetensi kognitif, keterampilan,
dan sikap sebagaiperencana
profesional. Setiap perencana

diharapkan dapat menjunjung tinggi
nilai-nilai Pancasila, profesionalitas,
akuntabilitas, sinergitas, transparansi,
inovasi, orisinalitas, dan kredibilitas
dalam menjalankan tugas, fungsi, dan
kegiatan sehari-hari, baik di dalam
maupun diluarinstansi perencana.

KURIKULUM DAN MATA

DIKLAT PELATIHAN

Struktur Kurikulum Pelatihan
Fungsional Perencana Ahli Pertama
terdiri atas dua bagian, yaitu
muatan inti dan muatan lokal.
Muatan inti meliputi 75% darijumlah



keseluruhan sesi, yang mencakup
kelompok bidang kompetensi teknik
perencanaan, spesifik ekonomi,
spesifik sosial, spesifik spasial, studi
kasus, dan uji kompetensi. Muatan
lokal mencakup 25% darijumlah sesi,
yang terdiri darilatihan perencanaan,
keterampilan penunjang, dan topik
khusus.

Dalam materi kompetensi teknis
perencanaan, kami diarahkan

untuk memahami dasar-dasar
perencanaanyang terkait dengan
sistem kebijakan publik tingkat dasar,
sistem perencanaan pembangunan
tingkat dasar, sistem pengelolaan
pembangunan tingkat dasar, sistem
pemantauan pembangunan tingkat
dasar, sistem evaluasi pembangunan
tingkat dasar, kepemimpinan
tingkat dasar, teori dan konsep
dasar perencanaan, serta etika
perencanaan tingkat dasar.

Salah satu materiyang mencolok
bagisaya adalah contoh Sistem
Pengelolaan Pembangunanyang
disampaikan oleh Leonard V.H.
Tampubolon. Beliau menyampaikan
bahwa sistem pengelolaan
pembangunan adalah tata

cara perumusan hal-halyang
direncanakan, pelaksanaanrencana,
pengendalian pelaksanaan, evaluasi
pasca kebijaksanaan, dan program-
program pembangunan untuk
periode waktu jangka panjang (20
tahun), menengah (5 tahun), dan
tahunan (1tahun). Sistem ini bertujuan
untuk mewujudkan penyelenggaraan
pembangunanyang berencana,
bertahap, dan berkelanjutan, dengan
tujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

Ada lima hal yang perlu diperhatikan
dalam sistem pengelolaan
pembangunan, yaitu perumusan
rencana pembangunan, penyusunan
anggaran pembangunan,
pelaksanaanrencana pembangunan,
pengendalian dan pengawasan
pembangunan, serta evaluasi hasil

pelaksanaan pembangunan. Hal ini
sangat relevan dengan pekerjaan
saya di Bappeda Pemerintah Provinsi
Bangka Belitung, dimana saya terlibat
dalam penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan
serta dalam penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Materiinimemberikan pemahaman
awal tentang konsep dasar sistem
pengelolaan pembangunan, yang
sangat penting dalam pekerjaan saya,
terutama dalam menentukan sektor
unggulan dan potensidaerah.

Dalam bidang kompetensi spesifik
ekonomi, kami diarahkan untuk
memahami perkembangan kondisi
global dan potensi daerah kami.
Kamibelajar tentang ruang lingkup
ekonomi, indikator ekonomi,
pengukuran ekonomi, potensidan
kebutuhan daerah, potensidan
pemanfaatan sumber daya daerah,
perdagangan, dan kerja sama
antardaerah.

Salah satu pembahasan yang menarik
adalah pengukuran indikator ekonomi
makro, mikro, dan daerah serta
interpretasinya. Materiini sangat
dekat dengan latar belakang saya
sebagailulusan fakultas ekonomi.

Salah satu materiyang sangat
menarik bagi saya adalah pengukuran
Indikator Ekonomi Makro-Mikro dan
Daerah (Analisis Sektor Basis dan
Ketimpangan Pembangunan) yang
disampaikan oleh Imam Asngari. Ini
paling menarik bagi saya, karena
dalam pembahasan tersebut terdapat
konsep Location Quotient (LQ) dan
Dynamic Location Quotient (DLQ).

Konsep tersebut memberikan
pemahaman baru tentang cara
menilai spesialisasi daerah

dalam sektor ekonomi tertentu
dibandingkan dengan daerah lain atau
sektor lain dalam kategoriyang sama.
Halini sangat relevan untuk pekerjaan
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saya karena kami perlu mengetahui
potensiekspordaerah.

Sebagai daerah yang sektor
pertambangannya merupakan
salah satu penyumbang terbesar
pertumbuhan ekonomi, penting
bagi kamiuntuk mencari alternatif
sektorlainyang dapat mendukung
pertumbuhan ekonomi daerah.
Melalui pemahaman yang lebih
mendalam tentang konsep ini,

saya memahamibahwa penentuan
sektorunggulan dan potensial harus
didukung oleh analisis yang tepat,
termasuk LQ dan DLQ), serta analisis
sektor basis yang dilakukan dalam
bentuk analisis runtun waktu (time
series/trend).

Dibidang kompetensi spesifik

sosial, kami diarahkan untuk
memahami manfaat dan nilai sosial
daripembangunan daerah serta
dampaknya, baik yang positif maupun
yang negatif. Materi yang kami pelajari
mencakup paradigma perencanaan
pembangunan sosial, kebudayaan,
masalah-masalah sosial, partisipasi,
keswadayaan, kelembagaan lokal,
kemiskinan, proses perencanaan
dalam pembangunan sosial,
pemberdayaan masyarakat, dan
pengembangan komunitas hingga
identifikasi masalah dan kebutuhan.

Salah satu pembahasanyang
menarik adalah Proses Perencanaan
dalam Pembangunan Sosial yang
disampaikan oleh Dadang H.
Purnama. Di sini, saya memahami
bahwa kekuatan perencanaan
pembangunan sosial terletak pada
kemampuannya untuk melibatkan dan
memobilisasi masyarakat. Artinya,
perencanaan tidak hanya dilakukan
dengan membuat konsep saja,
tetapijuga harus mampu melibatkan
masyarakat dalam mendapatkan
masukan dan pelaksanaannya.

Proses perencanaan pembangunan

sosial melibatkan identifikasi masalah,
penilaian kebutuhan, pengembangan
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tujuan dan sasaran, strategi alternatif,
serta evaluasi untuk mencapai tujuan
dan sasaran tersebut. Selanjutnya,
perencanaan melibatkan penyusunan
rencana detail untuk pengembangan
strategi dan program yang konkret,
serta pengawasan dan evaluasi untuk
rekomendasi tahap berikutnya. Materi
inimemberikan wawasan baru tentang
pentingnya melibatkan masyarakat
dalam perencanaan pembangunan
sosial.

Dalam bidang kompetensi spesifik
spasial, kami diarahkan untuk
memahami konsep spasial dalam
perencanaan pembangunandan
bagaimana memastikan bahwa
pembangunan tepat sasaran.
Materi yang kami pelajarimencakup
pemahaman tentang ruang sebagai
sumber daya, tata ruang wilayah dan
kota, sertaisu-isutataruang.

Salah satu materiyang menarik adalah
tentang Ruang Sebagai Sumber

Daya (Konsep dan Daya Dukung
Ruang dan Karakteristik Ruang) yang
disampaikan oleh Iskhaqg Iskandar.
Materiinimemberikan pemahaman
tentang bagaimana seorang
perencana harus mempertimbangkan
berbagai skenario pembangunan

dan perencanaan untuk pengambilan
keputusanyang tepat.
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Pembangunan yang melibatkan

tata ruang memiliki dampak yang
sangat luas padalingkungan dan
masyarakat. Oleh karenaitu, penting
untuk mempertimbangkan dengan
cermat konsekuensi dari keputusan
perencanaan tata ruang.

STUDI KASUS DAN UJI KOMPETENSI
Dalam pelatihanini, kami diharapkan
memahami setiap materi bidang
kompetensi dengan baik. Setiap
sesimateri bidang kompetensi
diakhiridengan studikasus dan uji
kompetensi. Kami diwajibkan untuk
mengevaluasi standar nilai tertentu
agar dapat lulus dalam Pelatihan

Fungsional Perencana Ahli Pertamaiini.

Pada pelaksanaan studikasus,
peserta pelatihan diberi tugas
yang harus diselesaikan baik
secaraindividu, maupun dalam
kelompok kecil. Setelahitu, kami
mempresentasikan isu-isu masalah
strategis yang terkait dengan mata
diklat yang telah kami pelajari kepada
pengajar mata diklat dan peserta
kelompok lain. Halini dilakukan
untuk meningkatkan pemahaman

tentang aplikasi teori, konsep, proses,

metode, dan teknik perencanaan
dalam konteks kasus nyata.

Uji kompetensi terdiri dari dua jenis
soal ujian, yaitu pilihan ganda dan
esai. Soal-soal tersebut berkaitan
dengan mata diklat yang telah kami
pelajari sebelumnya. Pelaksanaan
uji kompetensiini dilakukan secara
daring melalui situs web Sipena
dan diawasi melalui platform Zoom
oleh pengawas. Hasil penilaian uji
kompetensi dapat dilihat secara
langsung setelah ujian selesai,
sehingga terbuka dan valid.

TUGAS AKHIR PAPER KELOMPOK
Pada minggu terakhir, kami
ditugaskan untuk membuat paper
terkait dengan materiyang telah
kami pelajari. Saya berada dalam
kelompok 4 bersama dengan Burhan
Prasetyo Utomo, Erni Kesuma,

Jelita Sari Wiedoko, Kartika Ratna
Sari, dan Sintia Handayani. Kami
membahas topik spasial dengan
judul “Penanganan Kawasan Kumuh
Melalui Pemerataan Air Bersih Kota
Pangkalpinang”. Topik ini sangat
relevan dengan permasalahan
penggunaan ruang kota yang terbatas
dan masalah pelayanan air bersih
yang sering dihadapi di perkotaan
Indonesia.

Proses pembuatan paper dimulai
dengan penentuanisu strategis

yang menjadi topik kami terkait
permasalahan spasial yang dihadapi
diKota Pangkalpinang. Tingginya
tingkat permukiman kumuh dikota

ini adalah dampak daribeberapa
aspek penataanruang yang belum
mencapai standarideal. Oleh karena
itu, kolaborasi antara berbagai
pemangku kepentingan dalam
penyediaanregulasi, infrastruktur,
dan peningkatan kapasitas sumber
daya manusia sangat diperlukan untuk
mengatasi permasalahan perumahan
dan permukiman kumuh.

Paper kamimencakup berbagai
analisis kualitatif, seperti analisis
pohon masalah, analisis pohon
tujuan, analisis USG, analisis



program pemerataan penyediaan

air bersih melalui kaidah SMART,
analisis kerangka kerja logis, analisis
pemangku kepentingan, analisis peta
stakeholder, analisis THIS, analisis
keuangan dan ekonomi, analisis
sosial, budaya danlingkungan, serta
analisis risiko dan mitigasirisiko.
Meskipun penelitian ini dilakukan
dalam waktu singkat dan tidak
melibatkan kunjunganlapangan, kami
menyadari bahwa penelitianinihanya
merupakan langkah awal. Penelitian
lebih mendalam yang melibatkan
surveilapangan akan diperlukan
untuk membuat kebijakan yang lebih
konkret.

EFEKTIVITAS PELATIHAN

Meskipun dilaksanakan secara
daring, pelatihan inimerupakan
langkah awal yang penting bagi kami
untuk meningkatkan kompetensi
sebagai perencana ahlipertama.
Saya, yang baru berkarier satu tahun
sebagai perencana, merasa sangat
terbantu dengan pelatihanini dalam
memahami dasar-dasar tugas dan
fungsi seorang perencana.

Selama pelatihan, saya merasakan
perkembangan dalam pemahaman
tentang perencanaan, terutama
karena interaksi dengan peserta
pelatihan lainnya yang berasal
dariberbagaiinstansi dan tingkat
pemerintahan. Interaksilintas instansi
inimemberikan wawasan baru tentang
kondisi di tingkat pusat maupun
daerah. Semua peserta pelatihan aktif
dan antusias dalam pembelajaran.
Pengajar mata diklat yang kompeten
berkontribusi dalam diskusiyang
intens. Ini adalah bukti bahwa
pelatihaniniberdampak positif pada
pemahaman materi mata diklat dan
memungkinkan kamiuntuk berbagi
ide dan gagasan lintas sektor.

KESAN DAN PESAN

Selama Pelatihan Fungsional
Perencana Ahli Pertama, saya
mendapatkan pengalaman
berharga, pengetahuan baru, dan

membangun hubungan dengan
rekan-rekan dariberbagaiinstansi
dan daerah. Saya merasa beruntung
telah diberi kesempatan untuk
menjadi perwakilan pesertadan
menyampaikan kesan dan pesan
selama pelatihan.

Walaupun pertemuan secara daring,
hubungan antar peserta tetap terasa
kuat. Meski tidak bertemu langsung,
pelatihan ini tetap memberikan
kesanyang baik bagisaya. Saya

juga menghargai banyaknyailmu
pengetahuan baru yang saya peroleh
terkait perencanaan. Interaksi
antarpeserta saat mengerjakan tugas
kelompok menjadi pengalaman

yang berharga. Karena kami dapat
berbagi cerita, bercanda, dan berbagi
pengalaman dengan rekan-rekan dari
berbagaiinstansi.

Saya berharap agar kamitetap
berkomunikasi setelah pelatihan
selesai, karena kamitelah
membangun hubungan yang positif
selama tujuh minggu pelatihanini. limu
yang kami peroleh selama pelatihan
masih terbatas, dan kamimenyadari
bahwa pembelajaran lebih lanjut
diperlukan. Oleh karenaitu, kami
berharap untuk terus belajar bersama
danberbagi pengetahuan dimasa
depan. Kamipercaya bahwa akan ada
kesempatan lain untuk bertemu dan
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belajar bersama, baik dalam bentuk
pertemuan, seminar, atau pelatihan
lainnya.

Terakhir, kamiingin mengucapkan
terima kasih kepada Pusat
Pembinaan, Pendidikan, dan
Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren)
Bappenas dan Program Pascasarjana
Universitas Sriwijaya atas
penyelenggaraan pelatihan ini. Kami
juga berterima kasih kepada pengajar,
tim Master of Training, dan seluruh

tim panitia yang telah berkontribusi
dalam menyukseskan pelatihanini.
Terima kasih atas pelayanan dan
dukunganyang diberikan. Kami
berharap untuk bertemu lagi dalam
pelatihan dan kegiatan berikutnya.
Semoga pelatihanini dapat
memberikan manfaat yang besar bagi
perkembangan profesionalisme kami
sebagai perencana.

PROFIL PENULIS

Toni Maulana merupakan Perencana
Ahli Pertama pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
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EVALUASI PELAKSANAAN

PROGRAM STRATEGIS PUSBINDIKLATREN SEBAGAI ENABLER
PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Foto: freepik.com (repro)

ULASAN PROGRAM

nasional adalah aspek penting dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi para Pejabat Fungsional

P elaksanaan program strategis oleh Pusbindiklatren sebagai enabler dalam proses perencanaan pembangunan

Perencana. Evaluasiinimemberikan gambaran tentang pencapaian dan tantangan yang dihadapi oleh
Pusbindiklatren dalam menjalankan peran kunci tersebut.

PENDAHULUAN

Pusbindiklatren, selaku Pembina
Jabatan Fungsional Perencana
secaranasional, memiliki peran
sentral dalam pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan (diklat)
bagiJabatan Fungsional Perencana
(JFP). Halinimerupakan elemen
penting dalam mendorong
perencanaan pembangunan yang
optimal. Pusbindiklatren berperan
sebagaienableryang membantu
meningkatkan kapasitas setiap
individu Pegawai Negeri Sipil (PNS)
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melalui program Pendidikan S-2,
S-3, serta berbagai pelatihan terkait
perencanaan pembangunan.

Saatini, dengan kondisilingkungan
strategis yang semakin kompleks,
sumber daya manusia (SDM)
perencanaan pembangunan

dengan kapasitas dan kompetensi
berkualitas tinggi sangat diperlukan
oleh berbagai kementerian, lembaga,
dan daerah (K/L/D) dalamrangka
mendukung VisiIndonesia 2045.

Kementerian PPN/Bappenas, sebagai
Instansi Pembina Pejabat Fungsional
Perencana, memiliki tanggung jawab
untuk melaksanakan pembinaan
berdasarkan standar kompetensi
yang telah ditetapkan. Upaya
peningkatan kompetensi dilakukan
melalui berbagai mekanisme seperti
pendidikan, pelatihan, sertifikasi,
magang, coaching, mentoring, dan
sebagainya. Diharapkan bahwa
upaya pendidikan dan pelatihanyang
diberikan akan berdampak positif
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PENDAHULUAN

Pusbindiklatren, selaku Pembina
Jabatan Fungsional Perencana
secara nasional, memiliki peran
sentral dalam pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan (diklat)
bagiJabatan Fungsional Perencana
(JFP). Hal inimerupakan elemen
penting dalam mendorong
perencanaan pembangunanyang
optimal. Pusbindiklatren berperan
sebagaienableryang membantu
meningkatkan kapasitas setiap
individu Pegawai Negeri Sipil (PNS)
melalui program Pendidikan S-2,
S-3, serta berbagai pelatihan terkait
perencanaan pembangunan.

Saat ini, dengan kondisilingkungan
strategis yang semakin kompleks,
sumber daya manusia (SDM)
perencanaan pembangunan

dengan kapasitas dan kompetensi
berkualitas tinggi sangat diperlukan
olehberbagai kementerian, lembaga,
dandaerah (K/L/D) dalam rangka
mendukung VisiIndonesia 2045.

Kementerian PPN/Bappenas, sebagai
Instansi Pembina Pejabat Fungsional
Perencana, memilikitanggung jawab
untuk melaksanakan pembinaan
berdasarkan standar kompetensi
yang telah ditetapkan. Upaya
peningkatan kompetensi dilakukan
melalui berbagai mekanisme seperti
pendidikan, pelatihan, sertifikasi,
magang, coaching, mentoring, dan
sebagainya. Diharapkan bahwa
upaya pendidikan dan pelatihanyang
diberikan akan berdampak positif
pada pelaksanaan tugas pejabat
fungsional perencana di seluruh
wilayah nasional.

SEKILAS CAPAIAN PROGRAM
STRATEGIS PUSBINDIKLATREN
Pusbindiklatren telah menjalani
berbagai evolusi dalam hal tugas,
fungsi, serta kelembagaannya.
Pusbindiklatrenjuga telah mengambil
berbagai tindakan termasuk

menjadi pembina fungsional
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GAMBAR 1. Pusbindiklantren melaksanakan pembinaan JFP

perencana pembangunan. Lebih
dari10.244 individu telah menjadi
alumni dari berbagaiprogram
beasiswa pendidikan yang telah
diselenggarakan sejak masa
Overseas Training Office (OTO)
padatahun 1984 hingga masa
Pusbindiklatren (2002-saat ini).

Sementaraitu, program pelatihan
telah memberikan manfaat kepada
sekitar 21.871individu. Pendanaan
untuk program-program tersebut
berasal dariberbagai sumber,
termasuk rupiah murni, hibah,
pinjaman, dan cost sharing dari
berbagaiK/L/D.

Pusbindiklatren telah menjalankan
fungsi pembinaan JFP melalui
pelaksanaan uji kompetensi,
sosialisasi, fasilitasi, dan penyusunan
berbagaikebijakan terkait pembinaan
JFP. Pelaksanaan Uji Kompetensi JFP
diberbagaitingkatan menunjukkan
kesuksesan dengan capaian kelulusan
mencapai 200%. Pusbindiklatren
juga memberikan pendampingan
berupa bimbingan teknis (bimtek)

JFP kepadal9instansiK/L/D, serta
melakukan penilaian terhadap 227 JFP
selamatahun2022.

Pemanfaatan teknologiinformasi
juga telah menjadibagian dari
upaya Pusbindiklatren sebagai
sarana pendukung proses Pelatihan
Fungsional Perencana. Beberapa
aplikasi seperti Sikeren, Sipena,
Sintesa, dan Simdiklat telah
dikembangkan untuk memfasilitasi
penilaian Angka Kredit (AK)

JFP, penyediaan bahan/modul
pembelajaran melalui Learning
Management System (LMS), serta
mengelola data pengajar dan peserta
pelatihan. Selainitu, Pusbindiklatren
juga berperan dalam pertukaran
informasi terkait pembangunan
melalui publikasi seperti Majalah
Simpul Perencanaan, The Journal of
Sustainable Development Planning
(JISDeP), Jurnal Perencanaan
Pembangunan (JPP), dan Bappenas
Working Papers (BWP). Pemanfaatan
media sosial juga dilakukan secara
maksimal untuk menyebarluaskan
program dan kegiatan strategis
yang terkait dengan pembinaan dan
pelatihan JFP.

Pusbindiklatren juga aktif dalam
program evaluasi, pengembangan,
dan kerja sama terkait diklat secara
berkesinambungan. Hal ini dilakukan
dengan tujuan untuk terus
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memperkuat kapasitas fungsional
perencana secara nasional. Upayaini
mencakup pengembangan modul
kurikulum, pelaksanaan On-the-Job
Training (OJT), pengembangan kerja
sama hibah luar negeri, kerja sama
antarinstitusi pelaksanaan diklat, serta
pendanaan program pelatihan.

CATATAN UNTUK PENGEMBANGAN
PROGRAM STRATEGIS
PUSBINDIKLATREN KE DEPAN

Selain beberapa pencapaian di

atas, tentu saja masih ada beberapa
catatan penting yang perlu
diperhatikan untuk pengembangan
program strategis Pusbindiklatren ke
depannya.

1. Pemetaan Modul Pembelajaran
Modul pembelajaran perlu
ditinjau ulang untuk memastikan
relevansinya dalam praktik kerja.
Modulyang tidak relevan harus
direvisi atau dihapus, sementara
yang diperlukan perlu diperkuat.

2. Pendalaman atau Refreshment
Program pelatihanyang lebih
mendalam atau “refreshment”
perlu dipertimbangkan untuk JFP
diberbagaitingkatan (AhliMuda,
AhliMadya, dan AhliUtama) agar
mereka tetap mempertahankan
kapasitas sesuai dengan standar
kompetensi ditingkat masing-
masing.

3. EvaluasiKinerja JFP
Evaluasikinerja JFP di berbagai
tingkatan perlu dilakukan untuk
mengukur kontribusi mereka
dalam proses perencanaan
pembangunan. Hal ini
dapat melibatkan indikator
sepertilndeks Perencanaan
Pembangunan danIndeks
Kualitas Kebijakan.
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EVALUASI KINERJA JFP DI
BERBAGAI TINGKATAN
PERLU DILAKUKAN UNTUK
MENGUKUR KONTRIBUSI

MEREKA DALAM
PROSES PERENCANAAN
PEMBANGUNAN.”

4. Optimalisasi Pengelolaan
Beasiswa
Pusbindiklatren perlu memahami
tren pengelolaan beasiswa
pendidikan melaluiLembaga
Pengelola Dana Pendidikan
(LPDP) dan memprioritaskan
program pelatihanyang
memberikan dampak maksimal
pada perencanaan nasional.

GAMBAR 2. Program beasiswa Pusbindiklatren Bappenas
SUMBER: Dok. Trippcons
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5. Pengembangan Knowledge
Management
Pengembangan strategi
knowledge management
yang lebih baik, termasuk
pengelolaan pengetahuan
eksperimental (tacit knowledge),
dapat memperkuat kapasitas
internal dan kemampuan inovasi
Pusbindiklatren.

6. Pemetaan Kebutuhan
Pendidikan
Pusbindiklatren dapat
memberikan usulan kebutuhan
peningkatan jenjang pendidikan
JFP berdasarkan prioritas nasional
yang mendukung RPJPN dan
RPJMN. Hal ini dapat berkontribusi
pada pengelolaan beasiswa
pendidikan.

7. BudayaOrganisasidan
Corporate University
Upaya untuk mengembangkan
budaya organisasiyang siap
bersaing dan melayani publik
secara optimal harus terus dijaga
melalui program pengembangan
kompetensi terbaik dan
pengelolaan pengetahuanyang
efektif.

Evaluasiinimenjadilandasan

penting untuk pengembangan
program-program Pusbindiklatren

ke depan, sehingga perencanaan
pembangunan nasional dapat
memanfaatkan SDM perencana

yang berkualitas secara maksimal.
Selainitu, peran Pusbindiklatren
sebagai enabler dalam prosesini akan
semakin terbukti signifikan.

PROFIL PENULIS

Prahesti Pandanwangi merupakan
Perencana AhliMadya pada
Pusbindiklatren Kementerian PPN/
Bappenas. =
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TANYA-JAWAB

| JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

Sumber: Klinik ASN Perencana Mei-Juli 2023

e
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TEMA: UJIKOMPETENSI JABATAN
FUNGSIONAL PERENCANA

PERTANYAANT:

Apakah peserta uji kompetensi
Jabatan Fungsional Perencana harus
ASN yang berasal dari Bappeda
saja? Saya, saat ini berada dibidang
distribusi dan berusia 45 tahun
dengan Pangkat Penata Muda
Tingkat |, Golonganlil/b.

Jawaban:

Didalam ketentuan untuk mengikuti
uji kompetensi, terdapat persyaratan
usia, di manauntuk perencana
ahlipertama dan muda, yaitu lima
tahun sebelum pensiun. Artinya,
pengangkatan ke dalam Jabatan

80~

Fungsional Perencana Ahli Pertama
dan AhliMuda maksimal pada usia
53 tahun. Adapun untuk Jabatan
Fungsional Perencana AhliMadya,
artinya pengangkatan maksimal
dilakukan pada usia 55 tahun. PNS
yang dapat mendaftar ujikompetensi
tidak hanya berasal dari Bappeda,
melainkan dapat berasal dari seluruh
unit kerja yang memiliki tugas terkait
perencanaan pembangunan.

PERTANYAAN 2:

Apakah seorang analis perencana
dengan Pangkat Penata Golongan
lll/c, jika mengikuti uji kompetensi
pada bulan setelah Juli2023 atau
2024 maka mengikuti jenjang apa?

INFO JFP

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan
Menteri PANRB Nomor1Tahun 2023,
perpindahan antarjabatan darijabatan
pelaksana ke jabatan fungsional akan
pindah ke jenjang ahlipertama.

PERTANYAAN 3:

Saya pernah mendapatkanundangan
uji kompetensi pada awal 2023 dan
sudah melakukan pemberkasan.
Namun, syarat Penetapan Angka
Kredit (PAK) Tahun 2022 belum
dipenuhi sehingga sampai sekarang
saya belum dipanggil uji kompetensi.
Saat ini PAK Tahun 2022 sudah ada.
Apakah saya perlu mengirimkan
berkas dari awal?

VOL. 46 - TAHUN 20 - AGUSTUS 2023



Jawaban:
Cukup mengirimkan kekurangannya
saja, yaitu PAK Tahun 2022.

TEMA: KENAIKAN PANGKAT/
KENAIKAN JENJANG JABATA
FUNGSIONAL PERENCANA

Dengan adanya Peraturan Menteri
PANRB Nomor 1Tahun 2023 terkait
jenjang jabatan fungsional yang
dapat dipilih oleh jabatan fungsional
umum atau jabatan pelaksana,
apakah perpindahan jabatan harus
ke Jabatan Fungsional Perencana Ahli
Pertama atau saya dengan Pangkat
Penata Tingkat | Golonganlll/d,
sudah bisa mengikuti uji kompetensi
Jabatan Fungsional Perencana Ahli
Muda?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan
Menteri PANRB Nomor 1Tahun
2023, perpindahan antarjabatan
darijabatan pelaksana ke jabatan
fungsional akan pindah ke jenjang

BERENEANA

ahlipertama. Namun, pada Peraturan
BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Angka Kredit, Kenaikan Pangkat,

dan Jenjang Jabatan Fungsional.
Ketika sudah diangkat ke jenjang ahli
pertama, selanjutnya apabila yang
bersangkutan akan dipertimbangkan
untuk naik jenjang jabatan ke ahli
muda sesuai dengan pangkat
golonganruang yang dimilikinya,
harus memenuhiketentuan sebagai
berikut:

e palingsingkat 1(satu) tahun dalam
jenjangjabatan ahlipertama;
memiliki predikat kinerja minimal
baik;
tersediakebutuhan; serta
mengikuti dan lulus uji
kompetensi.

Manakah yang harus saya lakukan
terlebih dahulu, naik pangkat atau
naik jenjang jabatan fungsional?
Saat ini posisi saya Pangkat Penata
Tingkat |, Golonganlil/d, JFP Ahli
Muda melalui jalur penyetaraan.

SIMPUL PERENCANA

Angka Kredit (AK) saya 300
(konvensional).

Jawaban:

Anda harus naik jenjang jabatan
dulu ke AhliMadya, selanjutnya

baru naik pangkat. AK konvensional
sebesar 300, jika dikonversikan

ke sistem Integrasi, menjadi100
AK. Untuk dapat mengikuti uji
kompetensi JFP AhliMadya, minimal
AKyang harus dimilikiadalah 180 AK
(sistemintegrasi). Apabila AK sudah
memenuhi syarat 200 dan telah lulus
uji kompetensi maka Anda dapat
diangkat ke jenjang ahlimadya.
Setelahitu, Anda baru mengajukan
kenaikan pangkat ke pangkat
pembina golongan|V/a.

TEMA: FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL PERENCANA

Saat ini posisi saya, Pangkat Penata
Tingkat |, Golongan|ll/d, jabatan
fungsional umum di bagian program
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dan perencanaan sejak 2021. Di
dinas kami belum tersedia anjab
fungsional perencana dan masih
dalam penyusunan formasi untuk
disahkan oleh Kementerian PANRB.

Apakah saya bisa mengikuti uji
kompetensi JFP Ahli Muda sementara
belum tersedia formasi JFP di OPD
kami? Formasi JFP sudah ada, tetapi
ortala kami sedang mendistribusikan
formasi JFP ke OPD-OPD yang
belum tercukupi.

Jawaban:

Anda tidak dapat mengikuti uji
kompetensi Jabatan Fungsional
Perencana jika formasijabatan
fungsional perencana belum disahkan
oleh Kementerian PANRB melalui
e-formasi. Sertifikat uji kompetensi ke
depannya memiliki masa berlaku dua
tahun.

TEMA: TUNJANGAN
Sebagai perencana ahli pertama,

pada SK tunjangan fungsional
saya sebesarRp325.000,- dan

Bilhajhusni

Wicdha-Ditjen FPT...
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masih berlaku sampai sekarang.
Sementara dalam Peraturan
Presiden Republik Indonesia
Nomor 97 Tahun 2022 tentang
Tunjangan Jabatan Fungsional
Perencana untuk ahli pertama
adalah sebesar Rp540.000. Apa
yang harus kami lakukan untuk
penyesuaian tersebut? Karena saat
dikonsultasikan dengan bagian
keuangan kami, informasinya
menunggu penyesuaian otomatis di
aplikasi pembayaran gaji.

Jawaban:

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris
Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Sekretaris
Utama Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 4
Tahun 2022 tentang Penerapan
Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 97 Tahun 2022
tentang Tunjangan Jabatan Fungsional
Perencana, tunjangan dibayarkan
sesuai dengan ketentuanyang
mengatur tata cara pembayaran
dalamrangka pelaksanaan APBN dan/
atau APBD.

Kelasjabatan fungsional perencana
diinstansi pusat dan daerah adalah
pertama didelapan, muda disepuluh,
madya di dua belas, utama diempat
belas. Oleh karenaitu, penyesuaian
tunjangan fungsional harus

mengikuti ketentuan yang berlaku
sesuai peraturan yang mengatur
pembayaran gaji.

[Penulis: Roseiga Retno Anggarani/
Staf Pokja PP-JFP Pusbindiklatren]
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MAGANG SEBAGAI UPAYA PEMBENTUKAN

KARAKTER DAN INTEGRITAS

agang merupakan
proses singkat
untuk meningkatkan

kompetensi dan kepuasan
kerja aparatur. Namun, sering
kali fokus pada aspek teoretis
tanpa memperhatikan
pembentukan karakter dan
integritas. Perlu dicari solusi
dengan mengintegrasikan
konsep magang yang
mempromosikan karakter
berintegritas.
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PENGANTAR

Selamaini, konsep magang sering
kali hanya difokuskan pada aspek
pragmatis, dimana peserta magang
terjebak dalam rutinitas yang

tidak memberikan pengetahuan
atau keterampilan yang memadai.
Sebaliknya, mereka lebih sering
terlibat dalam tugas-tugas yang tidak
sesuai dengan harapan awal mereka
saat mengikutimagang.

Keterbatasan waktu dan
fleksibilitas mentor dalam
mentransfer pengetahuan dan
nilai-nilai kepemimpinan seringkali
menghambat pencapaian
kompetensiyang diharapkan dari
pesertamagang. Pertanyaannya
adalah, dalam konteks sulitnya

mencapai kompetensi, apakah
program magang dapat diharapkan
untuk membentuk faktor kunci

lain yang sangat diinginkan dalam
seorang abdinegara, yaituintegritas?

Tujuan utama dari setiap program
magang, terutama bagi Aparatur
Sipil Negara (ASN), setidaknya

dapat diringkas dalam dua hal:

(1) meningkatkan pengetahuan

dan keterampilan praktis dalam
menjalankan tugas mereka serta (2)
meningkatkan motivasi dan kepuasan
kerja. Sayangnya dalam literatur yang
ada, jarang sekali terdapat upaya
untuk menghubungkan program
magang dengan pembentukan
karakter berintegritas dan
pencegahan korupsi. Padahal, setiap



tanggung jawab yang diemban oleh
seorang ASN memiliki potensi untuk
memunculkan motivasi atau tindakan
koruptif, terutama melalui sistem
pembimbingan dan mentoring yang
intens dalam program magang,
dimana mereka berdiskusi tentang
tugas, target, dan kompetensiyang
perlu ditingkatkan.

Pembentukan karakter berintegritas
melalui program magang adalah hal
yang sangat penting, terutama dalam
konteks mewujudkan lingkungan
pemerintahan yang transparan, jujur,
dan berkeadilan. Artikel singkat

ini akan memberikan gambaran
tentang langkah-langkah yang dapat
diterapkan dalam program magang,
khususnya diinstansi pemerintah yang
memiliki fokus pada Wilayah Bebas
Korupsi.

KERANGKA PIKIR

Tujuan akhir dari program magang

bervariasi diberbagaitingkat, mulai

dari siswa pendidikan menengah
hingga mahasiswa, praktisi, atau

ASN. Untuk kalangan yang lebih

dewasa, program magang harus lebih

berperan dalam membentuk karakter
dan kebiasaanyang baik. Oleh karena
itu, beberapa rumusan masalahyang
perlu dipecahkan dalam artikel ini:

1. Bagaimana merumuskan sistem
program magang yang efektif
dalam membentuk mental yang
jujurdan berintegritas?

2. Apasajafaktor-faktoryang perlu
diperkuat dalam pelaksanaan
program magang agar
mendorong perkembangan
karakteryang beranidan teladan,
sertamencegah tumbuhnya
budaya korupsi dilingkungan
tugas mereka?

KORUPSI SEBAGAI BUDAYA
Korupsi dalam semua aspeknya,
tidak memiliki konotasi positif,
baik dalam etimologi, terminologi,

maupun dalam berbagai perspektif
yang terkait. Secara harfiah, korupsi
merujuk pada perbuatanyang secara
nyata menghasilkan dampak negatif,
seperti perilaku jahat, tercela, atau
kebejatan moral. Korupsi mencakup
tindakan penyuapan dan berbagai
bentuk ketidakjujuran. Dalam konteks
linguistik, korupsijuga dapat merujuk
pada perubahan kata atau frasa yang
tidak tepat dalam suatu kalimat.*

Robert Klitgaard mendefinisikan
“corruption is the abuse of public
power of private benefit” (korupsi
adalah penyalahgunaan kekuasaan
publik untuk keuntungan pribadidan
golongan). Uniesco Courier (1996)
mendefinisikan korupsi sebagai
tindakan penyimpangan jabatan
publik demi keuntungan pribadi dan
golongan. Korupsi adalah masalah
dunia, yang dibeberapanegara
banyak dijumpai di tingkatan lokal,
daritingkat daerah hingga tingkatan
elit. Sebagai contoh, menurut sebuah
penelitian di Jepang, jumlah pegawai
pemerintah provinsi 3 kali lipat jumlah
pemerintah pusat, tetapi tindak
pidana korupsiyang dilaporkan 15
belas kalilipat dari jumlah pejabat
(dengan 4 kalilipat diantaranya
ditangkap).?

Tindakan korupsi bisa tumbuh dari
hal-hal sederhana dengan tujuan
awal yang sederhana pula. Namun,
halitu kemudian menjadi kebiasaan
yang diwariskan melalui sistem
pemerintahan yang hierarkis. Dalam
pelayanan publik, korupsi sering

kali muncul dalam bentuk tidak
memberikan pelayanan, penundaan
layanan, pelanggaran prosedur
(baik karena tekanan atau inisiatif),
keberpihakan, penyalahgunaan
wewenang, permintaan uang, barang,
ataufasilitas, serta diskriminasi.

Potensi terjadinya korupsijuga
dipengaruhi oleh berbagai faktor,

Tim Peniulis, Pendidikan Anti-Korupsl Untuk Pargurvan Tinggl, (Jakarta: Kemandikioud, 2011), hal 121
Robert Klitgaard, Ronald Maclean-Abaroa, dan Lindsey Pamis, Penuntut Pemberantas Korups! dalam Pemenintah Diaerah, (lakana: Dea Grafis, 20020, hal 1

SIMPUL PERENCANA

termasuk sistem atau proseduryang
rentan dan tidak transparan, nilai-nilai
yang salah, tradisi dan kebiasaan
yang dianggap wajar, serta kondisi
lingkungan yang mendorong perilaku
koruptif.

Salah satu faktor eksternal yang
dapat memengaruhikorupsiadalah
pendapatan pegawai. Penelitian
menunjukkan bahwa tingkat gaji
pegawaiberpengaruh terhadap
tingkat korupsi di pemerintahan
daerah. Namun, pengaruh ini

bisa bersifat positif atau negatif,
tergantung pada kepuasan individu
terhadap pendapatannya. Selainitu,
perilaku koruptif seringkali dipicu oleh
anggapan pribadibahwa pendapatan
mereka saat ini tidak mencukupi,
bahkan jika pendapatannya
sebenarnya sudah tinggi.

MAGANG DAN INTEGRITAS

Kegiatan magangidentik dengan
waktuyang terbatas. Sementara
pembentukan karakteryang
berintegritas membutuhkan

waktu yang cukup lama. Tentu sulit
menemukan metode palingideal agar
pelaksanaan magang bagiaparatur
negara mampu meningkatkan tidak
hanya pengetahuannya saja,
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melainkan juga tumbuhnya karakter
berintegritas yang akan dilanjutkan di
tempat penugasan.

Berikut beberapa upaya yang dapat

dilakukan dalam waktu yang singkat.

1. Kesadaran: Fokus pada
peningkatan kesadaran peserta
magang terhadap nilai-nilai
integritas. Upaya ini bertujuan
untuk menggugah sisiemosional
pesertamagang agar mereka
memahami pentingnya integritas
dalam pekerjaan mereka.

2. Komitmen: Tunjukkan komitmen
dengan memberikan tanggung
jawab dan wewenang yang
membanggakan bagipeserta
magang. Inidapat membantu
mereka merasa memiliki peran
yang penting dalam organisasi.

3. Kepemimpinan: Mendorong
terbentuknya kepemimpinan
yang baik dengan memberikan
contoh danteladanyang positif.
Kepemimpinanyang baik dapat
memotivasi peserta magang
untuk meningkatkan diri.

4. Integritas Diri: Membangun
integritas diri melalui pembiasaan
karakteryang baik dan penguatan
nilai-nilai integritas. Pembiasaan
ini dapat terus berkembang di
tempat kerja setelah magang
selesai.

Magang, merupakan salah satu
metode non-klasikal yang wajib
diberikan kepada setiap bagi
aparatur. Khususnya, yang sedang
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berproses memperkuat pondasi
integritasnya, sehingga tidak hanya
pengetahuan atau keterampilan
yang didapat, tetapijuga tumbuhnya
karakter berintegritas yang sangat
dibutuhkan saatini.

Penentuanlokasi magang yang
mampu dan kuat dari segi teori/
implementasi serta memiliki
komitmen bersama untuk penegakan
integritas pegawai menjadi kunci
penentu hasil akhir dari proses
pelaksanaan magang. Proses asah,
asih, dan asuh harus berjalan seiring
terutama untuk lebih memahami
karakter pelaksana magang, sehingga
saat dilakukan evaluasi akan nampak
perubahanyang terjadiantara
sebelum dan setelah dilaksanakannya
magang.

[ Implementation }—-[ Rale Model ]

Jika hasil akhir tidak memuaskan,
pembentukan karakter perlu
dibentuk kembali melalui penegasan
darisisiinternal pegawai, baik
melalui perubahan penugasan atau
rotasi penugasan. Salah satu poin
dalam siklus magang yang perlu
ditambahkan untuk menumbuhkan
dan menilai karakter peserta magang
adalah role playing.

Kegiatan ini akan dirahasiakan dari
peserta dengan menempatkan
peserta pada kondisi-kondisi
khusus yang akan menguji
kejujuran, konsistensi tindakan, dan
pengambilan keputusan dalam
waktu yang singkat. Pengujian secara
bertahap dalam tempo-tempo dan
kondisi penugasan tertentu akan
memberikan gambaran secara utuh
bagaimana karakter yang dimiliki
pesertamagang.

Selainitu, penting juga untuk
memperhatikan desain dan
penempatanyang tepat

dalam program magang untuk
menumbuhkan sikap antikorupsi.
Berikut beberapa prinsip yang perlu
dipertimbangkan dalam merancang
program magang yang efektif untuk
membentuk karakter antikorupsi.



Pembentukan nilai etika
Program magang harus memiliki
komponenyang kuat dalam
membentuk nilai-nilai etika,
sepertiintegritas, kejujuran,
akuntabilitas, transparansi, dan
keadilan. Ini dapat dicapai melalui
pelatihan, diskusi, dan studi
kasus.

Mentoring dan bimbingan
Mentoryang berpengalaman
dan berintegritas dapat
membimbing peserta magang
tentang pentingnya integritas
dalam kehidupan dan karier
mereka. Interaksirutin dengan
mentor dapat membantu peserta
magang mengatasi dilema etika.

Lingkungan kerja

etis dan transparan
Organisasiyang
menyelenggarakan program
magang harus menciptakan
lingkungan kerja yang etis dan
transparan. Transparansi dalam
pengambilan keputusandan
penyelesaian konflik harus
dikedepankan.

Proyek dan tugas relevan
Peserta magang harus diberikan
proyek dan tugas yang relevan
denganisu-isu korupsi. Dengan
demikian, mereka dapat
mengembangkan pemahaman
yang mendalam tentang korupsi
danupaya pencegahannya.

Pelatihan kesadaran antikorupsi
Pesertamagang perlu
mendapatkan pelatihan
kesadaran antikorupsiyang
dirancang khusus. Pelatihanini
dapat mencakup etika kerja,
konflik kepentingan, penggunaan
sumber daya yang bertanggung
jawab, dan prosedur pengaduan
yang benar.

SIMPUL PERENCANA
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6. Evaluasidanumpan balik
Program magang harus
memiliki proses evaluasiyang
terstruktur dan umpan balik
yang berkelanjutan kepada
pesertamagang. Inimembantu
mengidentifikasi keberhasilan,
tantangan, dan area perbaikan
terkait dengan pembentukan
karakter antikorupsi.

7. Kolaborasidenganlembaga
antikorupsi
Menijalin kemitraan dengan
lembaga antikorupsi dapat
memberikan sumber daya
tambahan dan pengetahuan
yangrelevan. Kolaborasi
semacam ini dapat meningkatkan
pemahaman peserta magang
tentangisu-isu korupsi dan upaya
pencegahannya.

SIMPULAN

Pembentukan karakter yangjujurdan
berintegritas memang memerlukan
waktu yang cukup lama dan
lingkungan yang mendukung. Oleh
karenaitu, dalam konteks kegiatan
magang, fokus utamanya adalah
mengurangi perilaku korupsi skala
kecil, yang sering disebut sebagai
“petty corruption.” Meskipun
frekuensi dan nilai dari korupsiini
mungkin kecil dibandingkan dengan

korupsi skala besar atau tersistem,
tetapi dengan membentuk karakter
berintegritas pada peserta magang,
diharapkan akan ada efek positif
dalamjangka panjang.

Upaya-upaya inimenciptakan
pondasiuntuk mengurangi korupsi
dan menciptakan ekosistemyang
mendorong generasi berikutnya
untuk menghindari perilaku korup.
Meskipun sulit menghilangkan korupsi
sepenuhnya, terutama dalam korupsi
politik atau korupsibesar-besaran
yang sudah tertanam dan terstruktur,
upaya kecil yang dimulai dari

tingkat terbawah dapat membantu
mengubah budaya secara perlahan.

Kegiatan magang menjadibagian
penting dalam proses inidan harus
terus meningkatkan kualitasnya.
Magang tidak hanya tentang
memberikan pengetahuan dan
pengalaman, tetapijuga tentang
memberikan contoh terbaik yang
dapat diadopsi oleh peserta magang
ditempat kerja mereka setelah
magang berakhir. Dengan caraini,
diharapkan bahwa peserta magang
dapat membawa perubahan positif di
lingkungan kerja mereka dan secara
bertahap memengaruhi sistem secara
keseluruhan.
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PELUANG DAN TANTANGAN DALAM
PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
PERENCANA MELALUI BLENDED LEARNING

Fot8¥rdebik com

alah satu permasalahan
utamadari
pengembangan

kompetensi ASN adalah
keterbatasan pemahaman
mengenai pengembangan
kompetensi. Sering kali hal
tersebut hanya diartikan
sebagai pendidikan dan
pelatihan klasikal yang
terkadang menyita waktu
dan kurang fleksibel. Dalam
konteks ini, metode blended
learning bisa menjadi salah
satu solusi yang menjanjikan.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasiinformasi,
bangsaIndonesia dihadapkan
pada berbagai tantangan untuk
mewujudkan Sumber Daya Manusia
(SDM) yang memiliki kompetensi
sesuai dengan standar. Aparatur
SipilNegara (ASN) merupakan unsur
utama sumber daya manusia dalam
birokrasiyang memiliki peran penting
dalam menentukan keberhasilan
penyelenggaraan pemerintah,
pembangunan, serta pelayanan
publik kepada masyarakat, baik
secaralisan maupun tulisan (Sawir,
2020).

Peningkatan kompetensi pegawai
menjadi salah satu aspek kuncidalam
pengembangan pegawaiyang
berkontribusi pada peningkatan
kinerja organisasi, yang pada akhirnya
mendukung pencapaian sasaran
strategis instansi pemerintah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
dengan tegas menyebutkan bahwa
ASN memiliki tanggung jawab untuk
memberikan layanan publik yang
profesional dan berkualitas kepada
masyarakat. Untuk menjalankan
amanahini, diperlukan ASN yang
memiliki kualitas dan kemampuan
yang baik, serta pembinaan profesi
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dan manajemen ASN yang terencana
dengan baik melalui penyusunan
rencana pengembangan kompetensi
pegawai.

Rencana pengembangan kompetensi
pegawai menjadi salah satu elemen
penting dalam mencapai keselarasan
kompetensi dengan tujuan
pembangunan. Hal ini diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun
2017 tentang manajemen Pegawai
Negeri Sipil (PNS), yang mewajibkan
adanyarencana pengembangan ASN
berbasis kompetensi. Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi (PANRB) juga
telah mengeluarkan Peraturan Menteri
PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Standar KompetensiJabatan Aparatur
Sipil Negara, yang meliputi standar
kompetensi berdasarkan kelompok
jabatan.

Dalam pengembangan kompetensi
ASN Perencana, diperlukan
perumusan strategi desain,
mekanisme, danrencana kerja
terperinciyang diwujudkan dalam
dokumen Rencana Pengembangan
Kompetensi SDM (Human Capital
Development Plan atau HDCP).
MelaluiHDCP, ASN Perencana
diharapkan mampu menjawab

arah pengembangan kompetensi
SDM ASN Perencana yang sesuai
dengan prioritas pembangunan
dan kebutuhaninstansinya masing-
masing.

KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI

Secara harfiah, kompetensiberasal
darikata “competence”, yang

berarti kecakapan, kemampuan,

atau wewenang (menurut kamus
Sutrisno, 2010). Dari segi etimologi,
kompetensi diartikan sebagai dimensi
perilaku keahlian atau keunggulan
yang memungkinkan seseorang
memiliki keterampilan, pengetahuan,
dan perilaku yang baik.
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Pemikiranini sejalan dengan
pandangan McClelland dalam
Sedarmayanti(2010), yang
mendefinisikan kompetensi
sebagaikarakteristik mendasar
yang dimiliki seseorang dan memiliki
dampak langsung pada kinerja yang
sangat baik. Dengan demikian,
kompetensi merupakan hal esensial
yang harus dimiliki oleh pegawai
untuk menyelesaikan pekerjaannya
secaramemadai. Tanpa adanya
kompetensiyang baik, seorang
pegawai akan kesulitan untuk
melaksanakan pekerjaannya sesuai
dengan standar yang ditetapkan.

Salah satu bentuk pengembangan
kompetensi adalah melalui
pendidikan dan pelatihan. Pendidikan
dapat dibagi menjadi dua cara,

yaitu pendidikan klasikal dan
non-klasikal. Pendidikan klasikal
berfokus pada proses belajar
mengajar di dalam kelas, sementara
pendidikan non-klasikal melibatkan
pembelajaran praktis ditempat kerja
(on-job training) atau pendidikan
diluarkelas. Salah satu metode
pendidikan non klasikal yang semakin
banyak digunakan, terutama setelah
pandemi COVID-19, adalah metode
pendidikan blended learning.

Pendidikan
HEELE]

BLENDED LEARNING DALAM
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Blended learning merupakanistilah
daribahasa Inggris, yang terdiri dari
dua suku kata yaitu blended dan
learning. Blended secara harfiah
dapat diartikan campurandan
learning berarti belajar. Beberapa
ahlimendefinisikan blended learning
sebagaiberikut.

a. Blendedlearning digunakan
sebagai solusimenggabungkan
beberapa metode pembelajaran
yang berbeda seperti kolaborasi
perangkat lunak, program
berbasis web, atau EPSS
(electronic performance support
system) (Valiathan, 2002)

b. Blendedlearning adalah sebuah
konsep pembelajaran hybrid
yang mengintegrasikan antara
pembelajaran klasikal di kelas
danelemen e-learning (Rooney,
2003)

Dari pendapat ahli di atas, dapat
diartikan blended learning adalah
metode pembelajaran atau
pendidikan yang mengombinasikan
pendidikan klasikal didalam kelas
dengan metode e-learning yang
didukung oleh kemajuan teknologi.
Blended learning dikenal juga dengan
istilah hybrid learning dan dapat
diilustrasikan sebagai berikut.

e-Learning

GAMBAR1. llustrasi blended learning



Berdasarkan waktu pelaksanaannya,

blended learning dibagi menjadidua

tipe, synchronous dan asynchronous.

1. Synchronous (sinkronus): yaitu
tipe pendidikan di mana pendidik
dan peserta didik berinteraksi
langsung satu sama lain dalam
kelas.

2. Asynchronous (asinkronus):
yaitu tipe pendidikan dimana
pengajar dan peserta didik tidak
berinteraksi secaralangsung
atautidak secara simultan. Pada
metode ini, pengajar dapat
menggunakan berbagai media
sebagai sumber pembelajaran,
sepertivideo, file dokumen,
atau sumber daya elektronik
lainnya, dan peserta didik dapat
mengaksesnya dalam rentang
waktu yang ditentukan.

PERMASALAHAN

Pengembangan kompetensi ASN
menghadapi permasalahan baik
darisisiinternal maupun eksternal
pemerintahan. Hasil kajian Lembaga
AdministrasiNegara (LAN)
memetakan paling sedikit lima
masalah pengembangan kompetensi
ASN dilndonesia. Salah satunya
adalah pengembangan kompetensi
yang masih diartikan secara sempit
sebagai pendidikan dan pelatihan
yang dilakukan secara klasikal.

Jabatan Fungsional Perencana
merupakan jabatan karier ASN yang
bertugas melaksanakan kegiatan
perencanaan pada unit kerja
tertentu. Sebagai ujung tombak
pembangunan, perencana memiliki
peran strategis untuk menentukan
arah pembangunan Indonesia.
Pengembangan kompetensi

ASN Perencana harus diarahkan

pada peningkatan kapasitas dan
kapabilitas SDM dalam proses
perencanaan, peningkatan sinergitas
perencanaan, perbaikan business
process, peningkatan kualitas
layanan publik, peningkatan kualitas
perencanaan, dan pada akhirnya pada
pencapaian prioritas pembangunan.

Foto: freepik.com

Blended learning dapat digunakan
sebagaisalah satu metode
pendidikan non-klasikal guna
meningkatkan kompetensi ASN
Perencana ditengah kesibukan
pekerjaan rutin. Pada tulisanini,
penulis mencoba membahas peluang
dantantangan dalam pengembangan
kompetensi ASN Perencana melalui
metode blended learning.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Pemanfaatan teknologi, seperti
melalui metode blended learning,
dapat dianggap sebagai pendekatan
pragmatis dalam pengembangan
kompetensi ASN Perencana. Namun,
ada sejumlah peluang dan tantangan
yang perlu diperhatikan.

Berikut beberapa peluang yang

menjanjikan untuk pelaksanaan

blended learning.

1. Peningkatan kuantitas output
peserta didik
Blended learning memungkinkan
pengadaan peserta didik
dalamjumlahlebih banyak
dibandingkan dengan pendidikan
klasikal di dalam kelas. Hal ini
memungkinkan penyelenggara
untuk menghemat anggaranyang
sebelumnya digunakan untuk
fasilitas fisik.

SIMPUL PERENCANA

2. Peningkatan kemandirian belajar
peserta didik
Blended learning mendorong
peserta didik untuk menjadi
lebih mandiri dalam belajar.
Mereka harus aktif mencari
dan menggunakan sumber-
sumberinformasi tambahan,
meningkatkan literasi digital, dan
mengasah keterampilan belajar
mandiri.

3. Fleksibilitas Waktu Pendidikan
Blended learning menawarkan
fleksibilitas dalam penjadwalan
pendidikan. Peserta didik
dapat mengakses materikapan
saja sesuai dengan waktu
yang mereka miliki, sehingga
memungkinkan mereka untuk
tetap menjalankan pekerjaan rutin
sehari-hari.

Namun, adajuga beberapa tantangan
yang harus dipertimbangkan demi
tercapainya tujuan blended learning.
1. Konektivitas internet yang tidak
merata
Kendalajaringaninternetyang
belum merata diberbagai
daerah dapat menjadihambatan
dalam mengikuti pembelajaran
secaradaring. Peserta didik dan
pengajar didaerah-daerah
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dengan akses internet yang
terbatas mungkin mengalami
kesulitan.

2. Kemahiran penguasaan
teknologi yang beragam
Tidak semua peserta didik dan
pengajar memiliki kemahiran
yang sama dalam menggunakan
teknologiinternet sebagai
media pembelajaran. Hal ini
dapat menghambat proses
pembelajaranyang efektif.

3. Kurangnya fokus dalam
pembelajaran daring
Peserta didik mungkin mengalami
kesulitan untuk tetap fokus dalam
pembelajaran daring karena
terbiasa dengan pendidikan
klasikal didalam kelas. Diperlukan
motivasi ekstra untuk tetap
berkomitmen dalam proses
pembelajaran.

4. Ketersediaan saranadan
prasarana yang optimal
Untuk fase asinkronus
(pembelajaran daring yang
tidak bersamaan), diperlukan
infrastrukturyang memadai,
seperti komputer dan akses
internet, agar peserta didik dapat
mengakses materi dengan baik.

KESIMPULAN, SARAN,

DAN REKOMENDASI
Pengembangan kompetensi ASN
Perencana adalah suatu tantangan
yang penting dalam memenuhi
kebutuhan sumber daya manusia
untuk mencapaisasaran strategis.
Blended learning merupakan metode
yang menawarkan peluang untuk
efisiensi penggunaan anggaran dan
peningkatan kualitas pendidikan.
Namun, untuk keberhasilan
implementasi blended learning,
diperlukan persiapanyang matang,
termasuk infrastruktur, kemahiran
pengajar, dan motivasi peserta didik.
Berikut inibeberaparekomendasi
untuk suksesnya pengembangan
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kompetensi ASN Perencana melalui

metode blended learning.

1. Pembangunaninfrastruktur
pembelajaran daring
Diperlukaninvestasi dalam
infrastruktur pendidikan daring,
termasuk akses internetyang
merata di seluruh wilayah dan
pengadaan perangkat komputer
yang memadai.

2. Pelatihan untuk pengajar
Pengajar perlu diberikan
pelatihan dalam penggunaan
blended learning, baik dari segi
teknologi maupun metodologi
pembelajaran daring.

3. Pengembangan materi
pembelajaran yang kreatif
Pengembangan konten

3. pembelajarandaringyang
menarik dan interaktif adalah
kunciuntuk menjaga keterlibatan
peserta didik.

Peningkatan keterampilan
belajar mandiri
Peserta didik perlu dibimbing

4. untukmengembangkan
keterampilan belajar mandiriyang
efektif, termasuk manajemen
waktu dan literasi digital.

Dengan persiapanyang matang

dan komitmen untuk mengatasi
tantangan, pengembangan
kompetensi ASN Perencana melalui
blended learning dapat menjadi salah
satu solusi cerdas dalam kondisi
perekonomian yang sedang berupaya
pulih pasca pandemi COVID-19.
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PELUANG DAN TANTANGAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
METODE NON-KLASIKAL

Foto: freepik.com

etiap ASN berhak
meningkatkan
kompetensinya, baik

dengan metode klasikal
maupun non-klasikal.
Meskipun metode non-
klasikal memiliki banyak
keuntungan, seperti
fleksibilitas waktu dan biaya
yang lebih efisien, terdapat
juga beberapa tantangan,
seperti minimnya motivasi,
sedikitnya akses terhadap
jalur non-klasikal, dan
kurangnya pengakuan formal.
Untuk mengatasi tantangan
ini, beberapalangkah
strategis perlu segera
dilakukan.
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SKEMA PENGEMBANGAN
KOMPETENSI

Setiap ASN memiliki hak dan
kesempatan untuk mengembangkan
kompetensi, begitulah bunyipasal
70 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Pengembangan kompetensibahkan
menjadi sebuah penghargaan

bagi ASN yang telah menunjukkan
kesetiaan, pengabdian, kecakapan,
kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi
kerja dalam melaksanakan tugasnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen
ASN, menjadi penguat untuk
penyelenggaraan pengembangan
kompetensi. Peraturan tersebut
membagi metode pengembangan

kompetensi menjadi dua, yaitu
klasikal dan non-klasikal.

Pengembangan kompetensi
klasikal dilakukan melalui proses
pembelajaran tatap muka didalam
kelas, seperti pelatihan, seminar,
kursus, dan penataran. Sementara
pengembanagn kompetensi
non-klasikal dilakukan melalui
pembelajaran e-learning, bimbingan
ditempat kerja, pelatihan jarak jauh,
magang, dan pertukaran antara PNS
dengan pegawai swasta.

Merespons hal tersebut, Lembaga
Administrasi Negara (LAN) membuat
peraturan turunan yang tertuang
dalam Peraturan LAN Nomor 10
Tahun 2018 tentang Pengembangan
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Kompetensi PNS. Peraturan

LAN tersebut mengaturtentang
penyelenggaraan pengembangan
kompetensi, mulai dari penyusunan
kebutuhan danrencana, pelaksanaan,

dan evaluasi pengembangan
kompetensi.

menjabarkan secararinci terkait
jenis-jenis jalur pengembangan
kompetensi dalam metode klasikal
dan non-klasikal seperti tersaji dalam
Tabel 1berikut.

Selanjutnya, pasal 28 dan 29
Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018

TABEL 1. Jalur Pengembangan Kompetensi

Pembimbingan
Pengembangan peningkatan kinerja
Pelatinan struktural kompetensiuntuk Goachin melalui pembekalan
kepemimpinan memenuhi kompetensi 9 kemampuan
kepemimpinan, mamecahkan
permasalahan,
Pembimbingan
i kinarja
Pengembangan peningkatan
kompetensiuntuk n;zl:é'u; :;iﬁf:l
Pelatihan Manajerial memenuhi kompetensi Mentaring J
teknis manajerial bidang pengalamandan
kerja. keterampilan dari orang
yvang lebih
berpengalaman.
Pengembangan
e kompetensi PNS yang
Itzen:g:tehsiuﬁ:k dilaksanakan dalam
. - i ; . bentuk pelatihan dengan
Pelatihan teknis memenuhi kompeatensi E-learning ;
i mengoptimalkan
penguasaan substantif .
bidang kerja penggunaanteknolog
informasi dan
kamunikas.
Pengembangan Proses pembelajaran
kompetensiuntuk secaraterstruktur
Pelatihan fungsional memenuhi kompetensi Pelatihan jarak jauh dengan dipandu oleh
bidang tugas yvang terkait penyelenggara pelatihan
dengan IF. secarajarakjauh.
ok i Penugasan/penampatan
" . kompetensi untuk .
Pelatihan sosial kultural albigenimdlion Detasering(secondment)  prS pada suatuternpat.
sosial kultural,
Seminarfkonferensi/ Pertemuanilmiah dengan Pembelajaran alam Pembelajaran melalui
sarasehan fokus kegiatan ini terbuka (outbond) simulasi,
memperbandi
pengetahuan terkini.
Perternuan ilmiah untuk Pengembangan
meningkatkan kompetensi dengancara
kompetensi terkait Patak b and membandingkan dan
Workshop ataulokakarya  peningkatan kinerja dan [baer?cnn?:ﬁdmg: rnengukur suatu
karier yang diberikan ng keglatanorganisasilain
oleh pakar/praktisi yang mempunyai

melalul penugasan.

karakteristik sejenis.
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a Kursus

a Penataran

10 Bimbingan teknis
n Sosialisasi

Semakin beragam pilihanjalur
pengembangan kompetensi
diharapkan memudahkan ASN dalam
meningkatkan tiga kompetensi dasar,
yaitu kompetensi teknis, manajerial,
dan sosial kultural, sehingga dapat
menunjang tugas dan fungsijabatan
sertainstitusi.

BEBAN BERAT PENGEMBANGAN
KOMPETENSI KLASIKAL

Umumnya, pemangku kebijakan

dan ASN memiliki stigma bahwa
satu-satunya cara peningkatan
kompetensi adalah dengan mengikuti
pendidikan dan pelatihan (diklat).
Diklat merupakan satu daribeberapa
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Kegiatan pembelajaran
terkait suatu
pengatahuan atau
keterampilan

Kegiatan pembelajaran
dalamrangka
peningkatan kinerja
organisasi

Kegiatan pembelajaran
untuk menyelesaikan
persoalan/masalah yang
bersifat khusus dan

Pertukaran PNS dengan
pegawai swasta/badan
usaha milik negara/
badanusaha milik
daerah

Belajar mandiri
(self-developrment)

Kamunitas
belajar/community
practices/networking

Kesempatan kepada
PMNS untuk menduduki
jabatan tertentu di
sekior swasta sesuai
dengan persyaratan
kompetensi

Upaya individu PMS
untuk mengembangkan
kompetensinya melalui
proses secara mandin
dengan memanfaatkan
sumber pembelajaran
yang tersedia.

Perkumpulanbeberapa
PNS yang bertujuan
saling menguntungkan
untuk berbagi
pengetahuan,

teknis.

Kegiatan imiah untuk
memasyarakatkan
sesuatu pengetahuan
danfatau kebijakan.

jalurpengembangan kompetensi
berbentuk klasikal. Masih banyak jalur
pengembangan kompetensilainyang
belum belum menjadi pilihan prioritas
bagi pemangku kebijakan, seperti
kursus atau seminar/konferensi.

Pelatihan, workshop, dan bimibingan
teknis (bimtek) merupakan jalur

yang sering dipilih oleh pemangku
kebijakan dan ASN dalam
pengembangan kompetensi
pegawai. Penyelenggaraan pelatihan,
workshop, maupun bimtek sangat

Magana/praktik kerja

keterampilan, dan sikap
perilaku PNS,

Proses pembelajaran
untuk memperaleh dan
menguasal keterampilan
dengan melibatkan diri
dalam proses pekerjaan
tanpa atau dengan
petunjuk orang yang
sudah terampil dalam
pekerjaanity,

bergantung dengan ketersediaan
anggaran pada instansi. Sebagai
contoh, jika kita menggunakan
perhitungan biaya yang dikalkulasikan
oleh Endang Sri Hidayah dkk. dalam
jurnalnya yang berjudul “Tantangan
Pengembangan Kompetensi Aparatur
Sipil Negara (ASN) Menuju Low Cost
Training (LCT) dalam Mewujudkan
Reformasi Birokrasi”, besaran biaya
yang dibebankan kepada setiap
peserta untuk satu kali pelatihan
sebesarRp2.700.000,00-Rp.
4.000.000,00.



TABEL 2. Perkiraan Jumlah Fungsional Perencana Seluruh Indonesia

Bappenas A53
Kermantenan/ s
Lembaga 495y
Parmerintah Provinsi 1174
Pamerimah i
Kabupaten 330
Pemerintah Kota 7487

1.655 J1%92
20,5045 15567
10,753 AT
7.5%6 A4.063
5210 2728

Sumber: (Webinar PusbinTalk #5 - 2023/Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas)

Jika kita berasumsi menggunakan
biaya terendah (Rp2.700.000,00)
maka dibutuhkan biaya sebesar
Rp33,9 miliar untuk melatih

12.591 perencanayang ada. Dari
besaran biaya tersebut, jika dalam
satu tahun, institusi hanya dapat
mengalokasikan anggaran sebesar
Rp300.000.000,00 untuk pelatihan
maka membutuhkan waktu 113 tahun
untuk melatih seluruh perencana
dengan estimasi 111 orang perencana
yang dilatih setiap tahunnya. Kalkulasi
tersebut hanya untuk 1jenis pelatihan
saja, belum termasuk pelatihan lainnya
yang dituntut dalam pengembangan
karier bagi seorang fungsional
perencana.

Darikalkulasi diatas, besarnya
anggaran yang dialokasikan untuk
penyelenggaraan pengembangan
kompetensi klasikal melaluijalur
pelatihan tidak sebanding dengan
jumlah ASN yang dapat diakomodasi
sebagai peserta. Padahal setiap ASN
berhak mendapatkan kesempatan
untuk mengembangkan kompetensi.
Sebaliknya, skema tersebut
menunjukan bahwa metode klasikal
belum dapat mengakomodasihak
ASN untuk mendapatkan kesempatan
pengembangan kompetensi minimal
20 jam pelajaran (JP) per tahun,
sebagaimana diamanatkan pasal 203
pada PP Nomor 17 Tahun 2020.

NON-KLASIKAL SEBAGAI PENGUAT
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Keterbatasan penyelenggaraan
pengembangan kompetensi metode
klasikal menghambat ASN dalam
pengembangan kompetensinya.
Pengembangan kompetensinon-
klasikal dirancang untuk melengkapi
hal-hal yang belum dapat dijangkau
oleh bentuk pengembangan
kompetensiklasikal. Pengembangan
kompetensi tersebut menekankan
pada proses pembelajaran praktik
kerja dan/atau pembelajaran diluar
kelas secara daring maupun luring.

Pelatihan non-klasikal memiliki
fleksibilitas waktu dan tempat dalam
pelaksanaannya. ASN dapat mengatur
jadwal mereka sendiri dan memilih
jalur pengembangan kompetensi
yang paling sesuai dengan gaya
belajar mereka. Mengingat

ASN sudah disibukkan dengan
tugas-tugas harianyang padat,
fleksibilitas yang ditawarkan oleh
pengembangan kompetensinon-
klasikal dapat menjadi alternatif bagi
ASN untuk terus mengembangkan
kompetensinya ditengah kesibukan.

Kemudian dari segi alokasibiaya,
pelaksanaan pengembangan
kompetensisecara non-klasikal jauh
lebih efisien dibandingkan dengan
bentuk klasikal. Hal tersebut terjadi
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karena penyelenggara tidak perlu
menghadirkan peserta secara fisik
pada satu tempat, tidak menanggung
biaya akomodasipeserta, serta tidak
perlumengalokasikan anggaran
untuk sewa tempat pelaksanaan.
Ketiga hal tersebut minimal menjadi
faktoryang dapat menekan cost
penyelenggaraan pengembangan
kompetensi dalam bentuk non
klasikal.

BATU SANDUNGAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
NON-KLASIKAL

Meskipun memiliki berbagai macam
keuntungan, pengembangan
kompetensinon-klasikal

memiliki tantangan yang harus
dipertimbangkan bagi para
pemangku kebijakan. Kesuksesan
pengembangan kompetensinon-
klasikal berkaitan erat dengan
pribadi ASN, yaitu motivasi untuk
terus mengembangkan kapasitas
diri. Ketika seorang ASN memiliki
motivasiyang tinggi dalam
pengembangan diri maka dia akan
secara sadar melakukan upgrading
atau pengembangan kompetensi
secara mandiri. Sebaliknya, jika
peserta tidak memiliki motivasi
tersebut maka mereka hanya akan
terfokus untuk menjalankan rutinitas
harian sebagai ASN, tanpa melakukan
pengembangan kompetensi.

Hambatan lain adalah minimnya
akses terhadap jalur pengembangan
kompetensinon-klasikal. Pelatihan
jarak jauh masih menjadi opsiutama
pengembangan kompetensinon-
klasikal. Pemilihan jalur tersebut
dianggap paling mudah karena secara
konsep memiliki kemiripan dengan
pelatihan, bimtek, maupun workshop.
Hanya saja jalur tersebut dilakukan
melalui platform digital.

Pemikiranyang mengakar para
pemangku kebijakan dan pribadi
ASNyang menganggap bahwa
peningkatan kompetensi hanya dapat
dilakukan melalui tiga jalur
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tersebut berperan besar dalam
maraknya pelatihan jarak jauh dan
mengabaikan jalur-jalur non klasikal
lain yang sebenarnya memiliki potensi
yang sama dalam pengembangan
kompetensi.

Hambatan terakhir, yaitu minimnya
pengakuan secara formal oleh
lembaga atau institusi. Ini berimbas
terhadap motivasi ASN yang memilih
jalurini. Mereka tentu lebih memilih
bentuk klasikal yang mendapatkan
pengakuan, misalnya dalam bentuk
piagam atau sertifikat.

LANGKAH STRATEGIS PENGUATAN

METODE NON-KLASIKAL

Berikut beberapa langkah strategis

yang bisa diambil untuk penguatan

pengembangan kompetensinon-
klasikal.

1. Menyusunpetarencana
pengembangan kompetensi
ASN melalui bentuk non-klasikal,
sehingga terdapat kejelasan arah
pengembangan kompetensi
yangingin dicapai.

2. Penguatan kurikulum, struktur,
dan pedoman pengembangan
kompetensinon-klasikal yang
terperinci dan mudah dipahami,
sehingga dapat dipelajari secara
mandiri oleh ASN.

3. Penguatan akses terhadap jalur
pengembangan kompetensi

T
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non-klasikal seperti kemudahan
akses bahan pembelajaran
daring gratis dan penguatan kerja
sama antarinstansi sektor privat
maupun publik, sebagaitempat
praktik dalam pengembangan
kompetensinon klasikal.

4. Membuat/penguatan wadah
profesi sehingga dapat menjadi
komunitas belajar/community
practices/networking dalam
pengembangan kompetensi
non-klasikal. Wadah profesi
tersebut dapat menjadi tempat
konsultasi untuk memberikan
arahan dan feedback terkait
progress pengembangan
kompetensinon-klasikal yang
dilakukan oleh ASN.

5. Membuat aturan terkait standar
yang harus dipenuhi dalam proses
pengembangan kompetensi
non-klasikal yang diakui secara
nasional, sehingga ASN yang
memilih jalur pengembangan
kompetensinon-klasikal
mendapat pengakuan dari
pembelajaran mandiriyang
dilakukan.
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PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
TEPAT SASARAN DAN EFISIEN DENGAN
METODE NON-KLASIKAL

engembangan
kompetensi ASN di
Indonesia, khususnya

dengan metode non-klasikal,
menghadapi tantangan
kompleks terkait dengan
perencanaan yang tepat
sasaran, penggunaan sumber
daya yang efisien, serta
kebijakan yang mendukung.
Oleh karenaitu, pelaksanaan
pengembangan kompetensi
ASN perlu diperhatikan lebih
baik.

LATAR BELAKANG

Pada15 Juni 2023, Presiden Joko
Widodo mencanangkan Rancangan
Akhir Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2025-
2045. Tujuannya untuk mewujudkan
VisiIndonesia Emas 2045, yang
mencakup Negara Nusantara
Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.
Salah satu sasaran RPJPN adalah
peningkatan daya saing sumber daya
manusia (SDM).

Pentingnya peran SDM dalam
pembangunan nasional menjadikan
investasi dalam pengembangan
kompetensi SDM menjadi sangat
esensial. Dengan populasi penduduk

yang besar, Indonesia memiliki jumlah
ASN yang signifikan. Dari 269,58 juta
penduduk, tercatat sekitar 4.254.523
ASN pada 2022, terdiri dari PNS (91%)
dan PPPK (9%). Darijumlah tersebut,
48% adalah generasi Y (kelahiran
tahun1977-1994). Gen Y merupakan
usia produktif. Jika dikembangkan
potensinya dengan baik maka akan
memberikan kontribusi yang sangat
signifikan terhadap kualitas pelayanan
pemerintahan.

Kompetensi ASN juga perlu
dikembangkan secara berkelanjutan
untuk mendukung kinerja institusi dan
pencapaian target-target
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prioritas pembangunan nasional.
Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara

(ASN), PPPK diberikan kesempatan
untuk melakukan pengembangan
kompetensiyang direncanakan oleh
instansi pemerintah. Khusus untuk
PNS, pengembangan kompetensi
dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh)
jam pelajaran (JP) dalam1(satu) tahun.

Dengan melihat jumlah PNS sebanyak
3,8 juta pegawai maka kebutuhan
pelaksanaan pengembangan
kompetensi selama setahun kurang
lebih sekitar 76 juta JP atau1.500

JP perminggunya. Pemenuhan
pengembangan kompetensitersebut
membutuhkan banyak sumber daya
dari sisi sumber daya manusia sebagai
pengajar, sumber daya tempat karena
membutuhkan ruangan atau lokasi
untuk pelaksanaan, serta sumber
daya anggaran.

Peraturan LAN RINo. 10 Tahun

2018 tentang Pengembangan
Kompetensi Pegawai Negeri Sipil
(PNS) menjelaskan bahwa bentuk
pengembangan kompetensi terdiri
atas pendidikan dan/atau pelatihan.
Pengembangan kompetensidalam
bentuk pendidikan dilakukan
dengan pemberian tugas belajar
pada pendidikan formal dalam
jenjang pendidikan, sedangkan
bentuk pengembangan kompetensi
pelatihan terdiri atas pelatihan klasikal
dan pelatihan non-klasikal.

Pengembangan kompetensi
melaluijalur pendidikan biasanya
menjadi program utama di setiap
lembaga diklat yang ada diinstansi
pemerintahan. Sementara untuk
pengembangan kompetensi melalui
jalurpelatihan, sebagian besar
lembaga diklat diinstansi pemerintah
masih menggunakan metode klasikal.

Apalagituntutan masyarakat terhadap
kualitas pelayanan pemerintah setiap
tahunnya semakin meningkat. Kinerja
pemerintah dari sisi pelayananan
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masyarakat sangat dipengaruhioleh
kompetensi pegawai (Nurasniar,
2021), sehingga pengembangan
kompetensi ASN menjadi sangat
penting untuk dilakukan.

Pelaksanaan pengembangan
kompetensi ASN membutuhkan
sumber daya manusia, anggaran, dan
tempat pelatihan yang cukup besar.
Halini memunculkan tantangan dalam
mengelola sumber daya agar efisien
dalam pengembangan kompetensi
ASN.

PERMASALAHAN DAN TUJUAN
Pengembangan kompetensi ASN
harus sesuai dengan kebutuhan
nasional, instansional, dan daerah
sesuai dengan Peraturan Pemerintah
No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
PNS.

Pengembangan kompetensi ASN ini
menjadi tantangan tersendiri bagi
pemerintah. Ada anggapan dari
masyarakat bahwa sebagian besar
ASN tidak memiliki kompetensiyang
memadai, kinerja yang baik, dan
menghabiskan uang negara. Oleh
karenaitu, peningkatan kompetensi
ASN tidak hanya harus tepat sasaran,
tetapijuga harus efisien dari sisi
penggunaan sumber dayayang
tersedia.

Pengembangan kompetensi

yang tepat sasaran harus diiringi
dengan perencanaan dan kebijakan
pengembangan pegawai. Namun,
apakah instansi/lembaga diklat
pemerintah sudah melakukan

analisis competency gap dan analisis
kebutuhan pendidikan dan pelatihan?

Dissisilain, perlu ditentukan metode
pelatihan yang lebih sedikit
menggunakan sumber daya, tetapi
menghasilkan keluaran yang optimal.
Metode pelatihan non-klasikal
menjadi salah satu alternatif yang
bisa dilaksanakan. Namun, seberapa
jauhinstansi/lembaga pendidikan
menerapkan metode pelatihan

non-klasikal untuk pengembangan
kompetensi pegawainya?

Tujuan dari tulisanini adalah untuk
membahas tantangan dalam
pengembangan kompetensi ASN,
terutama dengan metode non
klasikal, serta menyajikan praktik
terbaik untuk meningkatkan
kompetensi ASN secara efisien.

ANALISIS

Kompetensi dapat didefinisikan
sebagai kemampuan individu dalam
melaksanakan pekerjaan dengan
tepat, yang melibatkan pengetahuan,
keterampilan, dan perilaku (Jalinus et
al., 2017). Sebagai aparatur negara,
ASN diwajibkan memiliki tiga jenis
kompetensiutama.

Pertama, kompetensiteknis yang
mencakup tingkat pendidikan,
pelatihan teknis fungsional, dan
pengalaman kerja dalam bidang
teknis. Kedua, kompetensi manajerial,
meliputi tingkat pendidikan, pelatihan
manajemen, pelatihan struktural, dan
pengalaman dalam kepemimpinan.
Ketiga, kompetensisosial kultural,
merujuk pada pengalaman kerja yang
berhubungan dengan masyarakat
yang beragam dalam hal agama, suku,
dan budaya, yang akan meningkatkan
wawasan kebangsaan.

Pengembangan kompetensi

adalah metode untuk menjaga

dan meningkatkan kompetensi
pegawaiagar dapat memberikan
kontribusi maksimal kepada
organisasi (Kemen PANRB, 2020).
Berdasarkan Peraturan LAN RINo.
10 Tahun 2018, pengembangan
kompetensi terdiri dari tiga tahap: (1)
penyusunan kebutuhan danrencana
pengembangan kompetensi; (2)
pelaksanaan pengembangan
kompetensi; dan (3) evaluasi
pengembangan kompetensi.

Penyusunan kebutuhan danrencana
pengembangan kompetensi
dilakukan di tingkat nasional oleh



Lembaga Administrasi Negara (LAN)
untuk kompetensi manajerial dan
sosial budaya, oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian (PPK) pada instansi
teknis untuk kompetensi teknis, dan
oleh PPK padainstansiyang membina
jabatan fungsional untuk kompetensi
teknis jabatan fungsional. Sementara,
penyusunanrencana pengembangan
kompetensi di tingkat instansi
ditetapkan oleh PPKinstansiyang
bersangkutan dan dievaluasi setiap
tahun.

Penyusunan kebutuhan danrencana
pengembangan kompetensi
ditingkatinstansi tercermin

dalam dokumen Human Capital

Development Program (HCDP).

Prosesinimelibatkan

* inventarisasijenis kompetensi
yang perlu dikembangkan untuk
setiap ASN dalam organisasi;

o verifikasirencanapengembangan
kompetensi, termasuk
kesesuaianjenis kompetensi
yang akan dikembangkan, jalur
pengembangan kompetensi,
pemenuhan kuotajam pelajaran,
ketersediaan anggaran, dan
rencana pelaksanaan; serta

o validasikebutuhandanrencana
pengembangan kompetensi
untuk tahun anggaran berikutnya.

Sayangnya dilapangan, tidak semua
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GAMBAR 1. Pengembangan Kompetensi ASN (Kementerian PAN RB, 2020)

kepemimpinan, pelatihan manajerial,
pelatihan teknis, dan bentuk-bentuk
pelatihan klasikal lainnya.

Di sisilain, pelatihan non-klasikal
mencakup berbagai alternatif seperti
mentorship, coaching, mentoring,
e-learning, pelatihan jarak jauh,
detasering, pembelajaran alam
terbuka, benchmarking, pertukaran
antara ASN dengan pegawai swasta/
BUMN/BUMD, belajar mandiri,

komunitas belajar, bimbingan tempat
kerja, magang atau praktik kerja, dan
jalur pengembangan kompetensi
dalam bentuk nonklasikal lainnya.
Secara garis besar pengembangan
kompetensi ASN dapat dilihat pada
Gambarl.

Secaraumum perbandingan antara
pelaksanaan pelatihan menggunakan
metode klasikal dan non-klasikal
dapat dilihat pada Tabel 1.

TABEL 1. Perbandingan antara Metode Pelatihan Klasikal dan Non-Klasikal

instansi pemerintah, baik pusat L thmlahhr?-enga;ar}'r-iangm
maupun daerah, memilikidokumen l. Membutuhkanjumlah f;%‘il"i et
perencanaan dan pengembangan ggﬁ?:dﬂ’?a“g'e bih 2. Waktu yang dibutuh-

) . e Pengajar ihfleksi
kompetensi pegawai. Halini a4} 2. Waktu pangajar harus ’;ggfggl pea:gg?;r
meningkatkan kesepljangan antara sm:’m c_||:1-1 dengan jadwal bisa menyesuaikan
standar kompetensijabatan dan ER@AUREn denganjachwal ain
kompetensiyang dimiliki oleh yang cimylid
pegawai, sehingga menjaditantangan Membutuhkan anggaran Kebutuhan anggaran
tersendiri yang perlu diatasi (Sumanti, transportasi pesena, transponasi peserta
2018) Anggaran konsumsi, honor konsums, sewa ruangan

' pengajar, sewanuangan Bisa diminimalkan atau
{jika diperiulkan), dil bahkan ditladakan
Selain pendidikan formal, 7 o oIy g
. . emerukan ruang kelas ak memenukan
pengembangan kompgten3| ASNJuga Faslitas dlan fasilltas penunjang fasilitas ruang kelas dan
dapat diperoleh melalui pelatihan, lainrya yang memadai bahan ajar tidak periu
baik yang bersifat klasikal maupun serta bahan ajar tercetak dicetak
non-klasikal. Bentuk pelatihan - : ;
. . T : Peseria bisa mengikuti
klasikal melibatkan berbagaijenis Aksasibilitas PasecialEInIs Caiang pelatinan dan mengakses

pelatihan, seperti pelatihan struktural

lokasi pelatihan

mater dart mana saja
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Pandemi COVID-19 memaksa
pemerintah memikirkan alternatif
pelaksanaan pengembangan
kompetensi ASN yang selamaini
banyak dilakukan secara klasikal,
tetapikarena pandemitidak bisa
dilaksanakan. Selainitu, untuk
mengatasi pandemi COVID-19
dibutuhkan anggaran yang tidak
sedikit. Akibatnya, anggaranyang
sebelumnya dialokasikan untuk
kegiatan lain, termasuk kegiatan
pengembangan kompetensi ASN,
menjadi dikurangi atau bahkan
ditiadakan. Metode pengembangan
kompetensinon klasikal menjadi
salah satu alternatif yang dapat
dilakukan oleh pemerintah untuk
mengembangkan kompetensi ASN.

Beberapa penelitian menunjukkan
bahwa metode pelatihan non klasikal

reepik.com
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lebih efektif dan efisien digunakan
dalam peningkatan kompetensi
pegawai dibandingkan dengan
metode pelatihan klasikal. Metode
pelatihan nonklasikal yang sering
digunakan olehinstansi/lembaga
diklat pemerintah adalah e-learning.
Pelaksanaan metode e-learning
dalam pelatihan cukup efektif
digunakan untuk meningkatkan
pemahaman peserta terhadap
mata pelatihan (Rahmanetal.,
2020). Penyelenggaraan pelatihan
e-learning secara signifikan dapat
menghemat anggaran pelatihan
dan meningkatkan jumlah pegawai
yang diikutkan dalam pelatihan
(Rakhmadina et al., 2021). Pelatihan
e-learningjuga mendapatkanrespons
yang positif dari peserta pelatihan
dikarenakan waktu yang diberikan
untuk mempelajari materi diklat

menjadilebih fleksibel (Munajatisari,
2014), sehingga pelatihan tetap bisa
diikuti meskipun beban pekerjaan
sedang banyak.

Metode non-klasikal lainnya yang
diterapkan dibeberapainstansi, yaitu
coaching dan mentoring. Coaching
dan mentoring adalah suatu bentuk
bimbingan yang dilakukan antara
pegawai pada titik tengah karir

yang menjadi pembimbing dengan
pegawaiyang berada di awal karir
sebagaiyang dibimbing. Keuntungan
dari pendekatan dengan metode

ini adalah adanya transferilmu antar
pegawaidalam organisasi sehingga
terjadi pengembangan kompetensi
pegawai (Mathis & Jackson, 2022).

Metode non-klasikal lainnya yaitu
magang atau praktik kerja. Di sini




magang dapat diartikan sebagai
suatu proses mempraktikkan
pengetahuan dan keterampilan
langsung bersentuhan dengan
pelaksanaan kegiatan (Febriyanty,
2020). Program magang ini sudah
diterapkan oleh Pusat Pembinaan,
Pendidikan, dan Pelatihan Perencana
(Pusbindiklatren) Kementerian
PPN/Bappenas sejak tahun 2000-
an. Program magang inijuga
melatarbelakangilahirnya program
On The Job Training (OJT) yang saat
ini sedang dikembangkan oleh
Pusbindiklatren Kementerian PPN/
Bappenas untuk meningkatkan
kompetensi ASN perencana di
bidang perencanaan pembangunan.
Pelaksanaan metode non klasikal
yang masih belum optimal adalah
pertukaran antara PNS dengan
pegawai swasta/BUMN/BUMD.

Perubahan paradigma
pengembangan kompetensi ASN
harus segera dilakukan karena
beberapa alasan, diantaranya
mengurangi porsi diklat klasikal
akan mengurangibeban terhadap
anggarannegara. Selainitu, ASN
harus memilikikompetensiyang
relevan dengan kemajuan zaman agar
dapat memanfaatkan perubahan
lingkungan menjadi suatu peluang
untuk memberikan pelayanandan
kebijakan yang lebih berkualitas
(Faozan, 2018). Berdasarkan Tabel 1
diatasjuga terlihat beberapa aspek
menunjukkan bahwa pelatihan non-
klasikal lebih efisien dibandingkan
dengan pelatihan klasikal.

Dengan penerapan pelatihan
metode non-klasikal yang sudah
mulai banyak dan beragam dilakukan
olehinstansi/lembaga diklat
pemerintah, diharapkan pelaksanaan
pengembangan kompetensi ASN
menjadilebih tepat guna dan tepat
sasaran. Selainitu, metode non-
klasikal juga lebih efisien dari sisi
anggaran yang dibutuhkan untuk
pelaksanaan pelatihan.

SARAN DAN REKOMENDASI
Penyusunan perencanaan
pengembangan kompetensi ASN

di setiap instansi menjadi salah

satu kuncipenting keberhasilan
pengembangan ASN. Dengan
adanya dokumen perencanaan
tersebut, diharapkan pengembangan
kompetensi menjadilebih tepat
sasaran sehingga kesenjangan antara
kompetensiyang dibutuhkan dengan
kompetensi ASN saat inimenjadilebih
kecil. Oleh karenaitu, HCDP menjadi
dokumen penting yang harus dimiliki
oleh setiap instansi pemerintah

baik pusat maupun daerah.

Dengan perencanaanyang baik

dan terdokumentasi dalam HCDP,
diharapkan peningkatan kompetensi
ASN menjadilebih tepat sasaran.

Peran pemerintah dalam peningkatan
kompetensi ASN menjadi sangat
penting. Peran tersebut dapat
diwujudkan dalam bentuk
memberikan sarana dan prasarana
sertaanggaranyang memadai. Seiring
dengan perkembangan teknologi
informasi serta keterbatasan

sumber daya yang dimiliki oleh
pemerintah, terlihat bahwa metode
pelatihan non-klasikal menjadi salah
satu alternatif metode pelatihan

SIMPUL PERENCANA

yang harus terus dikembangkan.
Pengembangan ini dilakukan dengan
caramemperbanyak perencanaan
pelatihan dengan metode non-
klasikal yang tercantum dalam
dokumen HCDP. Darisisi pelaksanaan
pelatihan, selainmemperbanyak
pelaksanaan pelatihan non-klasikal,
lembaga diklat pemerintah juga
diharapkan mulaimengembangkan
metode pelatihan blended learning.

Kualitas dan keberlangsungan
penggunaan metode non klasikal
perlu ditingkatkan, sehingga

dapat secara efektif melengkapi
pembelajaran klasikal (Rahman et al.,
2020). Peningkatan kualitas salah
satunya dapat dilakukan dengan
cara meningkatkan kompetensi
SDM penyelenggara pelatihan,
mengingat prosedur dan tata cara
penyelenggaraan pelatihan klasikal
dengan non-klasikal berbeda.
Keberlanjutan pengembangan
metode non-klasikaljuga sangat
penting untuk dilakukan tidak hanya
dimasa pandemisaja, tetapi dapat
dikembangkan guna meningkatkan
kompetensi ASN dengan biaya yang
efisien namun tepat sasaran.
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PENINGKATAN KOMPETENSI ASN
PERENCANA DAN BIROKRASI KELAS DUNIA
MELALUI PROGRAM PENINGKATAN
KOMPETENSI NON-KLASIKAL

eningkatan kompetensi
PASN Perencana melalui

pelatihan non-klasikal
adalah suatu keharusan
dalam menghadapi era
industri4.0. dan 5.0. Untuk
mewujudkan Visi Indonesia
2045 yang fokus pada
pembangunan manusia
unggul, profesionalisme
ASN Perencana menjadi
kunci. Tentu beberapa
kendala perlu diatasi agar
ASN Perencana termotivasi
untuk mengembangkan
kompetensinya melalui
pelatihan non-klasikal yang
relevan.

PENDAHULUAN

VisiIndonesia 2045 adalah Berdaulat,
Maju, Adil, dan Makmur. Untuk
mewujudkannya, telah dirancang
Pilar Pembangunan Indonesia

2045 yang terdiri dari (1) manusia
Indonesia unggul, berbudaya, dan
menguasaiiptek; (2) ekonomimaju
dan berkelanjutan; (3) pembangunan
merata dan inklusif; serta (4) negara
demokratis, kuat, dan bersih.

Pembangunan manusia (SDM)
menjadi salah satu pilar yang penting
mengingat dinamika perkembangan
global dengan berlakunya era Industri
4.0 dan 5.0. Tantangan dunia pada
masa depan membutuhkan sumber
daya manusia yang berkualitas, terkait

dengan fenomena VUCA (volatility,
uncertainty, complexity, ambiguity)
yang melanda dunia saat ini.

Untuk menghadapinya, pemerintah
telah menargetkan reformasi birokrasi
yang akan menghasilkan Aparatur
Sipil Negara (ASN) yang profesional
atau Smart ASN untuk Birokrasi Kelas
Dunia. Peningkatan kualitas sumber
daya manusia menjadi sangat penting
dan sejalan dengan misi Presiden Joko
Widodo yang bermimpi menjadikan
peningkatan kualitas sumber daya
manusia Indonesia sebagai salah

satu pengarusutamaan dalam
pemerintahannya. Melalui sumber
daya manusia yang berkualitas,
diharapkan dapat mempercepat
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pertumbuhan ekonomidan
meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pengembangan kompetensi ASN
sudah dimulai sejak Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN,
yang menempatkan ASN sebagai aset
penting negara untuk mendukung
kinerja birokrasi. ASN Perencana
mengambil peran penting dalam
mewujudkan Smart ASN dan dituntut
untuk memiliki enam kemampuan,
yaitu complex problem solving, social
skill, process skill, system skill, digital
skill, dan cognitive abilities.

PERMASALAHAN DAN TUJUAN
ASN Perencana perlu terus
mengembangkan kompetensinya
secara berkala melalui
pengembangan kompetensi SDM
perencana secara komprehensif.
ASN Perencana harus memenuhi
standar kompetensi yang mencakup
kompetensi teknis, kompetensi
manajerial, dan kompetensi sosial
budaya melalui ujikompetensi.

Pendidikan dan pelatihan merupakan
salah satu caramengembangkan
kompetensi ASN, yang terbagi dalam
dua bentuk, pelatihan klasikal dan
pelatihan non-klasikal. Pelatihan
klasikal menerapkan kegiatan
pembelajaran tatap muka dalam
kelas seperti pelatihan struktural dan
fungsional, lokakarya, kursus, dan
seminar. Sementara pelatihan non-
klasikal lebih banyak menerapkan
pembelajaran praktik kerja dan atau
pembelajaran diluar kelas seperti
magang, coaching, mentoring, dan
e-learning.

Disisilain, ASN Perencana
menghadapibeberapa
permasalahan dalam pengembangan
kompetensinya, misalnya
pengembangan kompetensiyang
belum didasarkan pada analisis
kebutuhan pendidikan dan pelatihan,
serta kurangnya korelasi antara
pengembangan kompetensi
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dengan perencanaan pembangunan
nasional atau daerah. Masalah
lainnya adalah beberapa jabatan
fungsional dianggap kurang dihargai.
Belum lagi kurangnya komitmen
pimpinan terhadap peran fungsional
perencana, sehingga ASN Perencana
kurang berminat mengembangkan
kompetensinya.

Tulisan ini akan membahas pentingnya
peningkatan kompetensi ASN
Perencana melalui pelatihan non-
klasikal yang berkontribusi pada
program Birokrasi Kelas Dunia.

PEMBAHASAN

Birokrasi Kelas Dunia memerlukan
profesionalisme, kompetensi,
transparansi, dan akuntabilitas

yang tinggi serta sistem kerjayang
efisien dan efektif. Birokrasikelas
dunia berkaitan erat dengan dua
komponen, aparatur SDM dan sistem
atau tata kelola administrasi birokrasi.

ASN untuk BirokrasiKelas Duniayang
menjaditarget pada 2024, yaitu ASN
yang memiliki kualifikasi sebagai
berikut.

1. Berintegritas tinggidan bebas
dari kolusi, korupsi, nepotisme,
dan pemborosan.

2. Profesional dan berkemampuan
multitasking.

3. Menguasaiteknologiinformasi
dansisteminformasi ASN.

4. Kreatif, Inovatif, transformatif,
dan menguasaibahasa asing.

5. Berkinerja tinggi serta memiliki
jiwa dan budaya pelayanan yang
tinggi.

6. Memilikikompetensi
kewirausahaan
(entrepreneurship)dan
kepemimpinan.

7. Mengembangkan jejaring
(networking) di tingkat lokal,
nasional, dan global.

8. Memahamidan berpartisipasi
dalam manajemen talenta (talent
management).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang ASN, menjamin
pengembangan kompetensi sebagai
hak setiap ASN agar kemampuan
dan kinerjanya tetap terjaga,

yang bermanfaat bagi organisasi.
Pengembangan kompetensi minimal
20 jam pelajaran dalam setahun.
Setiap instansi pemerintah perlu
menyusun rencana pengembangan
kompetensi SDMinstansi masing-
masing.

Terdapat tiga jenis kompetensiyang
harus dimiliki ASN, yaitu kompetensi
teknis, kompetensi manajerial, dan
kompetensi sosial budaya. ASN
Perencana perlumengembangkan
ketiganya. Karena dalam menjalankan
tugasnya, mereka harus berkoordinasi
dan bekerja sama dengan berbagai
ASN lainnya.

Pengembangan kompetensi dapat
dilakukan melalui pendidikan

dan pelatihan. Khusus pelatihan,
terdiri atas pelatihan klasikal dan
pelatihan non-klasikal. Pelatihan
klasikal adalah pembelajaran

tatap muka di dalam kelas, seperti
pelatihan struktural kepemimpinan,
pelatihan tingkat nasional, pelatihan
manajerial, dan pelatihan teknis.
Namun, pelatihan klasikal memiliki
beberapa keterbatasan, seperti
kurikulum yang belum sesuai dengan
perkembangan era Industri 5.0,



kurangnya penyesuaian dengan
perkembangan teknologiinformasi
dan komunikasi (TIK) terbaru, dan
metode penyelenggaraanyang
belum mendukung perkembangan
“system thinking”.

Adapun pelatihan non-klasikal,
seperticoaching, mentoring,
magang, dan e-learning, dapat
memberikan pengetahuan dan
kemampuan bagi ASN dalam
meningkatkan konektivitas, interaksi,
penggunaan teknologiinformasi, dan
komunikasi dalam birokrasi. Pelatihan
non-klasikal ini berfokus pada
pembelajaran melalui pengalaman
lapangan, umpan balik, dan interaksi
sosial. Selainitu, pelatihan non-
klasikal dapat mengembangkan
keterampilan soft skill, seperti
kemampuan memimpin, manajerial,
dan berkolaborasi.

Pelatihan non-klasikal bukan
pengganti pelatihan klasikal.
Melainkan pelengkap yang dapat
membantu ASN Perencana
mengembangkan kompetensinya
sesuai dengan kebutuhan mereka.
Kombinasi antara pelatihan klasikal
dan non-klasikal memberikan pilihan
kepada ASN untuk mengembangkan
kompetensinya sesuai kebutuhan
masing-masing dan sesuai dengan
rencana pengembangan kompetensi
yang disusun.

Tugas dan peran ASN erencana
padamasa depan membutuhkan

kompetensiyang tinggi. Ini

karena tuntutan pelayanan publik
yang semakin baik dan dinamika
perkembangan global yang dinamis.
Oleh karenaitu, pengembangan
kompetensi ASN Perencana tidak
boleh ditawar-tawar, serta motivasi
untuk mengembangkan kompetensi
perlu tertanam dalam diri setiap ASN
Perencana. Motivasi merupakan
proses yang berperan pada
intensitas, arah, dan lamanya upaya
individu ke arah pencapaian sasaran.

SARAN DAN REKOMENDASI

1. ASNPerencana perlu terus
mengembangkankompetensinya
melalui pendidikan dan pelatihan,
dengan penekanan pada
pelatihan non-klasikal sebagai
pelengkap yang penting.

2. Setiapinstansi pemerintah
perlu menciptakan iklim
yang mendorong dan
memotivasi ASN Perencana
untuk mengembangkan
kompetensinya, termasuk
menyusunrencana
pengembangan kompetensi
yang komprehensif dan
mendukung peran ASN
Perencana.

3. Pengembangan kompetensi
ASN Perencana harus didasarkan
pada analisis gap kompetensi
dankinerja, serta fokus pada
pengembangan kompetensi
teknis, manajerial, dan sosial
budaya.

SIMPUL PERENCANA

4. Kombinasiantara pelatihan
klasikal dan non-klasikal
merupakan pendekatan yang
optimal untuk mengembangkan
kompetensi ASN Perencana
sesuai dengan tuntutanera
Industri5.0.
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SILANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI
ASN PERENCANA BERBASIS KONDISI KULTUR
BUDAYA MELALUI METODE NON-KLASIKAL

i

Foto: freepik.com

emerintah perlu fokus
P pada pengembangan

kompetensi ASN untuk
memastikan pelayanan publik
yang baik dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Meskipun tantangan seperti
perbedaan budaya dan akses
pelatihan non-klasikal di
daerah-daerah beragam,
solusi berbasis budaya dan
melibatkan ASN Perencana
dari daerah yang berhasil,
dapat meningkatkan
kompetensi ASN secara
inklusif.
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LATAR BELAKANG

Pengembangan kompetensi Aparatur
SipilNegara (ASN), baik dalam
kapasitas maupun kualitas sumber
daya manusia, dariindividu hingga
organisasi, saat inimenjadi suatu
keharusan. Ini karena perkembangan
diberbagai sektor terus berlanjut,
termasuk teknologi, budaya, iimu
pengetahuan, dan tata kelola
pemerintahan.

Sektor pemerintahan memiliki
peran sentral karena berkaitan
langsung dengan pelayanan publik.
Pemerintahanyang baik (good
governance) merupakan kunci
untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Untuk mencapainya,

diperlukan aparatur pemerintahan
yang memiliki kompetensi baik.

Di sisilain, pengembangan
kompetensi ASN diberbagai
daerah tidaklah mudah. Perbedaan
kompetensi ASN didaerah-daerah
dapat disebabkan oleh perbedaan
budaya, nilai-nilai adat istiadat, serta
kondisi demografidan geografi
yang beragam. Meskipun demikian,
perbedaanini tidak boleh menjadi
alasanbagi ASN untuk berhenti
mengembangkan kompetensinya.

Presiden Joko Widodo menekankan,
bahwa ASN harus memiliki nilai-

nilai berorientasi pada pelayanan,
kompeten, harmonis, loyal, adaptif,



dan kolaboratif. Nilai-nilaiini
menunjukkan bahwa ASN harus siap
menghadapi perubahanzaman

dan memberikan pelayanan terbaik
kepada masyarakat.

Untuk mewujudkannya, pemerintah
telah membentuk regulasi sebagai
panduan dalam pengembangan
kompetensi ASN, yang mengacu
pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005-2025 dan
undang-undang terkait.

Pengembangan kompetensi ASN
terdiri dariempat kompetensi, yaitu
kompetensiteknis, kompetensi
manajerial, kompetensi sosio-kultural,
dan kompetensi pemerintahan.
Pengembangan kompetensiini dapat
dilakukan melalui pelatihan klasikal
dannon-klasikal.

PERMASALAHAN DAN TUJUAN
Pengembangan kompetensi ASN
merupakan langkah penting dalam
memberikan pelayanan profesional
dan efektif kepada masyarakat.
Meskipun ketersediaan anggaran
sering menjadi hambatan, metode
pelatihan non-klasikal adalah solusi
yang efisien untuk mengembangkan
kompetensi ASN tanpa membebani
anggaran daerah. Namun, dalam
pelaksanaannya, ada beberapa
kendalayang perlu diperhatikan,
terutama dalam meningkatkan
kompetensi sosiokultural ASN,
khususnya ASN Perencana.

Kondisi geografis, demografis, dan
budayayang beragam di seluruh
Indonesia menghasilkan ketimpangan
dalam kemampuan ASN untuk
mengikuti pelatihan non-klasikal.
Materi pelatihan seringkali bersifat
umum dan tidak mempertimbangkan
perbedaanbudaya, akses internet,
dantingkat pengetahuan didaerah-
daerahtersebut. Oleh karenaitu, perlu
adanya pengembangan pelatihan
non-klasikal berbasis budaya untuk
menjawab permasalahan diberbagai
daerah.

ASN perencana memiliki peran

kunci dalam merumuskan kebijakan
pembangunan, baik jangka pendek,
menengah, maupun panjang, baik
ditingkat kementerian/lembaga
maupun pemerintah daerah. Untuk
menjalankan peranini dengan baik,
mereka perlu memiliki kapasitas
dalam menyusun arah kebijakan
pembangunanyang sejalan dengan
perencanaan nasional. Namun,
penghargaan pembangunan daerah
yang diberikan sering kali hanya
bersifat formalitas tanpa memberikan
kontribusiyang signifikan sebagairole
model bagidaerah lain. Penghargaan
tersebut seharusnya dapat dijadikan
inspirasi oleh daerah-daerahlain
untuk mengembangkan potensi
mereka. Oleh karenaitu, pemerintah
pusat perlu melakukan tindak lanjut
dalam bentuk pengembangan
metode pelatihan non-klasikal
berbasis kultur budaya.

Metode pelatihanini dapat
diwujudkan melalui silang kompetensi
ASN, terutama ASN Perencana,
dengan berbasis budaya yang
diaplikasikan dalam pelatihan non-
klasikal. ASN Perencana yang berasal
dari daerah yang telah memperoleh
penghargaan pembangunan daerah
dapat diundang untuk memberikan
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bimbingan dan dukungan kepada
daerah lain yang masih memerlukan
perbaikan dalam penyusunan
kebijakan pembangunan mereka,
baik melalui pelatihan daring maupun
luring.

Hal ini dapat dilakukan selama
periode penyusunan kebijakan
pembangunan di daerah tersebut.
Dengan demikian, terjadi pertukaran
kompetensi ASN antardaerah di
seluruh Indonesia. Langkahinijuga
dapat menjadibentuk penghargaan
terhadap ASN Perencanayang
berkontribusi dalam pengembangan
daerah mereka, mendorong ASN
didaerah lain untuk meningkatkan
kompetensi mereka.

Tujuan utama dari tindak lanjut ini
adalah meningkatkan kompetensi
sosio-kultural ASN, terutama ASN
Perencana, sehingga mereka menjadi
lebih baik dalam berkomunikasi
dengan masyarakat dan menyusun
kebijakan pembangunan yang
lebih sesuai dengan karakteristik
dan budaya setiap daerah. Halini
akan mendukung penyelarasan
antara perencanaan pembangunan
daerah dan perencanaan nasional,
sertamendorong daerah lain untuk
mengembangkan potensi mereka.
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PEMBAHASAN ATAU ANALISIS
Perekrutan ASN yang terus
mengalami peningkatan, bertujuan
untuk memberikan pelayanan

terbaik terhadap masyarakat.
Namun, pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat juga harus
berbanding lurus dengan kompetensi
penyelenggara pemerintahan.
Melihat kondisiIndonesia sebagai
salah satunegara kepulauan terbesar
didunia, memberikan cirikhas

akan keberagaman demografidan
geografi. Tidak heran, kompetensi
ASN menjadi timpang disebabkan
perbedaan kondisiyang ada,
misalnya daerah terpencil masih
kurang terpaparinformasi akibat
keterbatasan aksesinternet.

Dari data di atas terlihat bahwa
klasifikasi pegawainegerisipil (PNS)
yang memiliki tingkat pendidikan
SMA/sederajat dan tingkat Sarjana/
Doktor/Ph.D. menjadi kelompok
pegawai negeri sipil dengan jumlah
terbanyak. Inimembuktikan bahwa
PNS sudah memiliki kemampuan
akademik dalam menganalisis suatu
persoalan dan permasalahan sudah
banyak berdasarkan kelompok
akademiknya di tingkat sarjana/
Doktor/Ph.D.

Kemampuan akademik tersebut
ternyata belum menjamin akan terbagi
secara merata di seluruh daerah

yang adadilndonesia. Bahkan, hal itu
juga belum menjamin kemampuan
kompetensisecara teknisyang
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TABEL 1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Sampai dengan SD
SLTP/Sederajat
SMA/Sederajat

Diplomal, II/aktal )

Dipdoma i akta I Sarjana Muda
Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.Dr

JUMLAH

Sumber: BPS, 2017

dimilikinya. Guna memaksimalkan
kemampuan tersebut, bisa dilakukan
melalui pelatihan, salah satunya
adalah pelatihan non-klasikal.

Pengembangan kompetensi

ASN melaluimetode non-klasikal
bisa menjadi alternatif dalam
mengembangkan kompetensi ASN
baik di kementerian/lembaga hingga
ditingkat daerah. Kondisi daerah
terpencil, baik segi geografimaupun
demografi, hingga perbedaan
budaya menjadi salah satu perhatian
pemerintah dalam melakukan
pemerataan kompetensi ASN di
seluruh daerah dilndonesia.

40.851

64193

648850

150.539

140,028

1173.032

2.217.493

3.094

7480

428.277

227766

260.825

1.227.414

2.1564 854

4.374.349

Silang kompetensi ASN bisa menjadi
salah satu alternatif yang dapat
dirumuskan dan diaplikasikan

dalam pelaksanaan pelatihan
metode non-klasikal dalam
mengembangkan kompetensi

ASN, terutama ASN Perencana.
Perencanaan pembangunan daerah
menjadi marwah arah kebijakan
pembangunan yang disusun dalam
periode kepemimpinan kepala
daerah dengan tetap memperhatikan
tujuan pembangunan nasional secara
berkesinambungan.

Metode non klasikal, baik kegiatan
magang, coaching, mentoring,

pelajaranjarak jauh, serta pelatihan
non-klasikal lainnya, bisa memberikan

kontribusi besar terhadap

pengembangan kompetensi ASN
perencana secara merata diseluruh
Indonesia, sehingga berdampak
terhadap penyusunan perencanaan
pembangunan didaerah tertinggal.

Metode inibisa dikaji dengan silang
pengembangan kompetensi ASN
berbasis budaya antarwilayah di
Indonesia. Salah satu bentuk program
silang kompetensiyang dimaksud



adalah memberikan kesempatan
kepada ASN perencana di daerah
yang memperoleh penghargaan
pembangunan daerah untuk
melakukan coaching, mentoring,
hingga pendampingan langsung
dengan kegiatan magang terhadap
ASN perencana didaerahyang
masih membutuhkan bimbingan
dalam penyusunan perencanaan
pembangunan, terutama pada saat
memasuki periode penyusunan

kebijakan pembangunan. Inimembuat

penghargaan pembangunan daerah
tidak hanya menjadi seremonial
semata, melainkan juga menjadi
contoh untuk daerah-daerahlain
dalam mengembangkan potensi
daerahnya.

Tujuan kedua, mendorong

interaksi antar-ASN dari berbagai
latar belakang budaya. Ini akan
memberikan ruang bagi mereka
untuk berkomunikasi dan berdiskusi,
walau berbeda latar belakang
budaya. Selainitu, metode non-
klasikal, sebagai salah satu metode
pengembangan kompetensi ASN
melalui pelatihan, tidak hanya fokus
pada pengembangan individu
secara perseorangan, tetapijuga
berorientasi pada peningkatan
kompetensisecara kolektif antar-
ASN.

Hal tersebut juga mampu
menumbuhkan kemampuan ASN
untuk memberikan pelatihan kepada
ASN lainnya dan mengembangkan
kompetensi manajerial. Lebih

lanjut, memberikan penghargaan
kepada ASN yang berkontribusi
dalam pengembangan daerahnya
merupakan bentuk apresiasiyang
dapat memotivasi ASN lainnya untuk
meningkatkan kompetensinya.

Pengembangan metode non-klasikal
ini diharapkan dapat memberikan
ruang yang sangat besar bagi
kemampuan ASN perencana, baik
secara individu maupun dalam

konteks kelembagaan, sehingga
mereka dapat menjadibagian dari
penyelenggaraan pemerintahanyang
berkelas dunia.

SARAN DAN REKOMENDASI
Pengembangan kompetensi ASN
melalui metode non-klasikal,
sebagaimana diatur dalam Peraturan
Lembaga AdministrasiNegara Nomor
5Tahun 2018 tentang Pengembangan
Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil
Negara (ASN), merupakan langkah
yang tepat.

Disatu sisi, perlu ditingkatkan
dengan pendekatan berbasis
budaya yang lebih kuat. Pemerintah
dapat melaksanakan program silang
kompetensiantar daerah yang telah
berhasil dalam pengembangan
kompetensi ASN Perencana. Ini
tidak hanya akan meningkatkan
kompetensiindividu ASN, tetapi
juga memfasilitasi pertukaran
pengetahuan antar daerah dengan
latar belakang budaya yang berbeda.

Selainitu, pemerintah juga dapat
memberikan penghargaan kepada
ASN yang berkontribusi dalam
pengembangan daerah mereka,
sebagaiinsentif untuk meningkatkan
kompetensi mereka.
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MENINJAU EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN
KOMPETENSI ASN PERENCANA
MELALUI METODE NON-KLASIKAL

= |

engembangan
kompetensi ASN
perencana melalui

metode non-klasikal
menghadapi sejumlah
kendala. Kurangnya akses
internet dibeberapa
daerah, hilangnya hubungan
emosional antara pengajar
dan peserta, tingkat
partisipasi yang bisa
dimanipulasi, dan kurangnya
keterikatan fungsional dalam
proses belajar mengajar
menjadi permasalahan
utama. Hal inimengancam
efektivitas pengembangan
kompetensi, sehingga perlu
evaluasilebih lanjut.
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PENDAHULUAN

Perkembangan organisasi pemerintah
dewasa ini telah berlangsung

dengan sangat cepat, tidak hanya
dalam hal tata kelolamanajemen
administrasi, tetapijuga dalamupaya
peningkatan kompetensiaparatur
pendukung. Setiap aparaturyang
merupakan sumber daya manusia
utama dalam organisasi pemerintah,
diarahkan untuk selalu bekerja

sesuai dengan tujuan organisasi

dan terus meningkatkan kualitas
kompetensinya. Peningkatan

jenjang pendidikan telah dilakukan
melalui berbagai cara, termasuk
pemberian beasiswa kepada Pegawai
Negeri Sipil (PNS) dan dorongan

bagi pegawaiyang berminat untuk
melanjutkan pendidikan ke jenjang
yang lebih tinggi.

Disisilain, perkembangan eksternal
yang terus bergerak dalam berbagai
arah, seperti teknologiyang terus
berkembang dan perubahan dalam
aspek hukum, menimbulkan berbagai
dampak yang perlu dihadapioleh
aparatur pemerintah. Selainitu,
tuntutan masyarakat agar organisasi
pemerintah dapat merespons,
mengelola, melaksanakan, dan
menindaklanjutiisu dan masalah yang
muncul juga harus menjadi perhatian
bersama.



Foto: freepik.com

Pentingnya memiliki sumber daya
manusia berkualitas dalam organisasi
pemerintah diakui oleh banyak ahli.
Berkualitas dalam hal akademis dan
kompetensilainnya, termasuk

1. corecompetencies,yaitu
kompetensiintiyang terkait
dengan strategi organisasidan
harus dimiliki oleh semua pegawai
dalam organisasi;

2. managerial competencies,
kompetensiyang mencerminkan
aktivitas manajerial dan kinerja
yang diperlukan dalam peran
tertentu serta

3. functional competencies,
kompetensiyang menjelaskan
kemampuan peran tertentu
yang biasanya terkait dengan
keterampilan profesional atau
teknis.

Peningkatan kompetensi diakui
sebagai kunciutama dalam mencapai
kinerja yang tinggi dari setiap
aparatur. Ada dua metode utama
untuk meningkatkan kompetensi,
yaitu metode klasikal dan non-
klasikal. Metode klasikal melibatkan
proses tatap muka, belajar didalam
ruang kelas, daninteraksiintens
antara peserta dan pengajar.

Di satu sisi, metode non-klasikal
menghilangkan hambatan fisik
dengan memanfaatkan teknologi
informasi, sepertivideo, suara, dan
gambar, dalam pengembangan
kompetensi. Salah satu contohnya
adalah model blended learning, yang
menggabungkan pembelajaran tatap
muka dengan pembelajaranjarak jauh
dan mengandalkan aksesinternet.

Ide untuk mengembangkan
kompetensipara ASN Perencana di
seluruh Indonesia melaluimetode
non klasikal belum tentu memberikan
solusi cerdas yang sempurna. Masih
adabeberapakekurangan dalam
metode non-klasikal, dibandingkan
dengan metode klasikal, yang perlu
diperhatikan.

PERMASALAHAN

Dalam upaya mengembangkan
kompetensi bagi ASN Perencana
melaluimetode non-klasikal, ada
beberapa kendalayang harus
diperhatikan, terutama bagi daerah-
daerahyanginfrastrukturinternetnya
masih jauh dari kata cukup, seperti
daerah diNatuna dan Kepulauan
Anambas, Provinsi Kepulauan Riau.
Masih banyak pulau yang sulit diakses
untuk mendapatkan layananinternet.
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Bahkan dibeberapa pulau, jaringan
internet tidak tersedia sama sekali.

Kendalaini tentunya menjadi

hambatan serius dalam menerapkan

proses pengembangan kompetensi,
bukan hanya bagi ASN Perencana,
tetapijuga untuk seluruh PNS pada
umumnya. Beberapa permasalahan
utama dalam menerapkan
pengembangan kompetensi ASN

Perencana melalui metode non-

klasikal adalah sebagai berikut.

1. Kurangnya hubungan emosional
Dalam metode non klasikal,
seperti pembelajaran daring,
sering kali tidak terbentuk
hubungan emosional yang kuat
antara tenaga pengajardan
peserta. Inidapat mengurangi
tingkat keterlibatan dan motivasi
peserta dalam proses belajar.

2. Rawan manipulasitingkat
partisipasi
Metode non-klasikal cenderung
lebih sulit untuk memantau dan
mengukur tingkat partisipasi
peserta. Hal inidapat membuka
peluang untuk manipulasi
partisipasi, di mana peserta
mungkin tidak benar-benar
terlibat dalam pembelajaran.
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Andis Pr

3. Keterikatan fungsional yang
kaku
Kurangnya keterikatan fungsional
dalam pelaksanaan proses
belajar mengajar. Pengajar hanya
fokus pada upaya menunaikan
tugas sesuaiwaktu yang
ditentukan. Persoalan peserta
didik membutuhkan komunikasi
secaraintens diluarjalur daring
yang ada, atau interaksiyang
lebih humanis, gagal diwujudkan.
Ini karena pengajar berpijak pada
mekanisme mesinyang serba
terstandar.

Hadirnya tiga permasalahan utama di
atas dapat menghambat keefektifan
upaya pengembangan kompetensi
ASN Perencana melalui metode non-
klasikal. Hal ini dapat memengaruhi
hasil dari kegiatan tersebut. Oleh
karenaitu, muncul pertanyaan, sejauh
mana metode non-klasikal cocok
dan efektif dalam pengembangan
kompetensi ASN perencana.
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PEMBAHASAN

Dalam upaya mengembangkan
kompetensi ASN Perencana melalui
metode non-klasikal, terdapat
beberapa perbandinganyang perlu
dipertimbangkan dengan metode
klasikal. Menurut Mohammad Asrori
(2013), terdapat perbedaan mendasar
dari proses belajar mengajar metode
klasikal dan non-klasikal. Perbedaan
mendasar terletak padaruang dan
kehadiran fisik.

Metode klasikal melibatkan pengajar
dan peserta didik yang hadir dalam
saturuang kelas, sedangkan

metode non-klasikal memungkinkan
pembelajaranjarak jauh. Namun,
kendalainfrastrukturinternetyang
masih terbatas di beberapa daerah,
dapat menjadihambatan serius dalam
menerapkan metode non klasikal.
Oleh karenaitu, pengembangan
kompetensi ASN perencana tidak bisa
sepenuhnya mengandalkan metode
non-klasikal.
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Selainitu, ada beberapa faktor
lainyang perlu dipertimbangkan
dalam menerapkan metode non-
klasikal, terutama dalam konteks
pengembangan kompetensi ASN
perencana. Sebagaimanayang
disampaikan oleh Akhiar dan Muazzina
(2021) terkait efektivitas proses
pembelajaran (instruction) secara
daring di Universitas Islam Negeri
Banda Aceh. Beberapa masalah
muncul disebabkan oleh empat hal
yaitu:
1. Keterbatasan penggunaan
teknologi
Tidak semua tenaga pengajar
dan peserta didik memiliki
pemahaman dan keterampilan
yang memadai dalam
menggunakan teknologi
informasi yang mendukung
pembelajaran daring. Ini dapat
menghambat efektivitas
pembelajaran.

2. Keterbatasansaranadan
prasarana
Beberapa daerah mungkin tidak
memiliki sarana dan prasarana



yang memadai untuk mendukung
pembelajaran daring, seperti
laptop atau akses internet yang
stabil. Inidapat membatasi
partisipasi ASN perencana dalam
pengembangan kompetensi.

3. Keterbatasan akses internet
Akses internetyang terbatas di
beberapa daerah dapat menjadi
kendala serius dalam mengakses
materi pembelajaran daring. Hal
ini dapat mengurangi efektivitas
pembelajaranjarakjauh.

4. Kurangnya siapnya penyediaan
anggaran
Anggaranyang terbatas untuk
pendukung teknologidan
pelatihan dapat menghambat
pelaksanaan pembelajaran
daring.

Selainitu, proses pembelajaran
daring cenderung lebih kaku dan
kurang memungkinkan interaksiyang
intens antara pengajar dan peserta
didik. Interaksiyang lebih humanis
dan komunikasiyang lebih intens
seringkali sulit diwujudkan dalam
metode non-klasikal.

SARAN

Dalam mengatasi permasalahanini,
pemerintah perlumempertimbangkan
dengan cermat apakah metode non-
klasikal adalah pendekatan terbaik
dalam pengembangan kompetensi
ASN perencana saatini.

Pandemi COVID-19 telah memaksa
banyak proses belajar mengajar
untuk beralih secara daring, tetapi
masih terdapat kelemahan yang perlu
diatasi. Beberapalangkah yang dapat
diambil adalah sebagai berikut.
1. Pemetaan Pengembangan
Kompetensi
Perlu dilakukan pemetaan
yang cermat tentangjenis
pengembangan kompetensi
mana yang lebih cocok melalui
metode klasikal dan mana yang

dapat diterapkan melaluimetode
non-klasikal.

2. RegulasidanPedoman
Dibutuhkan perangkat regulasi
yangjelas dan pedomanyang
dapat digunakan oleh pemerintah
daerah ketika memilih metode
pengembangan kompetensi
untuk ASN perencana, baik itu
metode klasikal atau non-klasikal.

3. Pelatihan
Penting untuk menyediakan
pelatihan yang memadai bagi
ASN perencana baik dalam
metode klasikal maupun non-
klasikal, agar mereka dapat
mengatasi kendala teknologi
dan meningkatkan keterampilan
mereka.

4. Sosialisasi
Sosialisasiyang terus-menerus
kepada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia (BKPSDM) di tingkat
provinsi dan kabupaten/kota
dapat mendorong pelaksanaan
pengembangan kompetensi
secara berkesinambungan setiap
tahun.

Diluarhaltersebut, perlujuga
dijadikan perhatian khusus terhadap
ASN Perencanayang menghadapi
berbagai masalah dalam penetapan
kelasjabatan, kesetaraan untuk
diikutsertakan dalam pengembangan
kompetensi, dan konflik dengan
atasan. Pusbindiklatren dan
pemerintah perlu berperan aktif
dalam memastikan bahwa ASN
Perencana dapat menjalankan tugas
pokok mereka tanpa bebanyang
tidak perlu.

Kesimpulannya, pengembangan
kompetensi ASN Perencana melalui
metode non-klasikal memiliki
beberapa keunggulan, tetapijuga
memiliki kendala yang perlu diatasi.
Pemerintah harus melakukan
evaluasiyang cermat sebelum

SIMPUL PERENCANA

memutuskan pendekatan terbaik
untuk meningkatkan kompetensi ASN
perencana, dengan memperhatikan
ketersediaaninfrastruktur,

kesiapan teknologi, dan tantangan
lainnya. Dengan demikian, tujuan
pengembangan kompetensi ASN
perencana untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik dapat
tercapai dengan lebih efektif.
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MENEMUKAN IDE DAN GAGASAN

UNTUK MENULIS ARTIKEL
JURNAL ILMIAH

SELINGAN

Penulis pemula sering kali mengalami
kesulitan dalam menemukanide

dan gagasan untuk menulis artikel
jurnalilmiah. Artikelini bertujuan
untuk memberikan panduan

langkah demilangkah dalam
menemukan topik yang relevan dan
mengembangkannya menjadi artikel
jurnal yang substansial.

1.

Pahami hakikat menulis

Menulis adalah cara untuk
menyampaikan informasi
kepada orang lain. Penting untuk
mengemas informasi menjadi
pesanyang dapat dipahami

dan diterima oleh pembaca.
Yang perlu diingat, menulis
bukan hanya untuk mereka

118 =

yang sudah mahir. Namun, ini
adalah keterampilanyang dapat
dipelajari.

Mulailah dengan gagasan atau
pemikiran

Langkah awal dalam menulis
adalah menemukan gagasan
atau pikiran yang dapat diolah
menjadiinformasi dan pesan. Ini
mungkin berawal dari pertanyaan
atau permasalahanyang menarik
minat Anda.

Berangkat dari problem atau
permasalahan

Dalam menulis artikel jurnalilmiah,
sering kali Anda dapat mulai
dengan mengidentifikasi masalah

atau gap dalam pengetahuan
yang ada. Problem ini didapatkan
dengan cara mendudukkan suatu
perkara, kemudian dijabarkan
dalam bentuk pertanyaan. Dari
pertanyaan inilah maksud dan
tujuan dari tulisan tersebut
diuraikan.

Rumuskan pertanyaan penelitian
Pertanyaan penelitian adalahinti
dari artikel jurnal Anda. Dengan
sudut pandang yang sesuai
dengan minat dan kemampuan
keilmuan penulis maka Anda

akan mampu merumuskan
pertanyaanyang akan menjadi
topik bahasannya. Topik bahasan
inilah yang kemudian menjadi
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SELINGAN

batas ruang lingkup dan fokus
dari penulisan.

Sebaiknya, topik bahasanyang
ditentukan memiliki perspektif
yang kuat. Pertanyaan yang
dirumuskan merupakan
kalimat yang unik, yang dapat
memengaruhi minat danrasa
penasaran pembacanya.

5. Sumberpertanyaan
Bagipegawai pemerintahan,
sumber pertanyaan dapat
ditemukan dari hasil kajian, focus
group discussion (FGD), evaluasi
program dan kegiatan, data-data
pemerintahan dan pembangunan
atau berkas-berkas lainnya, serta
pengalaman langsung dalam
pekerjaan.

6. Mengapa pertanyaan
ini penting?
Untuk menguji problem tersebut
layak menjadibahan penulisan
atau tidak, buatlah pertanyaan
untuk problem tersebut dengan
kata tanya mengapa. Misalnya,
mengapa harus problem
tersebut, bukanyanglain?
Mengapa problem tersebut
penting? Mengapa problem

Foto: freepik.com
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tersebut dapat menjadi solusi?
Dan mengapa-mengapa lainnya.

Riset awal

Lakukan riset awal untuk mencari
data pendukung yang dapat
menjawab pertanyaan penelitian
Anda. Dataini penting untuk
memvalidasi pertanyaan Anda
dan mencapai tujuan komunikasi
dalam artikel jurnal Anda. Tulisan
yang baik akan terciptajika antara
tujuan dan kesimpulannya linear
atau satu garis lurus. Fokuslah
pada satu topik bahasan, dengan

runtutan logika yang tidak patah
dan tidak menyimpang.

Dengan mengikutilangkah-

langkah tersebut, Anda akan dapat
menemukan ide dan gagasan yang
kuat untuk menulis artikel jurnal
ilmiah. Selanjutnya, artikel Anda akan
memiliki substansi yang kuat dan
relevansi dalam duniailmiah. Semoga
panduaninibermanfaat!

[Penulis: Johan Wahyuningrat/
Staf Pokja OTAK Pusbindiklatren,
Pengelola Jurnal Perencanaan
Pembangunan] =
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,,,, majalah perencana profesional

simpul perencana

KUESIONER PEMBACGA

1. Volume Majalah Simpul

Perencana yang Saudara
baca:

a. Volume 46
b. Volume 45
c. Volume 44

2. Versi Majalah Simpul

Perencana yang Saudara
baca:

a. Versi cetak
b. Versi Digital (dari website

Pusbindiklatren Bappenas
atau bit.ly/baca-simpul)

c. Versi Digital (dari platform
Issuu atau bit.ly/issuu-
pusbindiklatren)

PROFIL PEMBACA

3.

Pekerjaan Saudara saat ini:
a. ASN Perencana

b. ASN Non Perencana

c. Lainnya

. Usia Saudara saat ini:

a. 20-30 tahun
b. 31-40 tahun
c. 41-50tahun
d. di atas 50 tahun

TAMPILAN MAJALAH
SIMPUL PERENCANA

5. Tampilan cover Majalah

Simpul Perencana:

a. menarik dan sesuai tema

b. menarik, tetapi tidak sesuai
tema

c. tidak menarik

6. Tampilan layout isi dan foto/

ilustrasi Majalah Simpul
Perencana:

a. menarik dan sesuai judul
tulisan

b. menarik, tetapi tidak sesuai
judul tulisan

c. tidak menarik

SUBSTANSI/ISI MAJALAH
SIMPUL PERENCANA

7.

Tema yang diangkat dalam
Majalah Simpul Perencana:

a. menarik
b. tidak menarik

. Bahasa yang digunakan

dalam Majalah Simpul
Perencana

a. mudah dipahami

b. sulit dipahami

MANFAAT & REKOMENDASI
MAJALAH SIMPUL
PERENCANA

9.

Manfaat yang Saudara

peroleh dari Majalah Simpul

Perencana:

a. sebagai referensi untuk
menyusun kebijakan

b. sebagai referensi untuk

menyusun tulisan jurnal/
majalah/buku

c. sebagai sarana
updating informasi
terkait perencanaan
pembangunan

d. sekadar bahan bacaan
untuk mengisi waktu
luang.

10. Apakah Saudara akan

merekomendasikan ke
pimpinan/rekan kerja/
lainnya untuk membaca
Majalah Simpul Perencana?

a. iya
b. tidak

Lingkari jawaban pada huruf
a atau b sesuai pilihan Anda.

Kuesioner yang telah
selesai dijawab selanjutnya
dipotret dengan kamera.
Usahakan hasil foto tidak
kabur (blur) sehingga tulisan
dan jawaban dapat terbaca
dengan jelas.

Hasil foto selanjutnya dikirim
melalui pos-el (e-mail) ke:
simpul@bappenas.go.id
Pengisian kuesioner evaluasi
juga dapat dilakukan secara
daring melalui tautan:
bit.ly/evaluasi-msp
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.01 .02 .03

Hindari kelompok/

Tolak ajakan

merokok. Merokok P:l(ifl?:lil tteenT:r?Taur;g teman nongkrong
adalah pintu gerbang selalu mengajak yang tidak sehat.
penyalangtnaan kepada kebaikan Sapaia el
narkotika. . lakukan dalam
tiga detik.

.05

Isi waktu luang
dengan kegiatan
positif seperti
olahraga, bermain
musik, belajar, dan

lainnya.

.04

Ingat bahwa tidak
ada ajaran agama
yang membenarkan
penyalahgunaan
narkoba.

.06

Ada keluarga yang
menyayangi kita.
Ciptakan komunikasi

yang baik dengan
keluarga.
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PUSBINDIKLATREN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS SEBAGAI

ZONA INTEGRITAS

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas, pimpinan dan staf Pusbindiklatren Kementerian PPN/
Bappenas berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan secara benar, akurat, profesional,
dan berkualitas. Pusbindiklatren menjamin pelaksanaan tugas internal dan pelayanan publik
bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan gratifikasi serta bebas dari benturan kepentingan.

Pada tahun 2020, Pusbindiklatren meraih predikat dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi(PANRB).Saatini, Pusbindiklatren
terusmengupayakanpelayananterbaik menuju WILAYAH BIROKRASI BERSIHDAN MELAYANI(WBBM).
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